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Milik Daerah
s5ia Tahun 2016

1 Persetujuan Be
YWAKILAN RAKY
KOTA BAUBAU

dan

ALI KOTA BAUE

MEMUTUSKAN:
DAERAH T

BABI
STENTUAN UMI
Pasal 1

uran Daerah in

]

(Berita Negara Republik
Nomor 547).

l31'8.':1.1:1:1&
AT DAERAH

AU

CNTANG PENGELOLAAN

M

1an Barang

han kegiatan yg
:ho} dan pe%
Flan, pemanfas
raan, penilaig
than, penghapﬁ
AT1, pengawasarf

\lilik Daerah a

-

yang dimaksud dengan:

’, Milik Daerah  adalah
ng meliputi perencanaan
ganggaran, pengadaan,
tan, pengamanan dan
AT, pemindahtanganan,
san, penatausahaan dan
Han pengendalian.

au diperoleh
ari perolehan la

dalah Kota Bau]l

ahan Daerah
emerintahan olle
rerwakilan Raky
dan tugas pen
seluas-luasnya
lesatuan Republ
d dalam Und
Indonesia Tahu

alah semua barang yang
atas beban APBD atau
iInnya yang sah.

Dal.

adalah penyelenggaraan
h Pemerintah Daerah dan
rat Daerah menurut asas
tbantuan dengan prinsip
dalam sistem dan prinsip
ik Indonesia sebagaimana

1g-Undang Dasar Negara

n 1945.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintalh Daeralh a

-1ah Wali Kota sebagai

unsur pe¢nyelenggara Pe

merintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaa

yvang mernjadi kewenanga

Uru san Pemerintahan
Daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kc

Pemega.ngé kekuasaan
Daerah adalah Wali Kot

ta Baubau.

engelolaan Barang Milik
Baubau.

Dewan PRerwakilan Rak_!y at Daerah Kota Baubau

yang selanjutnya disebu;
Baubau.

Pengelola Barang Milik

DPRD adalah DPRD Kota

Daerah yang selanjutnya

disebut |Pengelola Barahg adalah pejabat yang
berwenang dan bertalnggung]awab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya

disingkatf SKPD adalah Unsur pembantu Wali Kota

Baubau dan DPRD dal

m penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat |Penatausahaan
Perangkdat Daerah vy

Barang adalah Kepala
ng mempunyai fungsi

pengelolaan Barang Mi
pengelola keuangan daer

1k Daerah selaku pejabat

ah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaar] Barang Milik Daerah.

Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang

melaksamakan satu atau

beberapa program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daeral.

Kuasa Pengguna Baran

Milik Daerah selanjutnya

disebut Kuasa Pengguﬁa Barang adalah kepala

unit kerja atau pej
Pengguna Barang unt
Milik Daerah yang bera
dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan
Pejabat |[yang melaks
Barang Nilik Daerah pa.

Pengurus Barang Milik

vat yang ditunjuk oleh
k menggunakan Barang
da dalam penguasaannya

Pengguna Barang adalah
akan fungsi tata usaha
a Pengguna Barang.

Daerah yang selanjutnya

disebut Pengurus Barangr adalah pejabat dan/atau

jabatan |fungsional um]
mengurus barang.

Pengurus Barang Penge
diserahi tugas

mengelu kan, dan men
Daerah pada Pejabat Pen

nm yang diserahi tugas

lola adalah pejabat yang
lenerima, menyimpan,
atausahakan Barang Milik
atausahaan Barang.
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Penguru Barang Pengguna adalah jabatan
fungsional umum yang «:11serah1 tugas menerima,
menyimpgan, mengelus rkan, menatausahakan

Barang Milik Daerah pa

| a Pengguna Barang.

Pemban Pengurus Barang Pengelola adalah
penguru barang y ng membantu dalam
penyiapaj administrasi maupun teknis

penatausrahaan Baran
Barang.

Milik Daerah pada

Pembant Pengurus B arang Pengguna adalah
penguru barang yang membantu dalam
penyiap administrasi maupun teknis

penatausahaan Barang

Pengguna Barang.
Penguru Barang Pemb

adalah

D

Milik Daerah pada

Lntu adalah yang diserahi
lyimpan, mengeluarkan,
nempertanggungjawabkan
pada Kuasa Pengguna

ang melakukan penilaian

independen berdasarkan kompetensi yang

oses kegiatan untuk

memberikan suatu opiri nilai atas suatu objek

penilaiann berupa Baran

tertentu.

Penilai Pemen’ntah a
Pusat dan Penilai Peme
Perencanaan Kebutu

merumuskan rincian
Daerah untuk menghub

Milik Daerah pada saat

ah Penilai Pemerintah
ntah Daerah.

han adalah kegiatan
rebutuhan Barang Milik
ingkan pengadaan barang

yang telah Ilalu dengeln keadaan yang sedang

berjalan |sebagai dasar d
vang akan datang.

Rencana| Kebutuhan
selanjutnya disingkat R

adalah dokumen perenc

Milik Daerah untuk peri
Standar |
ditetapkan
pengadaan

sebagai
Barang

perencanaan kebutuhanl.
aan adalah kegi

Penggun

' Barang adalah

hlam melakukan tindakan

. BARANG MILIK DAERAH
anaan kebutuhan Barang
del (satu) tahun.

spesifikasi barang yang

acuan penghitungan
Milik Daerah dalam

Bflrang Milik Daerah yang

O

tan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang
menatausahakan Baran

lalam mengelola dan

dengan

bersangkutan.

' Milik Daerah yang sesuai

ugas dan fungsi Perangkat Daerah yang




30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Pemanfas
Daerah
penyelen
Daerah
Daerah
kepemilik

Sewa ad

oleh pihdk lain dalam j

menerim

Pinjam akai adalah

barang

Daerah [atau antar Pe

jangka
dan
diserahk

Q

Kerja S
disingkat;
Daerah
tertentu

daerah aj

Bangun
BGS ad:s
berupa

mendirik;
fasilitasn
lain ters
telah dis

kembali tanah beserta ha

berikut
waktu.

Bangun

BSG adalah pemanfaa

berupa

mendirikan bangunan
fasilitasnya, dan setelah

diserahk:
tersebut
disepaka
Kerja
selanjutr
antara
kegiatan

[

ey

ketentuan peraturan pert

Penangg
selanjutn
Badan U,
penyelen

peraturahn perundang-un

setelah jangka

yang tida
pgaraan tugas
dan/atau opt

dengan ti

2%

tan adalah pexiiayagun!aan Barang Milik

digunakan untuk
dan fungsi Perangkat
imalisasi Barang Milik
k  mengubah  status

can.
alah pemanfaa

n Barang Milik Daerah

imbalan uang

]
¥s!

ntara Pemerint

ngka waktu tertentu dan
funai.

penyerahan penggunaan
h Pusat dan Pemerintah

vaktu tertentu |

Kembali kep

ama Pemanfa;
KSP adalah pe
oleh pihak I

i

merintalh Daerah dalam
fanpa menerima imbalan
aktu tersebut berakhir
da Wali Kota.

atan yang selanjutnya

iIdayagunaan Barang Milik
n dalam jangka waktu

dalam rangka

peningkatan pendapatan

tau sumber pe
Guna Serah y

biayaan lainnya.

ng selanjutnya disingkat

alah pemanfaati
tanah oleh
an bangunan |
va, kemudian

ebut dalam jam
sepakati, untu

fasilitasnya se

Serah Guna y

rihak

an Barang Milik Daerah
lain dengan cara
lan/atau sarana berikut
idayagunakan oleh pihak
oka waktu tertentu yang
selanjutnya diserahkan
ngunan dan/atau sarana
elah  berakhirnya jangka

ng selanjutnya disingkat
a1 Barang Milik Daerah

tanah oleh p

an untuk diday:

ihak lain dengan cara
dan/atau sarana berikut
selesai pembangunannya
agunakan oleh pihak lain

dalam jang
ti.

ama Penyedi

waktu tertentu yang

an Infrastruktur yang

tya disingkat
pemerintah da
penyediaan in

KSPI adalah kerjasama
n badan usaha untuk

rastruktur sesuai dengan

angjawab  Pro?
lya disingkat Pg
saha Milik Dae,
goara infrag

indang-undangan.

ek Kerja sama yang
PK adalah Wali Kota atau
ah sebagai penyedia atau
struktur berdasarkan
Aangan.




38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

146.

47.

48.

49.

Pemindahtanganan adal

h pengalihan kepemilikan

Barang Milik Daerah.
Penjualan adalah peng

|
ihan kepemilikan Barang

Milik Daerah kepada pih
penggantian dalam benty

Tukar Menukar adalah

pemerintah pusat den

k lain dengan menerima
k uang.

pengalihan kepemilikan

an pemerintah daerah,

Barang [Milik Daerah l%yang dilakukan antara

antar pemerintah daerah
daerah dengan pihak

, atau antara pemerintah
lain, dengan menerima

penggantian utama dalam bentuk barang, paling

sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah,
antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintah

Daerah kepada pihak
penggantian.

lain, tanpa memperoleh

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan kepemilikan| Barang Milik Daerah yang

semula | merupakan

kekayaan yang  tidak

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

untuk _diperhitungka:ﬂ

sebagai modal/saham

Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pemusna}han adalah tindakan memusnahkan fisik
dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang

Milik IDaerah dari

menerbitkan keputus'in dari

berwenang untuk memb
Pengguna Barang da

daftar barang dengan
pejabat  yang

=baskan Pengelola Barang,

/atau Kuasa Pengguna

Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik

atas barang yang berada
|

dalam penguasaannya.

Pengamadanan Barang dan Aset adalah kegiatan
yang dilakukan dalam [Dpentuk pengamanan fisik,

pengamanan administrs
hukum. |

tif dan tindakan upaya

Penatausahaan adalah ||rangkaian kegiatan yang
meliputi | pembukuan, inyentarisasi, dan pelaporan
Barang [Milik Daerah |sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah k| giatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan Barang Milikl Daerah.

Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang
merupakan bukti kepermilikan atas Barang Milik

Daerah.

Daftar Barang Milik Déﬂerah adalah daftar yang
memuat|data seluruh Barang Milik Daerah.
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50.
51.

S52.

53.

54.

Barang Milik

a. Barang Milik Daerah yang
beban APBD;dan

|
b. Barang Milik Daerah yan
lainnya yang sah.

(1)

(2)

(1)

)

3)

Daftar Barang Penggun
memuat data Barang Mili
oleh masing-masing Peng

Daftar Barang Kuasa Penggu

.:a adalah daftar yang
i Daerah yang digunakan

runa Barang.

na adalah daftar yang

memuat ¢data Barang Mﬁ.lik Daerah yang dimiliki

oleh masing-masing Kuas
Rumah Negara adalah

n Pengguna Barang.
bangunan yang dimiliki

Pemerintgah Daerah dan |[berfungsi sebagai tempat

tinggal 4tau hunian

an sarana pembinaan

keluarga

' serta menunjang pelaksanaan tugas

pejabat dan/atau ASN pada Pemerintah Daerah

yang bers?ngkutan.

Pihak Lain adalah p
Daerah.

1hal

selain Pemerintah

Sistem Informasi Barang Milik Daerah adalah
system |berbasis aplikasi teknologi yang
dikembangkan Daer untuk mendukung

tercapainya Pengelolaan

i Pasal 2

Daerah meliputil:

sarang Milik Daerah.

dibeli atau diperoleh atas

Pasal 3

Barang Milik Daerah

dalam Pasal 2 dilarang
endapatkan pinjaman atau diserahkan

untuk m

berasal dari perolehan

sebagaimana dimaksud
digadaikan/dijaminkan

kepala FPFihak Lain se:bagai pembayaran atas
tagihan kepada Pemerintah Daerah.

Barang Milik Daerah
dalam Pasal 2 tidak da;
ketentuan peraturan peri

sebagaimana dimaksud

pat disita sesuai dengan

ndang-undangan.

Pasal 4
Barang Milik Daerah y
atas bebg APBD seba.

ng dibeli atau diperoleh
aimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.

Barang Milik Daerah yamn

g berasal dari perolehan

himana dimaksud dalam

lainnya yang sah sebag

Pasal 2 huuruf b, dilengkapi dokumen perolehan.

Barang Milik Daerah se
ayat (1)
tidak berwujud.

ngaimana dimaksud pada
an ayat (2) bgrsifat berwujud maupun




Barang Milik
lainnya yang
a.

b.

Barang yang
sejenis sebagaimana dimaksy
meliputi hibah/sumbangan
negara/lembalga
perundang-undangan.

Barang yang

. barangyvang diperoleh
peraturan perundang-unds

. barang yang diperoleh

. barang yai

Pasal 5

Daerah yang
sah, meliputi:

barang yang diperoleh dar
yang sejenis;

barang yang diperoleh

S
perjanjianf kontrak; I

pengadilan  yang telah

hukum tetap;atau

atas penye
Pasal 6
diperoleh dari

Pasal 7

i

g diperoleh ke
aan modal Perj

internasiog

diperoleh se[l

'berasall dari perolehan

i hibah/sumbangan atau

cbagai pelaksanaan dari
)lerdasarkan ketentuan
;ngan;

berdasarkan putusan
mempunyai kekuatan

mbali dari hasil divestasi
nerintah Daerah.

‘hibah/sumbangan atau
ld dalam Pasal 5 huruf a
atau yang sejenis dari
nal sesuai  peraturan

bagai pelaksanaan dari

perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf|b antara lain berasal dari: '
a. kontrak karya;
b. kontrak bagi hasil;
c. kontrak kerja sama,;
d. perjanjian dengan negara lain/lembaga
internasional; dan
e. kerja sama Pemerintah|| Daerah dengan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur.
BiAB IT
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK
DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan [Pengelolaan Barang Milik
Dgerah
Pasal 8
(1] Wali Kota adalah pemegang kekuasaan
pengelolagn Barang Milik|Daerah.
(2) Pemegang Kekuasaan Pgngelolaan Barang Milik
Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam:

a. menetgpkan kebijakan
Daerah;

Pengelolaan Barang Milik
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3

Sekretaris
sebagaimanal
berwenang dan bertanggun

a. Meneliti dan

b.

b. menetapkan pengguna
pemind“ahtanganan B
tanah d_la.n/ atau ban

c. menetapkan = kebij

|

1:1, pemanfaatan, atau
éng Milik Daerah berupa
an; !

an  pengamanan  dan

pemeliharaan Barang Milik Daerah;

d.menetapkan pejabat

yang mengurus dan

menyimpan Barang Milik Daerah;
e. mengajukan usul pemindahtanganan Barang

Milik Daerah yang
DPRD;

f. menyetizjui usul

memeriukan persetujuan

pemindahtanganan,

pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik

Daeraly

g. menyetujui usul pexFlanfaatan Barang Milik
Daerahl berupa se't?agian tanah dan/atau
bangunan  dan selain tanah dan/atau

bangunan; dan
h.menyetujui

Daer
infras

Dalam
jawab
Pemegang Kekuasaan E

ktur.
elalksanakan

sebagaimana dinmr

usul pemanfaatan Barang Milik
dalam bentul

kerja sama penyediaan

‘engelolaan Barang Milik

Daerah d‘bantu:
a. Sekretaris Daerah sel

b.Kepala| Perangkat D
fungsi

Pengelola Barang;

aerah yang mempunyai

Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku

Pejabat Penatausahaan Barang;

c. KepalaPerangkat
Barang;

d.Pejabat Penatausahaan

Daleerah

selaku Pengguna

Pengguna Barang;dan
Daerah, yang terdiri dari:

e. Pengurnus Barang Milik

1) Pengurus Barang P
2) Pengurus Barang P

ngelola;
ngguna;dan

3) Pengurus Barang PeLmbantu.

Bagian Ke
Pengelola Barang

Pasal 9

Daerah sel
dimaksud p

Milik Daerah;

meneliti |[dan
pemeliharaan /perawatan

menyetyjui

lua

! ilik Daerah

Pengelola Barang
da 8 ayat (3) huruf a,
awab:

menyetujui rgncana kebutuhan Barang

rencana kebutuhan
Barang Milik Daerah;




(1)

v

@)

. mengatur

. mengatur

koordinasi
Inventarisasi Barang Milik
. melakukan pengawasan

mengajukan usul
pemindahtanganan Bara
memerlukan persetujuan

pemusnahan, dan pen
Daerah;

pelaksanaan p

pemanfaatan dan
1g Ml].lk Daerah yang
Vali Kota;

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

hapusan Barang Milik

emindahtanganan Barang

Milik Daerah yang telah
atau DPRD;

melakukalll

Pengelolaan Barang Milik

b

P 1

Pasal
Kepala satuan kerja
mempunyai fungsi pen

disetujui oleh Wali Kota

dalam
Daerah;dan

dan pengendalian atas

pelaksanaan

IDaerah.

_ Bagian Ketiga
sjabat Penatausahaan Barang

10

erangkat daerah yang
gelolaan Barang Milik

Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

Pejabat enatausahaan)

Barang sebagaimana

dimaksud |dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Wali Kota.

Pejabat enatausahaan
dimaksud pada ayat (]
dan tan ng jawab:

a. membantu meneliti

pertimbangan persetuj;
rencanal kebutuhan Bax
Pengelola Barang;
b.membantu meneliti
pertimbangan persetuj;
rencana kebutuhan
Barang Milik Daerah kej

c. memberikan pertimban
Barang [atas pengajuar
pemindahtanganan Ba
memerlitkan persetujua]

d.memberikan pertimbaj
Barang untuk n
penggunaan, pemantf; g
penghapusan Barang 13[

e. memberikan pertimbaj
Barang | atas pelaksa.rlr
Barang | Milik Daerah
Wali Kota atau DPRD;

f. membantu Pengelola
koordinasi Inventarisasi

Barang sebagaimana
), mempunyai wewenang

dan memberikan
nan dalam penyusunan
ang Milik Daerah kepada

dan memberikan
nan dalam penyusunan
pemeliharaan/perawatan
pada Pengelola Barang;

gan kepada Pengelola
1 usul pemanfaatan dan
rang Milik Daerah yang
n Wali Kota;

ngan kepada Pengelola
lengatur pelaksanaan
tan, pemusnahan, dan
lik Daerah;

hgan kepada Pengelola
naan pemindahtanganan
rang telah disetujui oleh

Jarang atas pelaksanaan
Barang Milik Daerah;
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g. melakykan pencatat o Barang Milik Daerah
berupal tanah dan/a au bangunan yang telah
diserahhkan dari Pen guna Barang yang tidak
digunakan untuk kepgntingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang
tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota
melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik
Daerah yang berada péda Pengelola Barang;

h.mengamankan dan inemelihara Barang Milik
Daerahh sebagaimana djmaksud pada huruf g;

i. membemtu Pengelola Barang dalam pengawasan
dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik
Daerah; dan

j. menyusun laporan Barnang Milik Daerah

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 11

(1) Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Barang;

" (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pengguna Barang sebagaimpna dimaksud pada ayat
(1) berwenang dan bertanggunawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
Barang Mlhk Daerah ba:r1 Perangkat Daerah yang
dipimpi.m;ya;

b. mengajukan permohonan penetapan status
penggungan Barang MﬂLk Daerah yang diperoleh
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang
Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunapkan Barang Milik Daerah yang berada
dalam | penguasaannyi untuk kepentingan
penyelenggaraan tugasI dan fungsi Perangkat
Daerah yang dipimpinny4d;

e. mengamankan dan emelihara Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan Bar ng Milik Daerah berupa

tanah dan/atau bangun@n yvang tidak memerlukan
persetu‘]uwan DPRD dan ELarang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangun ;

g. menyerahkan Barang Milik paerah berupa tanah dan/atau
bangunan| yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan|fungsi Perangkat Daerah yang
dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain
kepada Wali Kota melalui Perjgelola Barang;

11




h.

(1)

(2}

&)

(1)
)

Gl

(4

. melakukan

mengajukan| usul Pemusnahg

Milik Daeral;
pembinaan, pen
atas penggunaan Barang Mili
penguasaannya; dan

. menyusun dan menyarnpaik;|

ih dan Penghapusan Barang

|
|
n
| .
dawasan, |dan pengendalian

il Daerah yang berada dalam

laporan barang pengguna

semesteran

dan laporan bara

ng pengguna tahunan yang

berada dalam penguasaannya

Pengguna

kewenangan dan tanggu

Pengguna

Pelimpahah sebagian ke
Kuasa
i
Jota atas usul P¢ngguna Barang.

jawab

Penetapan
dimaksud

yang dike

dan/atau

objektif lainnya.

Pengguna

Penatausahaan Penggun

Penatausahaan
!pada ayat (1) ditetapkan

Pejabat
sebagaima
oleh Wali }
Pejabat
sebagaima
yang mem
dearah pa
Pejabat
dimaksud
bertanggui
a.menyiag
pengan
Penggur
b.meneliti
penggur
APBD d
c. meneliti
Milik D
Barang

)
sebagaimana dimaksud
oleh Wali Kk

e

Barang dapat

Barang.

repada

kepada Pengelola Barang.

Pasgl 12

melimpahkan sebagian

rﬁg jawab kepada Kuasa

wenangan dan tanggung

Pengguna Barang
ada ayat (1) ditetapkan

Kuasa Pen
pada ayat (2) be
lola, beban k

=
w

na Barang sebagaimana
rdasarkan jumlah barang
rja, lokasi, kompetensi,

' rentang ken

Bagis
Pejabat Penataus

Barang

na dimaksud '
Kota atas usul P

na dimaksud plz
bidangi fungsi
1a pengguna bai
Penatausahaan
pada  ayat
ngjawab:

kan rencar

' Penatausahaan

ali dan pertimbangan

an Kelima
sahaan Pengguna Barang

Pasal 13

bantu oleh
Barang.

Pengguna

Pejabat

Barang

ngguna Barang.
Pengguna Barang
nda ayat (2) yaitu pejabat
pengelolaan barang milik
rang.
Barang
(2)

sebagaimana
berwenang dan

kebutuhan dan

rgaran Barang
1a Barang; ‘L
usulan perm
naan barang y."';i
an perolehan Ia}':
pencatatan

aerah yang dila

Milik Daerah pada

honan penetapan status
ng diperoleh dari beban
hnya yang sah;

an Inventarisasi Barang
ksanakan oleh Pengurus

dan/atau Pengi

rus Barang Pembantu;

12




()

2

)

d.menyustin pengajuan
pemindghtanganan Bars
tanah dan/atau d
memerlyukan persetuju
Daerah selain tanah d

Daerah |[berupa tanah
tidak digunakan

|

|

isulan pemanfaatan dan
ing Milik Daerah berupa
sl{.nguna_n1 yang tidak
n DPRD dan Barang Milik
L/ atau bangunan;

. mengustulkan rencana penyerah‘an Barang Milik

lan/atan bangunan yang
untuk kepentingan

penyelenggaraan tuga
Barang | dan sedang t
Pihak Lain;
menyiapkan usulan
Penghapusan Barang M

. meneliti
yvang dilaksanakan

dan fungsi Pengguna
idak dimanfaatkan oleh

Pemusnahan dan

lik Daerah;

1
laporan barang semesteran dan tahunan
¢

leh Pengurus Barang

dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

Barang | dengan men

.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan

bitkan Surat Perintah

Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang

Milik Daerah dari gud
i. meneliti| dan memve
Ruangan setiap semester
. melakukan verifikasi sg
persetujuan atas perubs
Milik Dgerah; dan
. meneliti| laporan mutas
disampaikan oleh Pe
dan/atau Pengurus Bar

Bagian Ke

I g penyimpanan;
ifikasi

Kartu Inventaris
dan setiap tahun;

bagai dasar memberikan
ahan kondisi fisik Barang

barang setiap bulan yang
urus Barang Pengguna
hng Pembantu.

enam

Pengurus Bara
Pasal

Pengurus Barang P
dimaksud| dalam Pasal 8
ditetapkam oleh Wali K
Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelol
pada ayat (1) adalah ﬂc
fungsi

gelolaan Bar
atausahaan B3

arang Pengelo]

g Pengelola
14

engelola sebagaimana
ayvat (2) huruf e angka 1,
(ota atas wusul Pejabat

A sebagaimana dimaksud
rjabat yang membidangi

Hng Milik Daerah pada

rang.
a sebagaimana dimaksud
an bertanggungjawab:

tu meneliti d
pertimbangan persetuj)
rencanal kebutuhan Bap
Pejabat

b.memb

aitn  meneliti

lan menyiapkan bahan
hlan dalam penyusunan
ang Milik Daerah kepada
Barang;

lan menyiapkan bahan

pertimb
rencana

angan persetuy
kebutuhan

lltan dalam penyusunan
pemeliharaan/perawatan

13




@)

(5)

©)

Barang Milik Daerah kepada Pejabat
i
Penatausahaan Barang; ;
c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan

Pemanfgatan dan Pe

1indahtanganan Barang

Milik Daerah yang merr

Kota;
.meneliti} dokumen

rlukan persetujuan Wali

usulan penggunaan,

pemanfaatan, pemusn
dari Pengguna
pertimbangan  oleh
dalam
pemanfa
penghapusan Barang

. menyiapkan bahan
Daerah |berupa tanah

penyelenggaraan tugas
tidak dimanfaatkan Pihak

Daerah |dan sedang

Bay

pelsngaturan

han,
ang,
‘ Pejabat

dan penghapusan
sebagai bahan
Penatausahaan
pelaksanaan
'tan, pemusnahan, dan
ilik Daerah;
encatatan Barang Milik
lan/atau bangunan yang
Pengguna Barang yang
untuk kepentingan
dan fungsi Perangkat

Lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;

menyimpan dokumen
Milik Daerah;
g. menyimpan salinan

asli kepemilikan Barang

okumen laporan Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

.melakukan

rekonsilijasi

dalam rangka

penyusunan laporan Bérang Milik Daerah; dan

. merekapitulasi dan me
Pengguna semesteran
Barang Milik Daerah.

Pengurus
secara fungsional
pelaksanaan tugasnya

Iighimpun laporan Barang
an tahunan serta laporan

Barang Pengelola secara administratif dan

ertanggungjawab atas
epada Pengelola Barang

melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

Dalam hial melaksan
administrasi Pengurus

an tugas dan fungsi
arang Pengelola dapat

dibantu oﬁeh Pembantu Fengurus Barang Pengelola

yang ditetapkan oleh

Barang.

Pengurus

kegiatan perdagangan, pe
penjualan| jasa atau berx

atas kegiatan/pekerjaan/;

anggaranmnya dibebankan

’engurus Baran

hta atas usul Pe

Pasal 1

(1) Pengurus Barang Penggun
dalam Pasal 8 ayat (3) hu
oleh Wali K¢

Pejabat Penatausahaan

Barang Pengelola dilarang melakukan

erjaan pemborongan dan
indak sebagai penjamin
enjualan tersebut yang

pada APBD.

Bagian Ketujuh

g Pengguna
)

a sebagaimana dimaksud
iuf e angka 2, ditetapkan
1gguna Barang.

14




(2) Pengurus B
pada ayat {1), berwenang d

a.

o]

. menyiag

.menyus

. mengajt
kepada |

. menyers

. membud

.member
. mengaju

memb
kebutu
Daerah;

ang Penggung

tu menyiap

a1

.menyiapkan usulan

status penggunaan B

diperoleh

lainnya
Barang

yang be

. menyiapkan

yang sah;

. melaksanakan pencatatan dan
}\/Iilik Daerah;

dokum

dari beban

| sebagaimana dimaksud
n bertan'ggungjawab:

m  dokumen  rencana

dan penganggaran Barang Milik

permohonan penetapan
rang Milik Daerah yang
APBD dan perolehan

Inventarisasi

.membantu mengamankan Barang Milik Daerah
ada pada Pengguna Barang;

n pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan

yang tid
DPRD ¢
dan/ata
menyiag
Daerah
tidak

penyeley
Barang
Lain;

pemusn
Daerah;

tahunar

Penggun

Penyalu
dalam b

semeste

Pejabat

ak memerlukan

persetujuan;
ik Daerah selain tanah

u bangunan.
kan dokumen

berupa tanah
digunakan
nggaraan tuga

lan Barang M

penyerahan Barang Milik
an/ataun bangunan vang
untuk kepentingan
dan fungsi Pengguna

ykan dokum
ahan dan pe

ldan sedang tidak dimanfaatkan Pihak

n pengajuan usulan
ghapusan Barang Milik

un laporan

L3

arang semesteran dan

. menyiapkan Surat P
berdasarkan nota perm

srmintaan Barang
1taan barang;

(SPB)

Pejabat
a;

ran Barang

At  Kartu

1kan permoho

1kan Surat P
B

" hkan barang b
SPPB)
erita acara penyerahan barang;

Inventaris
ran dan tahunan;

i label Barang 1\|/.[ilik Daerah;

' Penatausahaan

-

rmintaan Barang (SPB)
enatausahaan Barang

1

rdasarkan Surat Perintah
yang dituangkan

E

Ruangan (KIR)

an persetujuan kepada
Pengguna Barang atas

perubahan kondisi fis{k Barang Milik Daerah
berdasarkan pengecekallu fisik barang;

salinan
Daerah

. melakukan stock opna
. menyimpan dokumen,

e barang persediaan;
antara lain fotokopi/

dokumen kepemilikan Barang Milik
dan menyimj]

pan asli/fotokopi/salinan

15




(4) Dalam h

(5) Pengurus

(1)

()

&)

dokumen penatausahae

. melakukan
penyusunan laporan
dan lapoeran Barang Mi

membuat laporan mu

yang

melalui| Pengguna Bar
Pejabat Penatausahaan
(3) Pengurus Barang Penggun
pada ayat (2) secara admi
kepada Pengguna Bar

bertanggungjawab

kepada
Penatausal

administra
dibantu ol
yang ditete

kegiatan p
penjualan
atas kegiz
anggarant]

Pengurus
dimaksud
ditetapkan
Pengguna

Pembentu
sebagaimad
berdasark;
dikelola, b
rentang ke

Pengurus
dimaksud

bertanggungjawab:

a.menyiapkan dokumen
penganggaran Barang M

b.menyiapkan usulan

kan

1°

rekonsilj

?

|
si dalam rangka

E

;,narang P'engguna Barang
ki

k Daerah; dan
asi barang setiap bulan

isampaikan kepada Pengelola Barang

nng setelah diteliti oleh
Pengguna Barang.

a sebagaimana dimaksud
istratif bertanggungjawab

atas
Pengelola B
haan Barang.

al  melaksanald
si, Pengurus |]
eh Pembantu P
Apkan oleh Pengjg

Barang Pengg

jasa atau ber]
tan /pekerjaan '/
iya dibebankan |}

Bagian Ked
Pengurus Barany

Pasal

Barang iy
dalam Pasal 8
1 oleh Wali |[]
Barang melalui

Penguru
na dimaksud
an  pertimban
eban kerja, lo

¥ dan secara fungsional
pelaksanaan tugasnya
rang melalui Pejabat

an tugas dan fungsi
Barang Pengguna dapat
ngurus Barang Pengguna
runa Barang.

inma dilarang melakukan

erdagangan, pekerjaan pemborongan dan

tindak sebagai penjamin
penjualan tersebut yang
pada APBD.

elapan
b Pembantu

16

embantu sebagaimana
ayat (3) huruf e angka 3
Kota atas usul Kuasa
Pengguna Barang.

S Barang Pembantu
pada ayat (1) dilakukan
n jumlah barang yang
nsi, kompetensi dan/atau

ndali dan perti

nbangan objektif lainnya.

Barang P
pada ayat

status
diperol

lainnya Jyang sah;

c. melaks
Barang

penggunaan

dari bebaBJr

akan pencat
ilik Daerah;

embantu sebagaimana
(1), berwenang dan

rencana kebutuhan dan

lilik Daerah;

permohonan penetapan
rang Milik Daerah yang
APBD dan perolehan

ntan  dan inventarisasi

16




4

d.membantu mengamank

n Barang Milik Daerah

yang berada pada Kuasa

e. menyiapkan dokume

pemanfaatan dan pe

Pengguna Barang;

)] pengajuan usulan
nindahtanganan Barang

Milik Daerah berupa tc

nah dan/atau bangunan

yvang tidak memerluka
Barang | Milik Daerah
bangunan;

menyiapkan dokumen
Daerah |berupa tanah

persetujuan DPRD dan
selain tanah dan/atau

penyerahan Barang Milik
dan/atau bangunan yang

tidak | digunakan
penyelenggaraan tuga

kepentingan
fungsi Kuasa

untuk

5 dan

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan

Pihak Lain,;
. menyiapkan dokume
pemusnahan dan pen

n

pengajuan usulan
hapusan Barang Milik

Daerah;

rang semesteran dan

h.menyusun laporan
tahunan,;
i. menyia
berdasarkan nota pernﬁ
J

kepada Kuasa Penggun
.menyerahkan barang b

Penyaluran Barang ($PPB)

dalam berita acara pen

1. membuat Kartu

label Barang

kan Surat Permintaan Barang

Inventaris
semesteran dan tahunan;
m. membe

— A

(SPB)
ntaan barang;

. mengajukan Surat Petrmintaan Barang (SPB)

| Barang;

rdasarkan Surat Perintah
yang dituangkan
crahan barang;

Ruangan (KIR)

ilik Daerah;

n.mengajukan permohorlan persetujuan kepada

Pejabat [Penatausaha

Barang

Pengguna Barang melalui
atas perubahan

kondisifisik Barang Milik Daerah pengecekan

Kuasa | Pengguna i
fisik barang;
o. melakukan stock opnai
p. menyimpan dokumen(

salinan| dokumen kﬁl
Daerah| dan menyim
dokume}n penatausaha,
. melakukan rekonsil
penyusunan laporan ||
Barang

membu

an laporan Bar

at laporan mut
yvang disampaikan

melalui | Kuasa Penggu
oleh Pegjabat Penataus;
dan Pen

Pengurus
maupun

Barang Pemban
tidak langsun

e barang persediaan;

antara lain: fotokopi/
semilikan Barang Milik
an asli/fotokopi/salinan
15
lasi

dalam rangka

’ parang Kuasa Pengguna

ang Milik Daerah;dan

asi barang setiap bulan
ada Pengguna Barang
a Barang setelah diteliti
rhaan Pengguna Barang

gurus Barang RFengguna.

tu, baik secara langsung
g dilarang melakukan

17




. penjualan

(1)

v

)

M

@2

()
@

@)

kegiatan p

erdagangan pekerjaan ﬁemborongan dan

jasa atau be
tan/pekerjaan/
a dibebankan

atas kegia
anggarannm

: BAB 11
ERENCANAAN K

d

Perencanajan kebutuhan
disusun dengan

memperhatikan

indak sebagai penjamin

]5enjualan tersebut yang
pada APBD.

CBUTUHAN

Bagian Kegatu
Prinsip Umum

Pasal 1|7

Barang Milik Daerah
kebutuhan

pelaksanaan tugas dan |fungsi Perangkat Daerah

serta ketell‘sediaan Barang

Ketersedia
dimaksud

|
an Barang M
' pada. ayat {1)

Milik Daerah yang ada.

ik Daerah sebagaimana
merupakan Barang Milik

Daerah ygng ada pada Pengelola Barang dan/atau

Pengguna {Barang.

Perencandan Barang Milik Daerah sebagaimana

dimaksud| pada ayat

1)

dan ayat (2) harus

mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah ‘sehingga dapat dijadikan

dasar ddlam penyusu
DAERAH. [’

Pasal

Perencanaan kebutuh
dilaksanalkan setiap tahy
Perangkati Daerah ditetapr-

Perencandan kebutuh
pada aya1@ (1) merupaka
Perangkat! Daerah dalam
anggaran untuk kebutuhs
angka dasar (base fine) s

kerja dan anggaran.

Pasal

Perencandaan kebutuh
mengacu pada rencana ke,

Perencanaan kebutuha_nl-
(1}, kecual
pada:

a. standar|barang;
b. standar kebutuhan;dai
c. standar harga.

Standar barang sebagai

(2) huruf]

ditetapkar

a merupakan
1 sebagai acuan

ran  RKBARANG MILIK

18

Barang Milik Daerah
In setelah rencana kerja
can.

sebagaimana dimaksud
n salah satu dasar bagi
pengusulan penyediaan
n baru (rnewirttiative) dan
erta. penyusunan rencana

19
Barang Milik Daerah
rjia Perangkat Daerah.

sebagaimana dimaksud
i untuk Penghapusan,

n/atau

ana dimaksud pada ayat
spesifikasi barang vyang
penghitungan pengadaan

18




@)

©)

(1) Penetapan
dalam Pasal 19 ayat (2) hu
perundang-

{2) Penetapan
sebagaimanp dimaksud dal
huruf b dilakukan setelah
teknis terkait.

Pengguna Barang dan/ atau]
mengusulkan RKBARANG

Barang Milik Daerah mem
standar kebutuhan dan/atau

(1)

@

4

Barang |Milik Daerah

kebutuhan.

dalam perencanaan

Standar kebutuhan baralng sebaga:limana dimaksud

pada ayat
barang

(2) huruf b o
yang dibut

Thilcan

erupakan satuan jumlah
sebagai acuan

perhitunge
Milik Daerah dalam
barang milik daerah pada

Standar hz
huruf c m
sebagai ‘ uan pengadas
dalam perencanaan kebu

Ketentu
kebutuh
dimaksud

s

mengenail |

dan
Pas
standar Lkebutu

ndangan.

standar baran

Pas

Pas

Pengguna |Barang mengh
MILIK DAERAH yang

Pengguna| Barang yan
Perangkat{ Daerah yang dij
Pengguna Barang

RKBARANG MILIK DAE
pada ayat|(l) kepada Pen

Pengelola { Barang melal
usulan RKBARANG MIL

L
1

n pengadaan |[dan penggunaan Barang
1

standar harga
pada ayat (2) dit

perencanaan kebutuhan
Perangkat Daerah.

ga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
rupakan besaran harga yang ditetapkan

mn Barang Milik Daerah
hhan.

standar
sebagaimana
etapkan oleh Wali Kota.

andar barang,

20

an sebagaimana dimaksud
f b mempedomani peraturan

dan standar kebutuhan
Pasal 19 ayat (2) huruf a dan
berkoordinasi dengan dinas

21

Kuasa Pengguna Barang
MILIK DAERAH pengadaan
edomani standar barang,
standar harga.

22
mpun usulan RKBARANG

diajukan oleh Kuasa
berada di lingkungan
dimpinnya.

nenyampaikan usulan

H sebagaimana dimaksud
elola Barang.

cukan penelaahan atas

K DAERAH sebagaimana

dimaksud|pada ayat (2) b
dengan memperhatikan dl
Barang dan/atau Pengelol

Data barang pada Pen
Pengelola { Barang, sebag

rsama Pengguna Barang
ta barang pada Pengguna
Barang.

na Barang dan/atau
aimana dimaksud pada

ayat (3) antara lain:

19



)

RKBARANG
Pengelola Bdrang digunakan
sebagai dasar penyusunar
Anggaran Perangkat Daerah

(1)

)

()

Daftar Barang
Daftar Barang
Daftar Barang
Daftar Barang
Daftar Barang Iﬁ
Daftar Barang

a.laporan
b.laporan
c. laporan
d.laporan
e. laporan
f. laporan
g. laporan
dan

h.laporan|Daftar Barang
Pengelola | Barang dal
sebagaimana dimaksud
Pejabat PRFenatausahaan
Barang Pengelola.

Pejabat |Penatausaha

dimaksud| pada ayat (5
Anggaran Pemerintah Daej
Hasil penglaahan sebagair]
(3) merupakan dasar |
MILIK DAERAH.

_ Pasal
VILIK DAERAH 3

]fengguna_. bulanan;

|
engguna semesteran,

<:angguna tahunan;
engelola bulanan;

engelola semesteran;
engelola tahunan;

'Daftar Barang|Milik Daerah semesteran,

lilik Daerah tahunan.

melakukan penelaahan
pada ayat (3) dibantu
Barang dan Pengurus

Barang sebagaimana
merupakan anggota Tim
rah.

nana dimaksud pada ayat
jenyusunan RKBARANG

23
rang telah ditetapkan oleh
1 oleh Pengguna Barang

Rencana Kerja dan

Pasal

RKBARANG MILIK DAER|
Milik Daerah tidak dapat
Barang dan/atau Kus
terhadap:

a. Barang

rusak berat;
Barang | Milik Daerah y
penggunaan sementar ';
Barang| Milik Daer:
status |untuk diopera
dan/atau

Barang [Milik Daerah yg
pemanfaatan.

RKBARANG MILIK DAER|]
Milik Daerah sebagaimaﬂa
huruf b, |diusulkan olek
menggunakan sementara|]

RKBARANG MILIK DAER;
Milik Daetrah sebagaima

'Milik Daerah ys

b.

d.

24

AH pemeliharaan Barang
diusulkan oleh Pengguna
1sa  Pengguna  Barang

g berada dalam kondisi
ang sedang dalam status

. yang sedang dalam
sikan oleh Pihak Lain;

ing sedang menjadi objek

AH pemeliharaan Barang
n dimaksud pada ayat (1)
Pengguna Barang yang
Barang Milik Daerah.

AH pemeliharaan Barang

a dimaksud pada ayat (1)

huruf d tidak termasuk pe¢

smanfaatan dalam bentuk

pinjam pakai dengan ja
(enam) bulan.

ska waktu kurang dari 6
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b

@)

(4)

&)

)

7

(1) Kuasa Pengguna Barang m
MILIK DARERAH Pengadaan

Bagis ' Kedua.
Lingkup Perencanaan II(ebutuhEan Barang Milik
Dgerah !
| Pasgal 25
Perencanaan kebutuhan| Barang Milik Daerah
meliputi:

a. perenca
b. perencal
C. perencal

d. perencal
Daerah;

€. perenca

Perencana
sebagaimag
dituangkas
DAERAH 1

Perencanaan pemelihara

sebagaimg
dituangkaj
DAERAH [

Perencana
sebagaima
dituangkal
DAERAH ]

Perencanas

lingkungan

naan pengadaa

Barang Milik Daerah;

naan pemanfaa

naan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

n Barang Milik Daerah;

naan peminda
dan

naan penghapul
an pengadaan.

na dimaksud
n dalam do

htanganan Barang Milik

san Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah
pada ayat (1) huruf a
men RKBARANG MILIK

Pengadaan.

n Barang Milik Daerah

na dimaksud
n dalam doku
Pemeliharaan.

na dimaksud
n dalam doku
Pemanfaatan.

pada ayat (1) huruf b
men RKBARANG MILIK

an pemanfaatam Barang Milik Daerah

pada ayat (1) huruf c
men RKBARANG MILIK

an pemindah

nganan Barang Milik

€}

Daerah sebagaimana d_ilnlaksud pada ayat (1} huruf
d dituangkan dalam dokumen RKBARANG MILIK
DAERAH Pemindahtanganian.
Perencanaan penghapusgn Barang Milik Daerah
sebagaimgna dimaksud ||pada ayat (1) huruf e
dituangkan dalam dokumen RKBARANG MILIK
DAERAH Penghapusan.
Ketentuan mengenai (faa cara perencanaan
kebutuhan Barang Milik| Daerah pada Pengguna
Barang dan Pengelol Barang sebagaimana
dimaksud| pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan| peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga

Tata Cara Henyusunan RKBARANG MILIK DAERAH

Pengadaan Barang Milik Daerah Pada

Pengguna|Barang
Pasal 26

Kuasa Pengguna 3

nyusun usulan RKBARANG
Barang Milik Daerah di
arang yang dipimpinnya.
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{2) Kuasa

(1) Pengguna

(4) Hasil penelaahan atas usula

(1) Hasil penela

Pe
RKBARANG
dimaksud
lambat min

ngguna  Baran

MILIK DAE

da ayat {1) kep
kedua bulan

Pasal 27

arang melakuka

menyémpaikan usulan

Pengadaan sebagaimana
da Pengguna Barang paling
el

|

n penelaahan atas wusulan

RKBARANG | MILIK DAERAH i’iengadaan yang disampaikan

oleh Kuasa Pengguna Barang J
Pasal 26 aydt (2) pada minggu

(2) Dalam pen‘laa.han usulan |k
pengadaan yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada
mengikutsertakan  Pejabat
Barang dan|Pengurus Barang
review terhadap kebenaral}'

RKBARANG MILIK DAERAH Plle

(3} Penelaahan| atas usulan R
'bleh Kuasa Pengguna Barang

Pengadaan yang disampaik
sebagaimana dimaksud pada

ebagaimana dimaksud dalam
ketiga bulan Mei.

RKBARANG MILIK DAERAH
pleh Kuasa Pengguna Barang
ayat (1), Pengguna Barang
Penatausahaan Pengguna
Pengguna untuk melakukan
dan kelengkapan usulan
ngadaan.

KBARANG MILIK DAERAH

ayat (1) diutamakan untuk

memastikan kebenaran data
usulan RKBARANG MILIK DA
sedikit mempertimbangkan:
a. kesesuaian  program
sebagaimana dimaksud d
(2); dan

b. ketersedi

asukan (input) penyusunan
PRAH Pengadaan yang paling

erenicanaan dan — standar
amn Pasal 19 ayat (1) dan ayat

ik Daerah di

aan Barang M

Pengguna Barang.

.

lingkungan

RKBARANG MILIK DAERAH

Pengadaan yang disampaik

sebagaimana dimaksud paaﬁ:
Pengguna Barang dalam m
DAERAH Pengadaan Barangl*
Pengguna Barang yang paling|
a. nama Kuasa Pengguna Baj

oleh Kuasa Pengguna Barang

la ayat (3) digunakan oleh

enyusun RKBARANG MILIK
Milik Daerah pada tingkat
sedikit memuat informasi:

ang;

b. nama Pengguna Barang;

€. program

d. kegiatan;

e. data daftar barang padal
daftar barang pada Kuasa
rencana %kebutuhan penga

—

q

Pasal 28

ahan Pengguna B4
MILIK DAERAH Pengadaan
Pengguna Barang sebagaimarn
ayat (4) ditandatangani Pen

o
-

]

>

Pengguna Barang dan/atau
Pengguna Barang; dan

laan barang yang disetujui.

irang atas usulan RKBARANG
ang disampaikan oleh Kuasa
1a dimaksud dalam Pasal 27
Ina Barang.
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(2) Kuasa Pengguna Barang
DAERAH Pgngadaan Baran
hasil penelaahan sebagaim

untuk dis

minggu keempat bulan Mei.

Tata Car

Pemeliharaan

(1) Kuasa Peng

MILIK DAE

lingkungan |
(2) Kuasa

RKBARANG
dimaksud
lambat min

(1) Pengguna

RKBARANG

disampaikar
dimaksud d

bulan Mei.

Pe

€

paikan kepada Pe¢

Bagian Keg
Penyusunan R
Barang Milik Da

Pasal [

iguna Barang m
RAH Pemeliharaz
Kuasa Pengguna

ngguna  Baran
MILIK DAER

ada ayat (1) kepd
u kedua bulan M

Pasal 30

arang melakuka
MILIK DAE:
1 oleh Kuasa Pe

enyusun  RKBARANG  MILIK
Milik Daerah berdasarkan
a dimaksud pada ayat (1)
ngguna Barang paling lambat

2mpat
ARANG MILIK DAERAH
rah Pada Pengguna Barang

20

nyusun usulan RKBARANG
n Barang Milik Daerah di
arang yang dipimpinnya.

menyampaikan  usulan
Pemeliharaan sebagaimana
ida Pengguna Barang paling
ei.

n penelaahan atas usulan
RAH Pemeliharaan yang
geguna Barang sebagaimana

alam Pasal 29 gz

elaahan usulan |]

vat (2) pada minggu ketiga

RKBARANG MILIK DAERAH

(2) Dalam pen

pemeliharaan usulan RKBARANG MILIK DAERAH

Pemeliharaan yang disampa '

Barang seb
Barang
Pengguna H
melakukan
usulan RKB

(3) Penelaahan

Pemeliharag
Barang sebs
untuk mer

penyusunar]

yang paling
Pengguna B
yang dipelih

(4) Hasil penel;

1]

Agaimana dimaks}
nengikutsertakan
arang dan Pengu
penelitian terhadaj
ARANG MILIK DA

atas usulan |
n yang disamp

nastikan kebena'1
RKBARANG MI
sedikit mengacy]
Arang yang mem

agaimana dimaksy

kan oleh Kuasa Pengguna
hd pada ayat (1), Pengguna
Pejabat Penatausahaan
rus Barang Pengguna untuk
b kebenaran dan kelengkapan
.RAH pemeliharaan.

KBARANG MILIK DAERAH
tkan oleh Kuasa Pengguna
d pada ayat (2) diutamakan
ran data masukan (input)
LIK DAERAH pemeliharaan
pada daftar barang Kuasa

at informasi mengenai barang

ara.

aahan sebagaima

na dimaksud pada ayat (3)

digunakan |oleh Pengguna|| Barang dalam menyusun
RKBARANG{ MILIK DAERAH|| Pemeliharaan Barang Milik
Daerah tingkat Pengguna [Barang yang paling sedikit
memuat informasi:

a. nama Kuasa Pengguna Barnang;

b. nama Pengguna Barang;

c. nama barang yang dipelihara;

d. usulan kebutuhan pemelihlaraan; dan

e. rencanalkebutuhan Barang Milik Daerah yang disetujui.
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(1) Hasil
RKBARANG
disampaikar
dimaksud djf
Barang.

(2) Kuasa Pen

Pasal 31

penelaahan Pengg

MILIK DAE
y oleh Kuasa Pe

:guna Barang

DAERAH Peameliharaan Bara

hasil penel
untuk disam
minggu keer

(1) Pengguna B
Pengadaan
dari Kuasa |
Pasal 28 ay;
kepada Peng

(2) Penyampaia,

dilengkapi
yang ditans
barang seba

hahan sebagaim
ipaikan kepada P
npat bulan Mei.

Pasal 32

Pengguna Barang
at (2) dan Pasal 3
relola Barang,

n sebagaimana
surat pengantar
Hatangani oleh
gaimana dimaks

na Baralng atas usulan
’AH  Pemeliharaan  yang
ljgguna Barang sebagaimana

alam Pasal 30 ayaf (4) ditandatangani Pengguna

enyusun RKBARANG MILIK
g Milik Daerah berdasarkan
na dimaksud pada ayat (1)
ngguna Barang paling lambat

arang menghimpun RKBARANG MILIK DAERAH
Han RKBARANG MILIK DAERAH Pemeliharaan

ebagaimana dimaksud dalam
1 ayat (2) untuk disampaikan

dimaksud pada ayat (1)
RKBARANG MILIK DAERAH
Hengguna Barang dan data
d dalam Pasal 22 ayat (4).

(3) Penyampaian RKBARANG MILIK DAERAH Pengadaan dan

RKBARANG

MILIK DAERA

Pemeliharaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang kepada

Pengelola B
kesatu bulaj

Tata Cara Pen
Baraa

(1) Penelaahan

arang dilakukan
n Juni.

claahan RKBARA

Pas

| atas RKBARANG

Barang Mili

¢ Daerah dilakuka

selambat-lambatnya minggu

Bagian Ke¢lima

G MILIK DAERAH Pengadaan

ng Milik Daerah Pgda Pengelola Barang

: 33

MILIK DAERAH Pengadaan
1 terhadap:

(2) Penelaahan

a. Relevansi program deng
Pengguna Barang;

Optimalisasi penggunaa
berada pada Pengguna B

b.

berada
peruntu
fungsi Sj

pada

KPD.

atas RKBARANC

Barang Milik Daerah sebagai

Efektivitas penggunaan |]

Pengguril
annya dalam ra]

n rencana keluaran (output)

Barang Milik Daerah yang
ang; dan
Barang Milik Daerah yang

A Barang telah  sesuai
ngka menunjang tugas dan

gl

MILIK DAERAH Pengadaan
nana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memperhatikan:
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a. kesesuaij
sebagaim

ayat (2); dan
b. data bagang sebagaimane
ayat (4).
(3) Penelaahan |[atas RKBARAN

Barang Milik Daerah sebagair
dalam Hasil Pe

dituangkan

DAERAH Px

sedikit mem
a.
b. nama Pe
Cc. program
d. kegiatan
e

. data daf
daftar bg

f. rencana

nama Ku

an  program

=ngadaan Baran
lat:

hgguna Barang;

tar barang pada
rang pada Kuasa

(4} Dalam meléksanakan penel

sebagaimangi
mengikutser
Pengurus |

memberikan

kelengkapar]
Juni.

(1) Hasil Penelaahan RKBARANC
kk Daerah dari Pe

Barang Milil
dimaksud d
Pengelola Bz

(2) Pengguna B
Pengadaan
dimaksud p:

(3) RKBARANG
dimaksud p:
kepada Pen

takan Pejabat
Barang Pengelol
pertimbangan
| usulan paling

Pasal 34

lalam Pasal 33
irang.

‘berdasarkan ha

¢
lana dimaksud d

asa Pengguna Bar

kebutuhan penga

2 dimaksud pada

arang menyusun

-
-

Erencanaan dan standar
slam Pasal 19 ayat (1) dan

[
dimaksud dalam Pasal 22

:1

MILIK DAERAH Pengadaan
1ana dimaksud pada ayat (2)
lelaahan RKBARANG MILIK
Milik Daerah yang paling

Pengguna Barang dan/atau
Pengguna Barang; dan

laan barang yang disetujui.

an Barang Milik Daerah
ayat (1), Pengelola Barang
enatausahaan Barang dan
untuk menyiapkan dan
terhadap kebenaran dan
ambat minggu kedua bulan

|

5 MILIK DAERAH Pengadaan
nigguna Barang sebagaimana
avat (3) ditandatangani oleh

RKBARANG MILIK DAERAH

ada ayat (1).

MILIK DAERA
ada ayat (2) disam

il penelaahan sebagaimana

H Pengadaan sebagaimana

aikan oleh Pengguna Barang

Tata Cara Penela

an RKBARANG

igelola Barang p
bulan Juni.

Bagian Keg

«

]

1ling lambat minggu ketiga

[ain

AILIK DAERAH Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

(1) Penelaahan

Barang Milik} Daerah dilakuka
Barang Milik Da

terhadap da

pemeliharaan

Pasal 35

tas RKBARANG

nya.

IILIK DAERAH Pemeliharaan
r untuk melakukan telaghan
erah yang diusulkan rencana
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[»

(2) Penelaahan s
Barang Milik
sekurang-kun
Pengguna Ba
barang dan k

(3) Penelaahan 4
Barang Milik
dituangkan
DAERAH Per
sedikit memul
a.
b.
C.

d.

e.

(4) Dalam melal
sebagaimana
mengikutsert:
Pengurus B
memberikan

o

nama Kue
nama Pen
nama bar.
usulan ke
rencana k

kelengkapan |
Pemeliharaan

kedua bulan

(1) Hasil Penelas
Barang Milik
dimaksud d3
Pengelola Bar

(2) Pengguna Bs
Pemeliharaan
dimaksud pa;s

(3) RKBARANG
dimaksud pal
kepada Penge
Juni.

(1) RKBARANG
MILIK DAER
Pengguna Bg
ayat (3) dan |
MILIK DAERA

(2) RKBARANG
MILIK DAER;
ayat (1) dite
Juni.

itas RKBARANG

Daerah sebagai

angnya memper
rang yang memu
pndisi barang.

itas RKBARANG
Daerah sebagai
dalam hasil pe
neliharaan Baran;
at:

1sa Pengguna Bar
gguna Barang;
ang yang dipelihar;
butuhan pemelih
ebutuhan Barang

| dimaksud padd
akan Pejabat P;
arang Pengelola
pertimbangan
usulan RKEISJ
vang dilaksana

|ILIK DAERAH Pemeliharaan
pna dimaksud pada ayat (1)
tikan daftar barang pada
t informasi mengenai status

IILIK DAERAH Pemeliharaan

a dimaksud pada ayat (2}
slaahan  RKBARANG MILIK
Milik Daerah yang paling

r
o

g,
A

raan; dan
Milik Daerah yang disetujui.

ksanakan penelaahan Barang Milik Daerah

ayat (1), Pengelola Barang
enatausahaan Barang dan
untuk menyiapkan dan
terhadap kebenaran dan
ARANG  MILIK  DAERAH
kan paling sedikit minggu

Juni.

Pasal 36
than RKBARANG
' Daerah dari Pe

hlam Pasal 35 ¢
ang.

1
\

21

Tang menyusun
| berdasarkan hze

VILIK DAERAH Pemeliharaan
1gguna Barang sebagaimana
vat (3) ditandatangani oleh

RKBARANG MILIK DAERAH
s5il penelaahan sebagaimana

Ha ayat (1).

MILIK DAERAH
da ayat (2) disamf
?lola Barang paling

Pasal 37

MILIK DAERAH
AH Pemeliharaar

1

Pemeliharaan sebagaimana
)aikan oleh Pengguna Barang
1 Jambat minggu ketiga bulan

Pengadaan dan RKBARANG

-
o

irang sebagaima

Barang Milik Daerah dari
dimaksud dalam Pasal 34

’asal 36 ayat (3) di
\H pemerintah dae

MILIK DAERAH
AH Pemeliharaan

tetapkan menjadi RKBARANG
rah oleh Pengelola Barang.

Pengadaan dan RKBARANG
sebagaimana dimaksud pada

tapkan paling la

1bat minggu keempat bulan
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Bagian Ke

Penyusunan Perubahan R

(1)

@

)

(1)

(2)

8}

Pengguna
RKBARAN

Perubahar
sebagaima
sebelum p

Penyusun:
sebagaima
dengan Pg
terhadap

MILIK DAFERAH.

Dalam h
RKBARAN:
darurat, j
kebutuhat
dasar dals
rencana

dilakukan
sesuai ket

Kondisi d:
(1) melipu
skala bessg

Hasil
sebagaims
dilaporkar
Barang
RKBARAN
RKBARAN|

Laporan
digunakar
pertimban
RKBARAN
Pengguna
Perubahar
APBD tahy

Pas

Barang dapat
G MILIK D:};::j
3 RKB

na dimaksud

zha] RKBARA]
na dimaksud
1sal 24 berlaku
| penyusunan

engusulan pe
1@ baru dan pe
am rangka rene
pemeliharaan
berdasarkan

arurat sebagai
ti bencana al
T

pengusulan
ma dimaksud
» oleh Penggun
bersamaan

G MILIK DAE

gan tambaharq
G MILIK DAE
Barang Dbe
1 tahun angg

¢
]
enyusunan Peru
A

sebagaimana dimaksud pada ayat
» oleh Pengelola Barang sebagai bahan

sangkutan pada

elapan |
BARANG MILIK DAERAH
38

melakukan perubahan
.
B MILIK DAERAH
pada ayat (1) dilakukan
bahan APBD.

IG MILIK DAERAH
dalam Pasal 21 sampai

secara mutatis mutandis
perubahan RKBARANG

Kesembilan
ARANG MILIK DAERAH

setelah batas akhir penyampaian

Bagian
ennyusunan RK
Untuk Kendisi Darurat
| | nsal 39
al
G MILIK DARERAH

terdapat kondisi
vediaan anggaran untuk
lyediaan anggaran angka
ana pengadaan dan/atau
Barang Milik Daerah
nekanisme penganggaran

entuan peraturan perundang-undangan.

ana dimaksud pada ayat
dan gangguan keamanan

penyediaan anggaran
"pada ayat (1) harus
Barang kepada Pengelola
dengan penyampaian

G MILIK DAERAH Perubahan dan/atau

H tahun berikutnya.
(3)

dalam penelaahan atas
(H yang disampaikan oleh
APBD
-an berkenaan dan/atau

nn anggaran be;

ikutnya.
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(1) Pengadaan
berdasarks

@l

()

2

(1)

)

3)

(4)

(3)

terbuka, b

Pelaksanaan pengada

dilakukan

perundang-undangan.

Pengguna
hasil pen

Kota melalui Pengelola B

ditetapk

Laporan

sebagaimana dimaksud

BAB I
PENGAD)

Pasal
Barang Mil

sesuail deng

Pasal

Barang wajib
adaan Barang

status penggu

L&N
I
Daerah dilaksanakan

an prinsip efisi 1, efektif, transparan dan
ersaing, adil, dan akuntabel.

Barang Milik Daerah
n ketentuan peraturan

-1

menyampaikan laporan

E/Iilik Daerah kepada Wali

rang Milik Daerah untuk
aannya.

asil pengadaan Barang Milik Daerah

ada ayat (1), terdiri dari

laporan semesteran dan tahunan.

Status penggunaan Barar-}

dengan Ke
Wali Kota

penggunaan atas Barang|]

dan/atau
kepada Pe

Kondisi te

(2), antara lain adalah B

tidak men
nilai terter

Nilai tertes
ditetapkan

Penetapan

sebagaimap

dilaksanal:

Penggunas
a. penetap,
Daerah;
b. pengalil
Daerah;
C. penggur
d. penetap
Daerah

BAB

Pasal

putusan Wali K¢
dapat mendeleg

bangunan
ngelola Barang.

rtentu sebagai

g

npunyai bulti
1tu.

ntu sebagaiman
1 oleh Wali Kota)

status penggu

PENGGUPIAAN

7

-2

o Milik Daerah ditetapkan
pta.

rasikan penetapan status
Milik Daerah selain tanah
rngan kondisi tertentu

lana dimaksud pada ayat
arang Milik Daerah yang

kepemilikan atau dengan

a dimaksud pada ayat (3)

aan Barang Milik Daerah

a dimaksud
can secara tahu

an Barang Milik
an status p

ayat (1) dan ayat (2)
ran.
rasal 43

Daerah meliputi:
1ggunaan Barang Milik

lan status pel

1aan sementaral
an status pet

nggunaan Barang Milik

Barang Milik Daerah; dan
iggunaan Barang Milik

an oleh Pihak Lain.

untuk dioperasi
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(2)

Penetapan
dimaksud

a. penyeler

status
ada ayat (1)

Pe

b.dioperagikan oleh

menjala]
fungsi P

status

hlkkan pelayanarl;
erangkat Daera.

Penetapan
terhadap:

a.barang pen
b.konstruks

c.barang
direncanali

d. Aset Tetap

(1)

()

)

)

(6)

Penetapan
berupa t
apabila

penyelengs
Barang d:
bersangkul

Pengguna
Daerah

sebagaima
digunakan
Pengguna
Pengelola |

Dikecualik
dimaksud

bangunan,|

telah  dis
dimanfaat]
ditetapkan

Dalam hs
dan/atau
ayat (2)

Pengguna |

pembekus]
Daerah.

Wali Kotd
Barang N\
bangunan
penyelengs
Barang sel

Ketentuan

kepada Pe

sediaan;
| dalam pengerj

rggunaarf1 sebagaimana,

ilakukan untuk:
1gogaraan tugas ﬂ\'an fungfsi SKPD; dan

ak Lain dalam rangka
umum sesuai tugas dan
1. vang bersangkutan.

Pasal 44
penggunaan tidak dilakukan

arl;

yvang dari
c¢an untuk dihib
Renovasi (ATR).

<

Pasal
' status penggu

>

awal pengadaannya
ahkan; atau
45

aan Barang Milik Daerah

anah dan/atay
diperlukan

raraan tugas
an/atau Kuasa
tan.

Barang wajib m
berupa tanah

1 bangunan dilakukan
untuk kepentingan
dan fungsi Pengguna
Pengguna Barang yang

enyerahkan Barang Milik
dan/atau  bangunan

na dimaksud
1 dalam penyele

Barang.

ran dari
pada ayat (2),
sebagaimana
rencanakan
kan dalam jang
| oleh Wali Kota.

11 Barang Mili
bangunan seb

vada ayat (1) yang tidak
1ggaraan tugas dan fungsi

Barang kepada Wali Kota melalui

etentuan sebagaimana
apabila tanah dan/atau
dimaksud pada ayat (2)
ntuk digunakan atau
rka waktu tertentu yang

-

b

Daerah berupa tanah
gaimana dimaksud pada

tidalk diserah

an kepada Wali Kota,

Barang dike
nn dana pemelir

A mencabut
lilik Daerah
yang tid
raraan tugas
bagaimana dim

mengenai tat
ngguna Barang

makan sanksi berupa
laraan atas Barang Milik

tatus penggunaan atas
perupa tanah dan/atau
124 digunakan dalam
dan fungsi Pengguna
ksud pada ayat {2).

cara pengenaan sanksi
yang tidak menyerahkan
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t)

@

@)

(1)

(2

Barang Milik Daerah seb

ayat (4),
perundang

Wali Kotal

harus dis
tidak

penyelenggaraan

Barang ds
tidak dima
Dalam n
dimaksud
a. standar
menyele
fungsi P
b.hasil
bangun

c. laporan]

sumber

Sumber 141
huruf c 4
pengawass
Pengelola
masyaraks

Tindak lar

Milik Daerah sebagaiman

meliputi:

a.penetapan status pengg|

b. pemant:
Cc. pemind;

Wali Kot
status pe
tahun.

Mekanism:
Milik Dag
Barang, d:

peraturan

Barang Mil]
penggunaani
fungsi Perar
Pihak Lain
umum sesua
bersangkutany

dilaksanakan se

r—undangan.

menetapkan
erahkan oleh
digunakan

tugas
an/atau Kuas

nenetapkan

pada ayat (1)
kebutuhan Ba
nggarakan daz

Pasal
Barang Milik Daerah yang

l
|
r
1

Lgalmana dimaksud pada
1al ketentuan peraturan

A0

46

engguna Barang karena
untuk kepentingan
dan fungsi Pengguna
Pengguna Barang dan

nhfaatkan oleh Pjhak Lain.

|

nyerahan  sebagaimana

P£
V\);a!li Kota memperhatikan:

fir
1]

ang Milik Daerah untuk
menunjang tugas dan

engguna Baran

e

aﬁ,ldit atas peng

an; dan/atau
data, dan info
lain.

at.

pjut pengelolaan

]

gunaan tanah dan/atau

mmasi yang diperoleh dari

(i Sebaga_lmana dimaksud pada ayat (2)
intara lain termasuk hasil pelaksanaan
an dan pengend.ahan yvang dilakukan oleh
Barang atau Wali Kota dan laporan dari

atas penyerahan Barang

aatan; atau
ahtanganan.

Pasal

H menerbitkar

a dimaksud pada ayat (1)

nnaan;

1\47

Keputusan penetapan

ng Milik Daerah setiap

nggunaan Bar:

rah oleh Pen

e penetapan sgatus penggunaan Barang

guna Barang, Pengelola

an pengalihan status penggunaan Barang
Milik Dae

ik Daerah d

gkat Daerah,
'dalam rangka
1 tugas dan fun
3.

lya untuk pen

rah dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Pasal |48

apat ditetapkan status
velenggaraan tugas dan
guna dioperasikan oleh
menjalankan pelayanan
si Perangkat Daerah yang

O]
=)
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(1)

2

3

)

©)

(1)

@

@)

Barang Milik Daerah ya

penggunas

digunakarn

Pasal

-‘49
telah ditetapkan status

P
¢

nya pada
sementara

lainnya dalam jangka wa!I

mengubah
tersebut
Kota.

Penggunaan

status penggur]

setelah menda

sementara

sebagaimana dimaksud

dilakukan

b.paling
diperpa
tanah d;

an/atau banguz

untuk jangka
lama 5 (lim
jang untuk B

lama 2 (d
hjang untuk B
an/atau bangu

Penggunaan sementara Bg

jangka W
ditetapkan

Penggunaan
sebagaimana dimaksud d

dalam per
Pengguna

Biaya per
timbul

Lr

selama

raktu  kurang
| oleh Pengelola

Pasal

sementara

[
<

janjian antara |}
Barang sementg

meliharaan B
jan

ot

<

sementara sebagaimana
dibebankan kepada Pg

Penggunal
Barang M;

Mekanism

Barang yang
ililkk Daerah bers

e penggunaan

Daerah dilaksanakan seL
perundang-undangan.

Barang Mj

penggunaa
digunakan

Penggunaan

dioperasik
dimaksud
menjalank
fungsi Per:

Penggunaas
dioperasikas

dimaksud |

Pas

lik Daerah yan
nnya pada P
untuk dioperas

ﬁ:ngguna Barang,
ikan oleh Pihak Lain.

o

engguna Barang dapat
hleh Pengguna Barang
<tu tertentu tanpa harus
laan Barang Milik Daerah

atkan persetujuan Wali

Barang Milik Daerah

pada ayat (1) dapat
alctu:
a) tahun dan dapat
l‘r:l.ng Milik Daerah berupa
ar,
a) tahun dan dapat

rang Milik Daerah selain
an.

rang Milik Daerah dalam
dari 6 (enam) bulan
Barang.

50

Barang Milik Daerah
1lam Pasal 49 dituangkan
Pengguna Barang dengan
ra.

nang Milik Daerah yang

1 waktu penggunaan
dimaksud pada ayat (1)
mgguna Barang/Kuasa
nenggunakan sementara

angkutan.

sementara Barang Milik
uai ketentuan peraturan

51

telah ditetapkan status
dapat

Barang
an oleh  Pib
pada ayat (1)
an pelayanan
angkat Daerah
n Barang

el oleh
pada

q
i

1
3

Pil;
ayat

dk Lain

Daerah untuk
sebagaimana
dilakukan dalam rangka
imum sesuai tugas dan

Milik

yang bersangkutan.

Milik Daerah untuk
ik  Lain sebagaimana
(2) dituangkan dalam
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@

)

)

(1) Mekanisme penggunaan Bz

(1)

(2)

(3)

(4)

perjanjian
pimpinan
Biaya pe
timbul sel

Barang Mil
Pihak Lai
Daerah

pengoperas
pihak lai
Barang Mil

Wali Kota
Milik Daer
dalam hal
kembali uz
atau pihak

dioperasiks
ketentuan

Pemanfaat
oleh:

Pengelol
yvang |
Barang;

Penggur
Barang,

bangun:
Barang,

a.

Pemanfaatan Barang Mill

berdasarkj
memperha

kepentingan umum.

Pemanfaatan Barang Mili

sepanjang
dan fungsi

Pemanfaat
memerluk

dA

antara Pen
ihak Lain.
eliharaan Barg

untuk diopg
pada Pihak L&
ik Daerah.

yang meng
ilarang mel
sian Barang Mi
nnya dan/atz
ik Daerah bersaj
dapat menarik
ah untuk diogc
Pemerintah D
1tuk penyelengg
. lainnya.

a1 oleh Pihalk |
peraturan perurn

BAB
PEMANF

J
1gt.lna Barang dengan
1

\

in

g Milik Daerah yang

a jangka W{Jktu penggunaan Barang

rasikan oleh Pihak Lain
1in yang mengoperasikan

perasikan Barang Milik
ukan pengalihan atas
k Daerah tersebut kepada
u memindahtangankan
nglkutan.

penetapan status Barang
rrasikan oleh Pihak Lain
erah akan menggunakan
araan Pemerintah Daerah

arang Milik Daerah untuk
ain dilaksanakan sesuai
dang-undangarn.

/1
ATAN

esatu
mum

p2

il Daerah dilaksanakan

a Barang dengs
yerada dalam
atau

1a barang deng;
berupa seb:
An yang masih |
dan selain tan

zhal pertimba

in persetujuan Wali Kota
penguasaan Pengelola

An persetujuan Pengelola
agian  tanah dan/atau
licunakan oleh Pengguna
h dan/atau bangunan.

ik Daerah dilaksanakan
gan teknis dengan

tikan kepent

ingan Daerah dan

tidak mengg

r Daerah dapat dilakukan
nggu pelaksanaan tugas

penyelenggara

n pemerintahan daerah.

an Barang MiliK

An persetujuan

' Daerah dilakukan tanpa
DPRD.
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(1) Biaya pem

(2)

(4)

()

(1)

@

)

Daerah se

pemanfaatan dibebankan]

Biaya pers
sampai d
dibebanka

Pendapatd
Daerah m

Daerah.

Pendapats
Daerah d

umum sesuai dengan tugas dan fungsi

Pas

eliharaan dan
rtabiaya pelaks

iapan pemanfa
engan penunju
n pada APBD.

n Daerah dari

1 Daerah dari

Layanan Umum Daer
Daerah yang disetorkan s

Badan Layanan Umum D

Pendapat

Daerah dari

53

lengamanan Barang Milik
naan yang menjadi objek
pada mitra pemanfaatan.

taan Barang Milik Daerah
kan mitra pemanfaatan

remanfaatan Barang Milik

erupakan penerimaan Daerah yang wajib

disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum

)emanfaatan Barang Milik

am rangka penyelenggaraan pelayanan

Badan
merupakan penerimaan
luruhnya ke rekening kas

5 erah.

yemanfaatan Barang Milik

Daerah dglam rangka selain penyelenggaraan tugas

dan
merupaka’

seluruhnya ke rekening

Barang
pemanfaat

Barang R

retribusi
objek pem

Objek pen
a. tanah d
b. selain t

Objek per
tanah

fungsi

penerimaan

Badan LL

iyanan Umum  Daerah
Daerah yang disetorkan

las Umum Daerah.

Pasal

Milik Daerah
an dilarang dije

54

yang menjadi objek
minkan atau digadaikan.

Viilik Daerah
Daerah tidak
anfaatan Baran

Pasal

lan /atau ban
anah dan/ata

manfaatan Bar
dan/atau

T )

bangunan

vang merupakan objek
lapat dikenakan sebagai
x Milik Daerah.

55

1anfaatan Bara_lllg Milik Daerah meliputi:

nan;dan
bangunan.

ing Milik Daerah berupa
sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lhuruf a, dapat dilakukan
untuk sebagian atau keseluruhannya.

Dalam h
berupa

pemanfaa
luas bag
dimanfaat

objek pemanfs;

sebagian

bangunan

tanaih
sebagaimana dimaksud
dan/atau |
an Barang Mili}

atan Barang Milik Daerah
dan/atau bangunan

pada ayat (2), luas tanah

yang menjadi objek
Daerah adalah sebesar

ian
kan.

tanah dan/atau bangunan yang
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(1)

()

Ketentuan
penetapan n
ketentuan pe

(1) Bentuk pe

Mitra pem
a. penyews
Daerah
peminja
Milik Da
mitra
Daerah
mitra B
Milik D4
mitra K
Daerah

Mitra pems;
ayat (1) me

b.

C.

d.

e.

a.melakukan pembayar

Barang
pemanfs

b. menyers
sesuai K

c. melakukan pengaman
Barang |

pemanfs
Barang

d. mengen]
berakhii

e. mement
ditentul
Milik Dg

a. Sewa;
b. PinjamHF
c. KSP;
d.BGS at
e. KSPI.

1gian Kedua Mith

Pas.

anfaatan melip
1, untuk pe
dalam bentuk
m pakai, unt]
lerah dalam be

IJ_:SP, untuk pe

dalam bentuk
3GS/BSG, unt
erah dalam bell

(SPI, untuk p
dalam bentuk

hnfaatan seba
miliki tanggun

Milik
1atan;

thkan hasil (
retentuan bentul

Daes

Milik Da
hatan dan hasil jj
Milik Daerah;
|balikan Baranj
rmya pelaksana
1hi kewajib
can dalam perj
erah.

Pas

mengenai ’catI
nitra pemanfaa[
raturan perund

Bagian K
Bentuk Pem

: Pasal
manfaatan Baral

rakai;

au BSG; atau

'|51 Pernanlfaatan
56

anfaatan Barang Milik
k pemanfaatan Barang
nanfaatan Barang Milik

k pemanfaatan Barang
tuk BGS/BSG;dan
manfaatan Barang Milik
SPI.

aimana dimaksud pada

Jawab:
| an atas pemanfaatan
-ah sesuai bentuk

slaksanaan pemanfaatan
< pemanfaatan;

n dan pemeliharaan atas

rah vang dilakukan
yelaksanaan pemanfaatan

b Milik Daerah setelah
n; dan

an lainnya vang
jian pemanfaatan Barang

57

cara pemilihan dan

an  dilaksanakan sesuai

t
ajmg—undangan.

letiga
hnfaatan

58
ng Milik Daerah berupa:
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2

(1)

()

(1)

Wali Kota dapat menetapkan
pertanggungém dalam ran

Bentuk
sebagaim

sesuai dengan ketentua

undangan

PEN

Pengelola
Kuasa
pengaman
dalam pen

Pengamanan Barang M
pada ayat (1) meliputi:

dimaksud
a. pengam
b.pengam
C. pengam|

Bukti kej

disimpan dengan tertib da
Penyimpanan bukti k

Daerah dj
Pengurus

Milik Daer

kemampuan keuangan daeral

Ketentuan
Milik Daer

peraturan pe;

(1

@

Barang va
dan/atau
Pengelola
Pengguna
Pengelola
Pengguna
pemelihar:
dalam pen

F)emanfaatan
na dimaksud

Pasal

Barang, Peng
‘engguna  Barx

an Barang Mil

Barang Milik Daerah
ada ayat (1) dilakukan
peraturan perundang-

na Barang dan/atau
g wajib melakukan
ik Daerah yang berada

guasaannya.

anan fisik;

ik Daerah sebagaimana

anan administr
anan hukum.

Pasal €

pemilikan Baral

lakukan oleh
Barang Pengelo

Pasal

tertentu de

Pas

engenai tata
dilaksan
ndang-undang
Bagian¥
Pemelih4g

Pas,

ng dipelihara a
Barang Milik

Barang/Pen
Barang.
Barang, Pengg;

si; dan

b0
ng Milik Daerah wajib
[ aman.

pemilikan Barang Milik
Pengelola Barang melalui
1.,

61

i kebijakan asuransi atau
ka pengamanan Barang
rgan mempertimbangkan
.

62

cara pengamanan Barang

ran sesuai ketentuan

xan.

edua
raan

03

alah Barang Milik Daerah
aerah dalam penguasaan
gouna Barang/Kuasa

una Barang dan Kuasa
)ertanggungjawab atas
lik Daerah yang berada

Barang Y
han Barang Mi
guasaannya.
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(3)

4)

()

6)

(1)

)

()

@

)

(4)

Tujuan dilakukan pemelil

laraan atas Barang Milik

Daerah sebagaimana diil

aksud' pada ayat (2)

adalah untuk menjaga K

bndlsl dan memperbaiki

semua Barang Milik De
keadaan baik dan lay
secara berdaya guna dan [

Dalam rangka tujuan seb:;
ayat (3), Pemerintah DaerH
anggaran belanja pemeli
cukup.

pemeliharaan ]
a dimaksud p

Biaya
sebagaim
pada APB

Dalam al
pemanfaatan

Barang M

dengan

pemelihar
dari mitra

Pemeliharaan Barang M

an menjadi tan

pemanfaatan Bz

srah agar selalu dalam
. serta siap digunakan
pverhasil guna.

hgaimana dimaksud pada
h harus memprioritaskan

\araan dalam jumlah yang

Barang Milik Daerah
ada ayat (4) dibebankan

1ilik Daerah dilakukan

Pihak Lain, biaya
ggung jawab sepenuhnya
rang Milik Daeralh.

Pasal

64

Hlik Daerah berpedoman

pada daftar kebutuhan p

Daerah.

Daftar ke
Daerah s

3

cbutuhan pem
ebagaimana

g

s

rmeliharaan Barang Milik

cliharaan Barang Milik
maksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari

Milik Daer

Kuasa Pe
Hasil Pe
kewenang

Kuasa
pemelihar;
ayat (1) s
untuk dil:
enam bulg

Pengguna
meneliti 1z
(2) dan

Barang vy
Anggaran.

Daftar Has
Pengguna
sebagaima
bahan u
efisiensi p
Penelitian
ayat (2) dil

RPengguna

ah.
Pas

ngguna Baran
1eliharaan Bars
nya.

BaIIG

alkukan peneliti

«

laftar kebutuhan Barang

65

wajib membuat Daftar
ang yvang berada dalam

ang melaporkan  hasil

aan barang sebagaimana dimaksud pada
ecara tertulis k

epada Pengguna Barang
An secara berkala setiap

N /persemester,

Barang atau
iporan sebagain

pejabat yang ditunjuk
ana dimaksud pada ayat

ang dilakukan

sil Pemelihara

menyusun Daftar Hasil

Pemeliharaan
dalam 1 (satu) Tahun

n Barang yang disusun

Barang atan
na dimaksud
ntuk melakuk
emeliharaan Ba!r

pada ayat (3),

pejabat yang ditunjuk
merupakan
an evaluasi mengenai

laporan sebag

ang Milik Daerah.

paimana dimaksud pada

akukan terhadap:
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(6)

(7)

(1)

@

(1)

(3)

(4)

a. anggaral

pemelih

b. target
pemelih

Pengguna|

Daftar Ha
Pengelola
Barang Pe

Pengelola

dimaksud

Daftar Hasil PemeliharT

praan; dan

kinerja dan
Araarn.

Barang m
sil Pemeliharaas
Barang secara
ngelola.

Barang mel

pada ayat (6).

Hasil evaltiasi sebagaim
ditindaklanjuti oleh Peng

Dalam rangka tertib p
Barang Milik Daerah di

pemeliharaan /perawatan

Pengurus

Kartu pemelitharaan/p

dimaksud
a.nama b
b. spesifik
c. tanggal
d.jenis pe
e. barang

f. biaya pgmeliharaan;
g. pihak yang melaksanak
yang diperlukan

h.hal lain

Penilaian
rangka p

pemanfaatan, atau pemi

Penilaian
dimaksud

a. pemanfaatan dalam ben

b. pemind

Penetapan nilai Barang M

penyusun
dengan

berpedoman pa
Pemerintahan (SAP).

Biaya yang diperlukan
Barang Milik Daerah dibel;

Barang/Pengu

pada ayat (1) m
Arang;

asinya,;
pemeliharaan;
kerjaan atau P
atau bahan yan

belanja d

an realisasi belanja

ealisasii target kinerja

laporkan/menyampaikan
Barang tersebut kepada
erkala melalui Pengurus

akan evaluasi terhadap
n Barang sebagaimana

a dimaksud pada ayat (7)
na Barang.

meliharaan setiap jenis
kukan pencatatan kartu
vang dilakukan oleh
's Barang Pembantu.

rawatan
muat:

sebagaimana

neliharaan;
- dipergunakan;

pemeliharaan; dan

BAB
PENILA
Pasal

‘Barang Milik |]
enyusunan ner
(

'pada ayat (1)
ahtanganan dalg

N1 neraca. Pemeg

Barang Milik

111
TAN
67

Daerah dilakukan dalam
aca Pemerintah Daerah,
lahtanganan.

Daerah sebagaimana
kecualikan untuk:

tuk pinjam pakai; dan

im bentuk hibah.

ililkk Daerah dalam rangka

rrintah Daerah dilakukan
ida Standar Akuntansi

b

dalam rangka penilaian
rankan pada APBD.
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Ay

(2

)

@)

(1)

)

)

4)

(5)

(6)

(1)

Penilaian | Barang Mili
dan/atau | bangunan d
atau pemindahtanganan

a. Penilai Pemerintah; atal

Daerah berupa tanah
rangka pemanfaatan
ilakukan oleh:

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota.
Penilai Publik, sebagaima.tla dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah Penilai

elain Penilai Pemerintah

yang mempunyai izin pra.{c tik Penilaian dan menjadi

anggota |asosiasi Pen ai yvang diakui oleh
Pemerintah.
Penilaian | Barang Mili Daerah sebagaimana

dimaksud| pada ayat
mendapatkan nilai wajar
peraturan|perundang-un

1) dilaksanakan untuk
sesuai dengan ketentuan
nngan.

Nilai wajar sebagaimana

vang diperoleh dari hasil

tanggung jawab Penilai.

Penilaian
dan/atau

atau pemindahtanganan
ditetapkan oleh Wali Kot
penilai yarylg tetapkan Walj

Tim sebagaimana dimaks
!

dari Pera;
bertugas

terhadap hasil penilaian B

Penilai sebagaimana dimal
Penilai Pemerintah atau Fg

Penilaian
dimaksud

mendapatkan nilai wajar

peraturan

Apabila penilaian sebagairn
(4) dilakukan oleh I}](
S

melibatkas
daerah ha]

Hasil pen:
dimaksud

Dalam ko
penilaian

Barang M;
neraca Pezr

Pasal
Barang Milik

dimaksud pada ayat (3)
penilaian menjadi

69

Daerah selain tanah

bangunan dalam rangka pemanfaatan

nglkat Daerah/|
untuk mend:

Barang Milik

lilakukan oleh Tim yang
a, dan dapat melibatkan
Kota.

ud pada ayat (1) berasal
Init Kerja terkait, yang
apatkan nilai taksiran
arang Milik Daerah.

ksud pada ayat (1) adalah
:nrilai Publik.

Daerah sebagaimana

pada ayat |

perundang-und

N penilai, ha
nya merupak

laian barang 1
pada ayat (2) dif

Pas

1disi tertentu, W
kembali dalam
ilik Daerah van
nerintah Daeral

1), dilaksanakan untuk
sesuai dengan ketentuan
angan.

nana dimaksud pada ayat
sngguna barang tanpa
penilaian barang milik
nilai taksiran.

1ilik daerah sebagaimana
retapkan oleh Wali Kota.

70

ali Kota dapat melakukan
rangka koreksi atas nilai
e telah ditetapkan dalam

-
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(2) Penilaian
ayat (1) =
pelaporan
Pemerinta

dilaksanakan sesuai stan

(3) Keputusar
Barang M
kebijakan
berpedom;
berlaku se

Ketentuan
Daerah dila
perundang-ul

{I) Barang M
penyeleng
dipindahts

(2) Pemindah
sebagaima
dengan ca!
a. penjuals
b. tukar-m
c. hibah; {
d. penyert;

(1)Dalam rang
dilakukan p

(2) Dikecualika!
ayat (1), unt

(3) Penilaian

(1) Pemindahtaj
setelah men

a. tanah daz

kembali sebag

idalah proses 1

han (SAP) yal

{imana dimaksud pada
e-evaluasi dalam rangka

g metode penilaiannya
ar penilaian.

keuangan selfuai Standar Akuntansi

1 mengenai pe

yang ditetapka

an  pada keteq
cara nasional.
Pas

engenai tata c
sanakan ses
ndangan.

BAB I:
PEMINDAHTA
Bagian Kj
Prinsip Us
Pasal |}

ilik Daerah y
paraan tugas P

ilaian kembali atas nilai

[ilik Daerah dilaksanakan berdasarkan

n oleh Wali Kota dengan
1tuan pemerintah yang

71

ra penilaian Barang Milik

ai ketentuan peraturan

NGANAN

rsatu
M

72

g tidak diperiukan bagi
erintahan Daerah dapat

angankan.

tanganan B4
tna. dimaksud
Ta.

AT
lenukar;
atau
aan modal Peme

Pasa.l

ka pemindahtan|
enilaian.

n dari ketentuan
uk pemindahtangg
sebagaimana 1

-

Bagian K

rang Milik Daerah

pada ayat (1) dilakukan

rintah Daerah.
73
anan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud pada
nan dalam bentuk hibah.

4maksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapat

kan nilai wajar.

edua

Persetujuan Pemix
Pasal|]

tganan Barang M
dapat persetujuan

1/atau bangunan;

dahtanganan
F 4

lilik Daerah yang dilakukan
DPRD untuk:

atau
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(2)

(1)

(2)

Bangunan yang
bangunan pen|
penganggaran sg
huruf b, dima
bangunan yang |
selanjutnya didi
(rekonstruksi)
disediakan dalan

Tanah dan/ata]
sipil pemerints

b. selain tan
Rp5.000.(
Pemindahta
dan/atau b:
huruf a tidal
a. sudah tis
penataan
harus di
pengganty
penganges
. diperunty
daerah y4

b.

. dikuasai
pengadilal

dan/atauj

yang jiks
layak secd

Tanah dan

dengan t3
sebagaiman
dimaksudka
dimaksud t

kawasan wi
Tanah dan

penataan kg

dilakukan
luas tanah ¢

<

b=

. diperunty

ilayah.

jah dan/atau bang

ganan Barang |l

angunan sebagair

?oo.ooo,- (lima milf

unan yang bernilai lebih dart
1|ar rupiah).
Milik Daerah berupa tanah

ana dimaksud pada ayat (1)

L

k memerlukan per

setujuan DPRD, apabila:

dak sesuai deng

kota;

hapuskan karena
sudah dise

aran;

kkan bagi pegal
ng bersangkutan
kkan bagi kepen

pemerintah daelr
n yang telah me

n tata ruang wilayah atau

anggaran untuk bangunan
Hialkan dalam dokumen

wai negeri sipil pemerintah
ngan umum,; atau

ah berdasarkan keputusan
niliki kekuatan hukum tetap

berdasarkan ketd

ntuan perundang-undangan,

1 status kepemil
hra ekonomis.

Pasa

/atau bangunan
ta ruang wilay
a dimaksud dalan
in bahwa lokasi
erjadi perubahan

/atau bangunan
bta sebagaimana

cannya dipertahankan tidak

175

yang sudah tidak sesuai
rah  atau penataan  kota
n Pasal 74 ayat (2) huruf a,
tanah dan/atau bangunan
peruntukan dan/atau fungsi

yang tidak sesuai dengan
imaksud pada ayat (1), perlu

s

21

penyesuaian yan
lan/atau banguns

Pasal

harus dihapusk
bpanti  sudah
bagaimana dlmak
ksudkan bahw4
berdiri di atas ta:g
rikan bangunan bj
esuai dengan al
n dokumen penga

Pasal

u bangunan diper
ih daerah yang

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2

a.

tanah dan/al
negara/daers

tau bangunan yanj
ih golongan IIi;

berakibat pada perubahan
n tersebut

6

an karena anggaran untuk

disediakan dalam dokumen

sud dalam Pasal 74 ayat (2)
. yang dihapuskan adalah
ah tersebut dirobohkan untuk
aru di atas tanah yang sama
okasi anggaran yang telah
lggaran.

Y7

untukan bagi pegawai negeri
bersangkutan sebagaimana
huruf ¢, adalah:

c merupakan kategori rumah
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b.

(1)

tanah yang
perencanaari
pegawai nege

Tanah dan
kepentingan
ayat (2) hu
digunakan ¢t
bangsa d
banyak/bers
termasuk di
lingkup hu

dengan negara lain atau masya

Kategori bid

(1) antara lauin

a.jalan umum termasuk a

merupakan
awalnya untu

mah kavling yang menurut

pembangunan perumahan

Lri sipil pemerinta
Pas

/atau banguna
umum sebagaim

daerah yang bersangkutan.
78

yang diperuntukan bagi
na dimaksud dalam Pasal 74

intuk kegiatan

ng menyangkut kepentingan

el
ruf d, adalah tanah dan/atau bangunanyang
1l

an negara,
ama, dan/atau
antaranya kegiatg

asyarakat luas, rakyat
kepentingan pembangunan,
n pemerintah daerah dalam

bungan persaha

atan antara negara/daerah
rakat/lembaga internasional.

ang kegiatan seb
sebagai berikut

gaimana dimaksud pada ayat

'ses jalan sesuai peraturan

perundang&an, jalan tol, dan|rel kereta api;

b. saluran

pembuangan air;

. waduk, b
termasuk

. rumah sal

o

terminal;
tempat iba
. sekolah at
. pasar umu
fasilitas pe
fasilitas

penanggul
bencana,;

k. sarana da
1. sarana da
m.stasiun [

bl e - )

n. kantor p
negara as
internasiol
Bangsa,

o. fasilitas Téntara Nasional In

Republik 1
p. rumah suf
q. tempat pej
r. cagar alam
s. promosi bt
t. pertamana

. pelabuhan

air minum/air

endungan dan b
saluran irigasi;

(it umum dan pus
bandar udara

»

idah;
au lembaga pendi

bersih dan/atau saluran

angunan pengairan lainnya,

at kesehatan masyarakat;

stasiun kereta api, atau

ikan non komersial;

1m;
'makamarn umum;

keselamatan un
angan bahaya |]

[l prasarana pos
n prasarana olahra
yenyiaran radio

emerintah, pem
ing, Perserikatan
hal di bawah n

£

2

q
ndonesia sesuai dg

sun sederhana,
mbuangan sampah

[+3)

1daya nasional;
n untuk umum;

dan televisi
pendukungnya untuk lembaj

| dan cagar budaygd,;

antara lain
lahar dan

um,
hanjir,

tanggul
lain-lain

an telekomunikasi;

ga untuk umum;

beserta sarana
pa penyiaran publik;

irintah daerah, perwakilan
Bangsa-Bangsa, dan lembaga
ungan Perserikatan Bangsa-

lonesia dan Kepolisian Negara
ngan tugas dan fungsinya;

| untuk umum;

Ly
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(1)

(3)

(4)

()

u. panti sosial;
v. lembaga pJamasyarakatan; dalr

w.pembangk
termasuk
kesatuan )

Pemindahtangan
bangunan seba
dilakukan oleh Pengelola Barang
Wali Kota.

Pemindaht
dan/atau
Rp5.000.00
Pengelola B

Pemindaht:
dan/atau
Rp5.000.00
Pengelola B

Nilai sebag
merupakan
bentuk pen|

Nilai sebag
merupakan
dalam bent

Usul untul
dimaksud ¢

(6) Usulan per
dan ayat (2]

(1) Penjualan
pertimbang
a. untuk o
atau tid
b. secara
apabila
c. sebagai
undang

(2) Barang Mili

sebagaiman

it, turbin, transmz
instalasi pendukt

gaimana dimakst

Pasal

anganan Barang
bangunan yang
0.000,00 (lima m
arang setelah meny

§

anganan Barang
bangunan  yaj
0.000,00 (lima
arang setelah mer

aimana dimaksu
nilai wajar unty
ualan, tukar ment

aimana dimaksud
nilai peroleh
nk hibah.

-
1S

memperoleh pe
ada ayat (2) diaju

setujuan sebagai
dilakukan per tiaj

Bagian

Penju
Paragraf |l

Prinsip

Pasa_Ti

Barang Milik D
an.

rang tidak dapat tey

|
|
|

1 dan dlstnbusa tenaga listrik
gnya yang merupakan satu
isahkan.

9

aerah berupa tanah dan/atau
d dalam Pasal 74 ayat (2)

setelah mendapat persetujuan

80

Milik Daerah selain tanah

bernilai sampai dengan
iliar rupiah} dilakukan oleh
Hapat persetujuan Wali Kota.

Milik Daerah selain tanah
ng bernilai lebih dari

Hiliar rupiah) dilakukan oleh

idapat persetujuan DPRD.

pada ayat (1) dan ayat (2)
1k pemindahtanganan dalam
ikar dan penyertaan modal.

pada ayat (1) dan ayat (2)
untuk pemindahtanganan

setujuan DPRD sebagaimana
an oleh Wali Kota.

1ana dimaksud pada ayat (1)
b usulan.

[etiga
lan

Cesatu
mum

81
nperah dilaksanakan dengan

Ptlmahsam Baran

ekonomis lebih
dijual; dan/atau
pelaksanaan ket
an.

ik Daerah yang
la dimaksud paﬁ

Milik Daerah yang berlebih

ak digunakan/di anfaatkan,

enguntungkan bagi daerah

tuan peraturan perundang-

idak digunakan/dimanfaatkan

a ayat (1) huruf a adalah
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Barang Milil

Barang Mi
kepentingan
tidak diman

Penjualan Barang Milik Daep
kecuali dalam hal tertentu.

Lelang, seL
penjualan B
dengan pen
yvang semak

Pengecualia
pada ayat (1

a. Barang M

peraturan

b. Barang M
oleh Wali

Barang Milij
dimaksud p
diatur secar
perundang-i

a. Rumah
penghun

b. Kendara
1. Wali K
2. Wakil
3. mantaj
4. manta
S. Sekret

ayat (4) hurt

a. tanah daJE/ atau bangunan
kepentingan umum;
b. tanah kavling yang m

pengadaal

perumahan pegawai negeri

bersangk
Pelaksang

c. selain tanah dan/atau b{il
keadaan kahar (forcemajeure

d. bangunan yang berdiri di

penyelenggaraan
faatkan oleh pihalf|]l

Pasal |82

agaimana dim

} meliputi:
ilik Daerah yang h

Kota.

k Daerah yang b
Lda ayat (4) huruf
a khusus sesuai
1ndangan, antara]
negara golongan

lik Daerah yang tidak Idlgunakan untuk

Tugas dan fungsi SKPD atau

ah dilakukan secara lelang,

sud pada ayat (1) adalah

arang Milik Daerah yang terbuka untuk umum
awaran harga secara tertulis dan/atau lisan
in meningkat ataji menurun untuk mencapai
harga tertinggi.
Lelang sebagaimana dimaksug
setelah dilakukan pengumun
pejabat lelang.

n dalam hal terténtu sebagaimana dimaksud

| pada ayat (2) dilaksanakan
nan lelang dan di hadapan

ersifat khusus sesuai dengan

perundang-undangan.
ilik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut

ersifat khusus, sebagaimana
n adalah barang-barang yang
dengan ketentuan peraturan
ain yaitu:

. III yang dijual kepada

inya yang sah.
an perorangan din
(ota;

Wali Kota;

n Wali Kota;
n Wakil Wali Kota;
aris Daerah Provin

hs yang dijual kepada:

dan
5]

¢ Daerah lainnya,
uf b antara lain yali

nnya digunakas

sebagaimana dimaksud pada
tu :

yang akan digunakan untuk

enurut  perencanaan awal
ol untuk pembangunan

1tan, sebagaimang
lan Anggaran (DP

s5ipil pemerintah daerah yang
tercantum dalam Dokumen
);

ngunan sebagai akibat dari
2);
atas tanah pihak lain yang

dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran banguna

dibangun

atau bangunan yang akan

kembali; atau
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f. selain tal

bukti kep
Rp1.000.000 (satu juta rupi

(1) Dalam rangka penjualan B
penilaian untuk mendapatkan

(2) Dikecualikan dari ketentuan |
ayat (1) adalah bagi penjuala

tanah yang
sederhana,

berdasarkan,
peraturan p

(3) Penilaian sebagaimana dimald
1

sebagaiman
(4) Penentuan

daerah secs
82 ayat (1

penyesuaian.

(5) Nilai sebag
limit/batasg

ayat (5) adal
(7) Nilai limit s

Wali Kota selaku penjual.

(1) Barang Mil

nah dan/atau bz:]
emilikan denga

heunan y:ang tidak memiliki
nilai wajar paling tinggi

Pasal 83

aith] per ur:lit.

arang Milik Daerah dilakukan

nilai wajar.
iebagaimana dimaksud pada

diperlukan untuk
vang nilai jualn
1 perhitungan yan'g

Barang Milik Daerah berupa
pembangunan rumah susun
n ditetapkan oleh Wali Kota
r ditetapkan sesuai ketentuan
n

erundang-undan

sud pada ayat (1) dilakukan

2 dimaksud dala

Pasal 69 dan Pasal 70.

ra lelang sebagais

nilai dalam rangka penjualan barang milik

mana dimaksud dalam Pasal

dilakukan deng

aimana dimaksuq

N

ah harga minimal
ebagaimana dima

n terendah yang
Kota, sebagai dasar penetapan
(6) Nilai limit/batasan terendah

an memperhitungkan faktor

| pada ayat (4) merupakan
disampaikan kepada Wali

nilai limit.

sebagaimana dimaksud pada

barang yang akan dilelang.

sud pada ayat (6) ditetapkan

Pasal|{
k Daerah berup

yvang tidak

lelang ulang sebanyak 1(satu)

laku dijual pad3

B4
tanah dan/atau bangunan

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang
ayat (1) dapat dilakukan penils
(3) Dalam hal setelah pelaksanaa
daerah sebagaimana dimaksy
dijual, Pengelola Barang men
tanpa lelang, tukar menukar,

pemanfaat

(4) Pengelola Bprang dapat mels

dimaksud
mendapat p

(1) Barang Mil

bangunan yang tidak laku

dilakukan le

(2) Pelaksanaan
(1) dapat dil

lelang pertama, dilakukan
kali.

sebagaimana dimaksud pada

vian ulang.

lelang vlang, barang milik
1d pada ayat (1) tidak laku
ndaklanjuti dengan penjualan

hibah,penyertaan modal atau

cukan kegiatan sebagaimana

ada ayat (3) atas
ersetujuan Wali Kd

Pasall$
ik Daerah beru

lang ulang sebany

akukan penilaian [\

Barang Milik Daerah setelah
ta.

RS

pa selain tanah dan/atau
dijual pada lelang pertama,
ak 1 (satu) kali.

1 lelang ulang sebggaimana dimaksud pada ayat

1lang.
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-

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(1)

Dalam hal setelah pelaksan

an lelang ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak
menindaklanjuti dengan pe

L,

laku dijual, Pengelola Barang
jualan tanpa lelang, tukar

menukar, hibah, atau penye

Pengelola Barang dapat melal
dimaksud pada ayat (3) atas
tanah dan/atau bangunan sg
Wali Kota untuk masing-masi.

Dalam hal penjualan tanpa {

'an modal.

kukan kegiatan sebagaimana

Barang Milik Daerah selain
»telah mendapat persetujuan
1g kegiatan bersangkutan.

glang, tukar menukar, hibah,

atau penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan

pemusnahan.
Pasall

30

Hasil penjtialan Barang Mill

seluruhnya ke rekening Kas U

Dalam hal Barang Milik
Layanan Umum Daerah makal

a. Pendapatan daerah dari pe
dalam rangka penyelengga
dengan tugas dan fungsi B
merupakan penerimaan
seluruhnya ke rekening
Daerah.

b. Pendapatan daerah dari p
dalam r'jmgka selain penfe
Badan Layanan Umum DL
daerah yang disetorkan s
Umum Daerah.

Objek Pemnj

Daerah wajib disetorkan
num Daerah.

aerah berada pada Badan

jualan barang milik daerah
raan pelayanan umum sesuai
adan Layanan Umum Daerah
daerah yang disetorkan

kas Badan Layanan Umum

gnjualan Barang Milik Daerah
flenggaraan tugas dan fungsi
erah merupakan penerimaan
eluruhnya ke rekening Kas

Paragraf Kedua

talan

Pasal 187

Objek penjualan adalah Baramg Milik Daerah yang berada

pada Pengelola Barang/ Penggli
a. tanah dan/atau bangunan;
b. selain ah dan/atau ban

na Barang, meliputi:

Lian.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau

bangunan sebagaimana dlma.ksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan dengan persyaratan

sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan

ekonomis, yakni secara

ekonomis lebih menguntL ngkan bagi daerah apabila
Barang Milik Daerah dl_]ulﬂ karena biaya operasional

dan pemeliharaan bar
manfaat yang diperoleh; da
c. memenuhi persyaratan
Daerah tidak terdapat pe

g lebih besar dari pada
n

uridis, yakni Barang Milik
asalahan hukum.
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(3) Syarat teknis sebagaimana dix

antara lain:

a. lokasi tapah dan/atau b
dengan tata ruang wilayah !

b. lokasi dan/atau luas tanell
dapat digunakan dalam raj
fungsi pe} yelenggaraan tug

c. tanah vling yang rﬁ
pengadaannya  diperunt 1
perumahan pegawai nege
bersangkutan;

d.

e.

(4) Penjualan Barang Milik Da
bangunan sebagaimana dimal
dilakukan dengan persyarata

a. memenuhi persyaratan teks
b. memenuhi persyaratan

aksud pada ayat (2) huruf a
i \
1|gunan s1|1dah tidak sesuai

h dan/atau bangunan tidak
ngka pelaksanaan tugas dan
as pemerintahan daerah;

enurut awal perencanaan
kkan bagi pembangunan
ri pemerintah daerah yang

nah milik pihak lain; atau

|1g menganggur (idle] tidak

LI'J. status penggunaan atau

rah selain tanah dan/atau
ksud pada ayat (1) huruf b
sebagai berikut:

1is:

ekonomis, yakni secara

ekonomis lebih menguntu
apablla Barang Milik D
operasional dan pemehhc
daripada manfaat yang d1pj

:kan bagi pemerintah daerah

erah dijual, karena biaya
iraan barang lebih besar

:roleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni Barang Milik
Daerah tidak terdapat perxr'xasalahan hukum.

(5) Persyaratan| teknis sebagaimgna dimaksud pada ayat (4)
huruf a antara lain:

a. Barang; Milik Daerah ||secara fisik tidak dapat
digunakan karena rusak,| dan tidak ekonomis apabila
diperbaiki;

b. Barang| Milik Daerah |secara teknis tidak dapat
digunakan lagi akibat modernisasi;

c. Barang| Milik Daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam
spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,
hangus|, dan lain-lain sej('enisnya; atau

d. Barang| Milik Daerah tjdak dapat digunakan dan
dimanfaatkan karena mgngalami pengurangan dalam
timbangan/ukuran disgbabkan penggunaan atau
susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal 88

Penjualan Barang Milik Daer

menurut awal perencanaan pengs
pembangunan perumahan pegaw
yvang bersangkutan sebagalmang
ayat (6) huruf b|dilakukan dengalln

berupa tanah kavling yang
daannya diperuntukkan bagi

ai negeri pemerintah daerah

dimaksud dalam Pasal 82
persyaratan:
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a.pengajuan ps
perencanaan
akan digun

an
negeri peme?'l-}%;tah daerah yang

b. penjualan di
pegawai negeri

aksanakan langs
sipil pemerintal

rmohonan penjuixllan disertai dengan bukt

awal yang menyatakan bahwa tanah tersebut

untuk pemb}l'gunan perumahan pegawai
1

(Iersangkutan; dan

ing kepada masing-masing
daerah yang bersangkutan

yang ditetapkan oleh Wali Kota.
Pasal 89
(1) Penjualan |Barang Milik

(2)

(4)

bermotor dinas operasional
telah memenuhi persyaratan
7 {tujuh) tahun.

Usia 7 (tujuh) tahun sebagai
adalah:

IDaerah berupa kendaraan
dapat dilaksanakan apabila
,|vakni berusia paling singkat

mana dimaksud pada ayat (1)

a. terhiturlg mulai tanﬁ;gal, bulan, dan tahun
perolehannya sesuai dokumen Kkepemilikan, untuk
perolehan dalam kondisi Haru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun
pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk

perolehan tidak dalam kondisi baru.
(3) Dalam hal Barang Milik Daeral

rusak berat dengan sisa k
30% (tiga | puluh persen),
bermotor dapat dilakukan
tahun. :

h berupa kendaraan bermotor
ondisi fisik setinggi-tingginya
maka penjualan kendaraan
sebelum berusia 7 (tujuh)

Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia

7 (tujuh) tahun sebagaim

1a dimaksud pada ayat (3)

berdasarkan surat keterang
berkompeten.

Paragraf

n tertulis dari instansi yang

Qletiga

Tata/Cara Penjualan B

Pelaksanaan penjualan Barang
Pengelola Barang dilakukan berd

a. Inisiatif Gubd
b. Permohonan

(1)

pihak lain,

| Pasal
Penjualan
diawali d
meliputi

ngan membuat
tara lain:

b. pertimbangan penjualan;

c. pertimbangan dari aspek teknis,

rnur/Bupati/ Walj

a. data barang milik daera.T;

drang Milik Daerah

Pada Pengechla Barang
Pasal (90

1lik Daerah yang berada pada
asarkan:
Kota; atau

91

Barang Milik Dagrah pada Pengelola Barang

erencanaan penjualan yang

dan

ekonomis, dan

yuridis|oleh Pengelola Bahang.
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(1)
(2)

(1)

(2)

(1) Berdasarkan

(2)

(1)

Pengelola

Barang meny.

|
])Jaikan usulan penjualan

kepada Wali Kota disertai perencanaan penjualan
sebagaimana dimaksud pada L?rat (1).

| Pasal Sl)?
Wali Kota melakukan penelli';ian atas usulan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam| Pasal 91 ayat (2}.
Dalam meladkukan penelitian |sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan
penelitian.

Penelitian s
a. penelitiaz

1 data administrat

b. penelitian fisik.

Penelitian (administratif se

Pasal 92 ayat (3) huruf a ditak
dan bukti kepemilikan,

status
termasuk lokasi tanah,
dan data identitas bara
Daerah berupa tanah;

tahun| perolehan,

a.

barang, untuk data B
bangunan; dan

tahun [perolehan, jumla

Pasal 93

. 4
jenis
perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas

ebagaimana dimakisud pada ayat {2) meliputi:

ilf;

hgaimana dimaksud dalam
ukan untuk meneliti:

gambar situasi
luas, nilai perolehan tanah,
ng, untuk data Barang Milik

konstruksi, luas, nilai

rang Milik Daerah berupa

, nilai perolehan, nilai buku,

dan data identitas bar

1g, untuk data Barang Milik

Daerah berupa selain

Penelitian [fisik sebagaiman
ayat (3) huruf b dilakukan d

Barang Milik Daerah yang

administratif sebagaimana di

tah dan/atau bangunan.
dimaksud dalam Pasal 92
ngan cara mencocokkan fisik
akan dijual dengan data
maksud pada ayat (1).

Hasil penelitian sebagaiman
(2) dituangkan oleh Tim d

dimaksud pada ayat (1) dan
lam Berita Acara Penelitian

untuk selanjutnya disampai

an kepada Wali Kota melalui

Pengelola Barang.

Berita Acara Pen

Pasal (94

litian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 93 ayat (3), (Wali Kota melalui Pengelola

Barang menugaskan Penil

atas Barang Milik Daerah yan

Hasil penilaian sebagaim
dijadikan sebagai dasar pe
Barang Mile Daerah.

Pengelola Barang mengaju

i untuk melakukan penilaian
g akan dijual.

ﬁla dimaksud pada ayat (1)

etapan nilai limit penjualan

Pasal |95

a1 permohonan persetujuan

penjualan

Barang Milik Daerah kepada Wali Kota.
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(2)

3)

(4)

(2)

(1)

(2)

Apabila pemjualan Barang |Milik Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) me
Wali Kota | terlebih dahul
persetujuan|penjualan kepad
Pengajuan. | permohonan
dimaksud pada ayat (2) dil

a. tanah d.E.n/atau bangun

ierlukan persetujuan DPRD,
,mengajukan permohonan
DPRD.

persetujuan
1kan terhadap:
n  sebagaimana dimaksud

sebagaimana

dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a;

b. selain anah dan/ata

bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b.
Apabila persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat
dimaksud pada ayat (2)
penilaian, maka sebelum

(1) atau perse{tujuan DPRD sebagaimana

ielebihi batas waktu hasil
flakukan penjualan terlebih

dahulu harus dilakukan peni?.aian ulang.

Apabila hasil penilaian ulang

ayat (4) lebih tinggi, atau s.
hasil penilaian sebelumnya

sebagaimana dimaksud pad
mehgajukan perm

perlu
penjualan Barang Milik Daer.

Wali Kota melaporkan hasil
dimaksud pada ayat (5) kepa

Pasal

Wali Kota |menetapkan Bar

dijual berdasarkan hasil pené

sebagaimana dimaksud pada
: a, atau lebih rendah dengan
yang diajukan kepada DPRD
4 ayat (2), Wali Kota tidak
ionan baru  persetujuan
kepada DPRD.

enilaian ulang sebagaimana
a DPRD.

6

g Milik Daerah yang akan
itian yang dituangkan dalam

Berita Acara Penelitian sehjagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (3) dan perset{]juan sebagaimana dimaksud

dalam 95 ayat (1) dan ayat (2)|

Keputusan| penjualan seba

gimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:
a. data Barang Milik Daerah

b.nilai perolehan dan/ata
daerah; dan

¢. nilai limit penjualan dari B

Pasal 97

Apabila keputusan penjualar
dalam Pasal 96 a

dimaksud
Barang Milik Daerah ya

yang akan dijual,
| nilai buku barang milik

ang Milik Daerah.

oleh Wali Kota sebagaimana
at (1) merupakan penjualan
dilakukan secara lelang,

Li=d

Pengelola |Barang mengaj
Barang Milik Daerah deng

an permintaan penjualan
n cara lelang kepada Kantor

Pelayanan

Apabila kej
dimaksud
Barang M
Pengelola

Kekayaan Negara

putusan penjuala

dan Lelang.

oleh Wali Kota sebagaimana

dalam Pasal 96 &

iyat (1) merupakan penjualan
ilik Daerah yan

dilakukan tanpa lelang,

Barang melaku

fan penjualan Barang Milik
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(3)

(2)

(1)

(2)

(1)

l
Daerah secara langsung kepala calon pembeli.

Penjualan Barang Milik Da
pada ayat (]
berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila pe

dilakukadn secara lelang; d dn
Akta judl beli, apabila penjualan Barang Milik Daerah

b.
dilakukan tanpa lelang.

Pasal 98

sebagaimana dimaksud

) dan ayat (2) df%d{ukan serah terima barang

jualan Barang Milik Daerah

Serah terimb barang sebagaiimana dimaksud dalam Pasal

97 ayat (3)

Berita Acara Serah Terima

dituangkan dalar
(BAST]}.

Berdasarkajp
sebagaimana

dimaksud pad

Berita Acarg

Serah Terima (BAST)
ayat (1), Pengelola Barang

mengajukan usulan pengha,ﬁiusan Barang Milik Daerah

kepada Wali Kota.
| Paragraf K

Tata
Pada Penggu

empat

Cara Penjualan Barang Milik Daerah
I:?E Barang

Pasal 99
Barang Milik Daelrah pada Pengguna Barang

Penjualan

diawali dengan rnenylapkaP permohonan penjualan,
antara lain;

a. data Barang Milik Daeral;

b. pertimbangan penjualan;dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan

yuridis‘r oleh Pengguna B

Pengguna Barang melalui PF

Arang.
ngelola Barang mengajukan

usulan petmohonan penjualan sebagaimana dimaksud

pada ayat (]l) kepada Wali Kokh.

Tata cara penjualan Barang|
Barang sg¢bagaimana dima

Milik Daerah pada Pengelola
sud dalam Pasal 92 sampai

dengan Pasal 97 berlaku mut
penjualan Barang Milik Daerd

Pasal |1

Serah terima barang penjual
Pengguna Barang dituangka!
Terima. |

Berdasarkan Berita Acara
dimaksud pada ayat (1), Pe
usulan penghapusan Bar
Pengelola Barang.

-

ol

htis mutandis pada tata cara
h pada Pengguna Barang.
00

in Barang Milik Daerah pada
h dalam Berita Acara Serah

Serah Terima sebagaimana
gguna Barang mengajukan
ing Milik Daerah kepada
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Syarat kendarat
melalui lelang |kepada pejabat
negara, adalah:|

a. telah berusia|paling singkat 4 (g

Paragraf Kc

T

|
|

lima
an Perorangan Dinas

Tata Cara [Penjualan Kendarg
\

Kepada Pejabat Negara dan

fantan Pejabat Negara

perorangan di

Pasal 1(?’

1

\as yang dapat dijual tanpa
egara dan mantan pejabat

mpat) tahun:

1. terhitung |mulai tanggal, b.hlan, tahun perolehannya,

2. terhitung

b. sudah tidak

(1)

(2)

(3)

untuk perolehan dalam kon

ulai tanggal, bl

isi baru; atau
ilan, tahun pembuatannya,

untuk perolehan selain ters W)ut pada angka 1.

Pasal

Kendaraan [perorangan dinas
lelang kepada:

a. pejabat negara; atau
b. mantan pejabat negara.

J

igunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

H2

dapat dijual tanpa melalui

imaksud pada ayat (1) huruf

b. Wakil Wali Kota.
Mantan Pejabat Negara seba

aimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b | yaitu:
a. Mantan Wali Kota; atau
b. Mantan Wakil Wali Kota.

: Pasal
Syarat Pejabat Negara yan

03

dapat membeli kendaraan

perorangan dinas tanpa mela

a. telah memiliki masa ke:
selama 4 (empat} tahun
turut, terhitung mulai
Pejabat Negara;

b. tidak seJiang atau tidak p
dengan |ancaman huku
singkat 5 (lima) tahun.

Secara berturut-turut sebag:

ui lelang adalah:

ja atau masa pengabdian
atau lebih secara berturut-
anggal ditetapkan menjadi

rnah dituntut tindak pidana

an pidana penjara paling

imana dimaksud pada ayat

(1) huruf a adalah secara bt]

srkelanjutan menjalani masa

jabatan pada instansi yang
berbeda.

ma atau pada instansi yang
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(1)

Pasal 1

Pejabat Negara mengajukain

. kendaraan perorangan dinas

(3)

(1)

jabatan Pejabat Negara.

permohonan penjualan
ada tahun terakhir periode

Tahun
sebagaimana dimaksud pa
terakhir pa

dengan kete

perorangan dina
v banyak 1 (satu)

Kendaraan
lelang palin

ntuan peraturan p,

un

jabatan Pejabat Negara
ayat (1) adalah tahun
Pejabat Negara sesuai
erundang-undangan.

yang dijual tanpa melalui
linit kendaraan bagi 1 (satu)

orang Pejabat Negara,

dilakukan.

Pasal 1

abat Negara yang dapat membeli kendaraan

uk tiap penjualan yang
DS

alui lelang harus memenuhi

a. telah memiliki masa kelrja atau masa pengabdian

htau lebih secara berturut-
nggal ditetapkan menjadi

dengan berakhirnya masa

- sebagai Pejabat
. tidak sedang atau tidak p
dengan lancaman huku
singkat 3 (lima) tahun; dan
d. tidak diberhentikan de
jabatannya.

l

elalui lelang paﬁ
N

ndaraan perorangan dinas
a saat yang bersangkutan
egara;

rnah dituntut tindak pidana
an pidana penjara paling

ngan tidak hormat dari

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kendaraan

(2) Mantan

(1) huruf g adalah secara
jabatan pas

)¢rkelanjutan menjalani masa
a instansi yang s

ma atau pada instansi yang

berbeda.

Pasal

perorangan dina;

lelang kep
(satu) unit|kendaraan bagi l
Negara, untuk tiap penjualan

Pejabat Negara
Penjualan |kendaraan pero
(satu) tah}ln sejak berakh
Negara yang bersangkutan.

106

5 yang dijual tanpa melalui

da mantan Pejaibat Negara paling banyak 1

(satu) orang mantan Pejabat
yang dilakukan.

mengajukan permohonan

ya masa jabatan Pejabat

;F;gan dinas paling lama 1

52




Pengguna Barang menentuk
as yang dijual kej

perorangan din
Pejabat Negara
ketentuan seba

pai berikut:

a. kendaraan d
(tujuh) tahu

persen) dari niilai wajar kendar

b. kendaraan d

sngan umur 4 {em

engan umur lebikt

Pasal 1

T

)

i i

yang dilakukan

, harga jualnya

s
ténpa melalui lelang dengan

d

1

hargal jual kendaraan
ada Pejabat Negara/mantan

1pat) tahun sampai dengan 7

adalah 40% (empat puluh
an; dan

dari 7 (tujuh) tahun, harga

jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar

kendaraan.

Pembayaran 3

Pejabat Negara

Pembayaran
dilakukan msé
Daerahpaling

tas penjualan B
kendaraan perorangan dinas
denganpembayaran sekaligus,

Pasal

08

arang Milik Daerah berupa

tanpa lelang dilakukan
agi Pejabat Negara/mantan

Pasal

penyetoran|

If

sebagaimana dinpaksud dalam Pasal
lalui
lama 1 (satu) b

09

108

ke rekening Kas Umum
lan terhitung sejak tanggal

berlakunya surat persetujuan pemnjualan.

Dalam hal pembayaran atas pen

Pasal

1
]

10

ualan kendaraan perorangan

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 belum lunas

dibayar maka:

a. kendaraan tersebut masih be

daerah;

b. kendaraan
dinas;

tersebut tetap

I'status sebagai barang milik

igunakan untuk keperluan

c. biaya perbaikan/ pemeliharaan menjadi tanggung jawab
Pejabat Negara atau mantan Eejabat Negara; dan

d. kendaraan
disewakan,
lain.

(1) Pejabat Ne
memenuhi

(2) Kendaraan perorangan dinal
tau mantan Pe

Negara a
dimaksud |

pelaksanaan tugas.

gara atau man
syarat sebagaim
huruf a, Pasal 109 huruf a, i
untuk membeli kendaraan p

tersebut dilarang
dipinjamkan, ata

untuk dipindahtangankan,
1 dijaminkan kepada pihak

Pasal|ll1l

pada ayat (1)

1 Pejabat Negara yang tidak
a dimaksud dalam Pasal 108
an Pasal 110, dicabut haknya
rorangan dinas.

yang batal dibeli oleh Pejabat
abat Negara sebagaimana
digunakan kembali untuk
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

Biaya yang
untuk perbaikan kendaraan
dibeli dalam jangka waktu 1
persetujuan| penjualan, m

Negara yang membeli kelpﬁlaraan perorangan
tersebut dap harus dibayar s

sebagaimana dimaksud dala

Pasal 1|1
telah dikeluarkan

L]

1 oleh pemerintah daerah
perorangan dinas yang akan
Fatu) tahun sebelum adanya

jadi tanggungan Pejabat

dinas

| bagai tambahan harga jual
Pasal 107.

Biaya yang telah dikeluark

n oleh pemerintah daerah

untuk perbaikan sebagaimafla dimaksud pada ayat (1)

adalah biaya selain pemeli

araan rutin atas kendaraan

perorangan/dinas.
Pasal 1{13

Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan
perorangan| dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit
kendaraan |perorangan dinas [tanpa melalui lelang setelah
jangka waktu 10 (sepuluh) {tahun sejak pembelian yang
pertama. |

Pembelian [kembali atas ndaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud pac#a_ ayat (1) dapat dilakukan

sepanjang
Pejabat Neg

Pasal

Penjualan ﬁ
melalui lelang sebagaimana

1
ndaraan perorarngan dinas yang dijual tanpa

Pejabat Negara (iersebut masih aktif sebagai
ara secara berkelTnjutan.

14

dimaksud dalam Pasal 102,

diawali dengan pengajuan p

a. Pejabat
Pejabat Negara; atau

b. Mantan |Pejabat Negara,

sejak berakhirnya masa j

Pengajuan permohonan seba
(1) disampaikan oleh:
a. Pejabat Negara kepada Pen

b. Mantan Pejabat Negara kepi

Surat Permwohonan sebagai

11

Negara, pada tah

N

mohonan penjualan oleh:
un terakhir periode jabatan

paling lama 1 (satu) tahun
nbatan Pejabat Negara yang

gaimana dimaksud pada ayat

peuna Barang; dan
ada Wali Kota.

na dimaksud pada ayat (2)

memuat antara lain:

a.data pribadi berupa n
tempat/{anggal lahir; dan

b. alasan permohonan pemh

dinas.

Surat Permohonan sebagai

Pasal|l
mana dimaksud dalam Pasal

ma, jabatan, alamat, dan

elian kendaraan perorangan

15

114 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
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(2)

(1)

Dokumen pendukung sebag

imana dimaksud pada ayat

(1) bagi Pej
lain:
a. fotokopi surat keputusan

Negara dtau surat kepu

mantan Pejabat Negara;
. fotokopi Kartu identitas;

. surat pei’nyataan yang

membeli

dinas tanpa lelang setelaly

tahun sejak pembelian pe

kembali

nbat Negara/man

::an pejabat negara, antara

lLengangkatan bagi Pejabat
tusan pemberhentian bagi

menyatakan belum pernah

atau pernah membeli kendaraan perorangan

jangka waktu 10 (sepuluh)
ama bagi Pejabat Negara;

.dalam hlal Pejabat Nega*a mengajukan pembelian
kendaraan perorcmgan dinas tanpa lelang,

dilampirkan fotokopi surai keputusan pengangkatan

menjadi
jangka waktu 10 (sepul
pertama
dimaksud pada huruf c;

. surat pernyataan yang

ida saat yang b

. surat pernyataan yang m
tidak pernah dituntut tin
hukuman pidana penjara

Pasal

Berdasar
dalam Pasal 114 ayat (3),
persiapan permohonan penj

a. data administrasi kendara

b. penjelasan dan pertimba

perorang
Dalam hal

an dinas tanpa m

| kendaraan peror

gi mantan Pejabat

Surat Permohe
{engguna Barang melakukan

Pejabat Negara s¢cara berkelanjutan dengan

h) tahun sejak pembelian
angan dinas sebagaimana -

11

menyatakan belum pernah

i { kendaraan perorangan dinas tanpa melalui

!l'sangkutan menjadi Pejabat
Negara; dan

nyatakan tidak sedang atau
ak pidana dengan ancaman
hling singkat 5 (lima) tahun.
116

ppan sebagaimana dimaksud

alan, antara lain:
1 perorangan dinas; dan

hgan penjualan kendaraan
lalui lelang.

persiapan permohonan penjualan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang
melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan
kepada Wali Kota selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan Barang Milik Daerah disertai:

a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;

b. fotokopi Surat Tanda Nomdr Kendaraan;

c. surat |permohonan dgn dokumen pendukung

sebagaimana dimaksud d

.rincian biaya yang telah

daerah untuk perbaikan
yang akan dibeli dalam
sebelum

adanya persetuju

lam Pasal 115 ayat (2);

likeluarkan oleh pemerintah
kendaraan perorangan dinas

{
]
jangka waktu 1 (satu) tahun

In penjualan; dan
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(3) Wali Kota nf
penjualan s¢bagaimana dnnaﬁ

(4)

(5) Hasil pene¢litian sebagaim
dituangkz} dalam berita
(6) Wali Kota

(7) Hasil pen

(1)

(3)

e. surat pernyataan dari pen

ada kendaraan pengganti.

ielakukan penelit]

Dalam melakukan penelitian
ayat (3), Wali Kota membentul

a. melakukan  penelitian
pertimbangan permohona
Daerah; dan

b. melakukdan penelitian fisik

deuna barang bahwa sudah
|

$L1 atas usulan permohonan

csud pada ayat (2).

debagaimana dimaksud pada

4 Tim untuk:

kelayakan alasan dan
1. penjualan Barang Milik

{ dengan cara mencocokkan

n dinas yang akan dijual

fisik kendaraan perorang
dengan data administratif.

selanjutnya disampaikan

Pengelola }_%arang.

melalui Pengelola
untuk me|
dinas yang akan dijual.

dijadikan |sebagai dasar pe
Barang Milik Daerah.

Pasal 1

a

lakukan penilaian

ilaian sebagaimat
I]

na dimaksud pada ayat (4)
cara hasil penelitian untuk
kepada Wali Kota melalui

Barang menugaskan Penilai
atas kendaraan perorangan

a dimaksud pada ayat (6)
etapan nilai limit penjualan

| 7

Pengelola Barang mengajukgn permohonan persetujuan

penjualan

'berdasarkan has

1 penelitian dan penilaian

sebagaimana dimaksud dala
(7) kepada Wali Kota sesuai b
Jika persetujuan Wali Kota
ayat (1) melebihi batas wal
dilakukan
penilaian ulang.

Wali

menyetujui  d

£
penjualan terlebi

1 Pasal 116 ayat (5) dan ayat
I.tas kewenangannya.

sebagaimana dimaksud pada
tu hasil penilaian, sebelum
th dahulu harus dilakukan

an  menetapkan kendaraan

Kota'
perorangan dinas yang ak

penelitian dan penilaian seba
(1) dan ayat (2), paling sedikit

n dijual berdasarkan hasil
paimana dimaksud pada ayat
mermuat:

a. data kendaraan perorangah dinas;

b. nilai perglehan;
c. nilai bukiu;
d. rincian |biaya yang tel

h dikeluarkan pemerintah

daerah untuk perbaikan
yang akan dibeli dalam ]
sebelum| adanya persetu;
dimaksud dalam Pasal
Negara.

xendaraan perorangan dinas

lan penjualan sebagaimana
12 ayat (1) untuk Pejabat

]
angka waktu 1 (satu) tahun
]
1
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(4)

(5)

(3) Serah terima barang dilaks?
yang dibuktikan dengan s

(4)

()

(6)

Dalam hal| Wali
kendaraan
Kota membg

melalui Penggelola Barang.

Berdasarkan penetapan seba,
(3), Pengelola Barang mel

Kota tic
perorangan dinas
ritahukan secarg

ok menyetujui penjualan
tanpa melalui lelang Wali
tertulis kepada pemohon

pimana dimaksud pada ayat
1kan penjualan kendaraan

perorangan |dinas kepada Pejgabat Negara/mantan Pejabat

Negara.

Pasal 1
Pejabat Negara melakukan
Daerah, terdiri dari:

i kendaran pero

18
pembayaran ke Kas Umum

angan dinas sesuai harga
sebagaimana

1

jual kepndaraan perorangan dinas

b. biaya yang telah dikeluar

untuk perbaikan kendara
akan dibeli dalam jangka \;v

adanya persetujuan penju
dalam Pasal 112 ayat (1). l

Mantan Pejabat Negara mels
Umum Dagrah sesuai harga
aimana dimaksud

dinas seba

pembayaran dari Pengelola B
Pengelola Barang/Pengguna
penghapusan Barang Milik

serah terima barang sebagai

Pengelola ;Barang dan Pelr
dan pengendalia]
kendaraan pefprangan dinas sesuai tugas,

pengawas
penghapus
fungsi, d kewenangan m:

ketentuan peraturan perund

Kendaraan| perorangan di

penjualan dengan mekanism
Pasal 102 |serta tidak diguna
t dilakukan penlel

tugas, dap

Prinsip U
Pasal

Tukar menukar Barang Milik
pertimbangan:

dan

an oleh pemerintah daerah
an perorangan dinas yang
aktu 1 (satu) tahun sebelum
alan sebagaimana dimaksud

lkukan pembayaran ke Kas
jual kendaraan perorangan
dalam Pasal 107.

nakan setelah lunas dibayar
irat keterangan pelunasan
rang/Pengguna Barang.

Barang mengajukan usulan
baerah sebagai tindak lanjut
ana dimaksud pada ayat (3).

gguna Barang melakukan
n pelaksanaan penjualan dan

asing-masing sesuai dengan
ng-undangan.

inas yang tidak dilakukan

e sebagaimana diatur dalam
untuk penyelenggaraan
alan secara lelang.

Bagian K 'ﬁa‘mpat
Tukar Mey

Paragraf K

pukar

esatu
mum

119
Daerah dilaksanakan dengan
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(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2}

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerinta; an;

b. untuk opfimalisasi Barang 'I;ilik Daerah; dan

¢. tidak tersedia dana dalam APBD.

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditempuh (apabila pemerintah daerah tidak dapat

menyediakan tanah dan/atau pangunan pengganti.

Selain pertimbangan sebaga;inru ana dimaksud pada ayat (1),

tukar menu

kar dapat dilakukdn:

a. jika Barimg Milik Daera‘h berupa tanah dan/atau

bangunan sudah tidak

sesuai dengan tata ruang

wilayah atau penataan kota

b. guna menyatukan Barang|Milik Daerah yang lokasinya
terpencar;

c. dalam |rangka  pelaksamaan rencana  strategis

pemerintah pusat/ pemerinlrtah daerah;

ndapatkan/memb
kar menukar acli
inah dan/atau b

inggalan teknolog}'
etentuan  peratu
apabila | objek tukar me
Daerah selain tanah dan/a

Tukar menukar Barang Mi
dengan pihak:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerint]
c. Badan Usaha Milik Negarz
milik pemerintah lainnya y
d. Pemerintah Desa; atau
e. Swasta,;

. guna me
objek tul
berupa t4

. telah ket
atau Lk

1

Y

Swasta sebagaimana dimak

ah Daerah lainnyat

erikan akses jalan, apabila
nlah Barang Milik Daerah
lgunan; dan/atau

sesuai kebutuhan, kondisi,
ran perundang-undangan,
hukar adalah Barang Milik
au bangunan.

|k Daerah dapat dilakukan

o

/ Daerah atau badan hukum

ang dimiliki negara;

sud pada ayat (4) huruf e

adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan hukum
maupun perorangar:.
Pasal 120
Tukar menukar Barang Milik [Daerah dapat berupa:
a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Wali Kota,;
b. tanah ddn/atau bangunan|yang berada pada Pengguna
Barang; dan
c. selain tanah dan/atau bangunan.
Tanah dan/atau bangunan|yang berada pada Pengguna

Barang se
antara lai
dipergunak
Pengguna

bagaimana dimalf
n tanah dan/at
ran untuk penye

sud pada ayat (1) huruf b
Al bangunan yang masih
enggaraan tugas dan fungsi

-

Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
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wilayah atay penataan kota.

(3) Tukar menpkar sebagaim

dilaksanakan oleh Pengelola
Pasal 12
Tukar menuk dilaksanakan

berdasarkan:
a. aspek teknis, antara lain:
1. kebutuhan Pengelola Barang

1. tata ruang wilayah dan pena
2. bukti kepemilikan.
Pasal

Berdasarkan kajian sebagaiman
terhadap Barang Milik Daer
bangunan, Wali Kota dapat memi
pengelolaan arang Milik
persetujuan tukar menukar yar
Barang/Pengguna Barang.

‘ Pasal
(1) Barang pengganti tukar men
a. barang Wejenis; dan/atau

b. barang tidak sejenis.

Ll

|

|
?
! dimaksud pada ayat (1)
rang.

21

setelah dilakukan kajian

/Pengguna Barang; dan

thuhkan;

rajian terhadap nilai barang
jilai barang pengganti;

laan kota; dan

D2

dimaksud dalam Pasal 121

berupa tanah dan/atau
verikan alternatif bentuk lain
Daerah  atas permohonan
\g diusulkan oleh Pengelola

23
ikar dapat berupa:

(2)

Barang pengganti utama
Daerah berupa tanah, harus

a. tanah; a#au
b. tanah dan bangunan.

Barang pengganti utama t
Daerah berupa bangunan, d

|

U

$

ukar menukar Barang Milik
ferupa:

kar menukar Barang Milik
at berupa.

a. tanah;
b. tanah da
c. banguna
d. selain ta]

n bangunan,;
; dan/atau
hah dan/atau ban

unan.

(4) Barang pe
dan ayat (
pada tangg

atau Berita

ngganti sebagairm;
3) harus berada dj
ral penandatanga'r
Acara Serah Teri

|

|
a;

Pasal

g pengganti ata
dengan nilai waj

Nilai baran
seimbang
dilepas.

(1)

na dimaksud pada ayat (2)

hlam kondisi siap digunakan

an perjanjian tukarmenukar

1a.

R4
Eukar menukar paling sedikit

Barang Milik Daerah yang
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Tukar menu
mendapat
kewenangannya.

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Mle

Pelaksanaan tu
pada Pengelola Barang dilaku

Apabila nilaj barang penggan 1 lebih kecil dari pada nilai

wajar Barapng Milik Daerah

Daerah atas sejumlah seli

menukar wajib menye’corkag1

yang dilepas, mitra tukar
ke rekening Kas Umum
h nilai antara nilai wajar

Barang Milik Daerah yang dilepas dengan nilai barang

pengganti.
Penyetoran

selisih nilai sebagai

ana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan paling lambét 2 (dua) hari kerja sebelum

Berita Acard Serah Terima di
Selisih nilai|sebagaimana di

andatangani.

aksud pada ayat (2} dan ayat

{3) dituangkan dalam perjanji

n tukar menukar.

Pasal J[

Apabila pelaksanaan tukar
tukar menukar membangun

25

menukar mengharuskan mitra

angunan barang pengganti,

mitra. tukar menukar mentlnjuk konsultan pengawas
dengan perl-.etujuan Wali Kot berdasarkan pertimbangan

dari SKPD terkait.
Konsultan

merupakan; badan hukum
pengawasan konstruksi.

engawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang bergerak di bidang

Biaya konsultan pengawas stbagaimana dimaksud pada

ayat (1} menjadi tanggung ja

dilaksanakan ole
P

Paragraf

Pada Pengelol:

‘ Pasal F26

rsetujuan Wali

ab mitra tukar menukar.

=h pengelola barang setelah
Kota  sesuai dengan

edua

nukar Barang Milik Daerah
h Barang

Pasal 127
ikar menukar Barang Milik Daerah yang berada

berdasarkan:

a. kebutuhan dari Pengelola Bardng untuk melakukan tukar

b. permohonan
dimaksud dalam Pasal 119 ayg

(1) Pelaksanaan tukar menukar
kebtfj

menukar; atau

tukar menukar

dari pihak sebagaimana

Pasal |1

didasarkan pada
sebagaimana dimaksud dalar
dengan
melakukan penelitian
melalcsanal(an tukar menu
pertimbangan sebagaimana

[

prembentukan Tim.

t (4).

28

Barang Milik Daerah yang
uhan  pengelola  barang
n Pasal 127 huruf a, diawali

oleh Wali Kota untuk
mengenai kemungkinan
kar yang didasarkan pada
dimaksud dalam Pasal 119
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(2)

(3)

(4)

(6)

ayat (1) dan [ayat (3).

Penelitian s¢bagaimana dimakgud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian] kelayakan tukar
yuridis;

teknis, ekbnomis, maupun
b. penelitian data administrat

menukar, baik dari aspek

1; dan

c. penelitian fisik.

Penelitian afdministratif sebag

raimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilakukan untuk
a. status penggunaan dan

neneliti:

ukti kepemilikan, gambar

situasi termasuk lokasi tapjah, luas, peruntukan, kode

barang, |kode register,

ama barang, dan nilai

perolehan, untuk data Bdrang Milik Daerah berupa

tanah;

barang, k
lokasi, ni
Barang

barang,

barang, dan buktl kepernl
Barang Milik Daerah be
bangunan.

Penelitian fisik sebagaimana
¢ dilakukan dengan cara m
Daerah yang akan ditukar

Tim menyampaikan berita

. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama
onstruksi bangun

, luas, status kepemilikan,
nilai buku, untuk data

ncocokan fisik Barang Milik
dengan data administratif

acara hasﬂ penelitian

sebagaimana dimaksud padI ayat (5) kepada Wali Kota

untuk penetapan Barang
tukar menukar,

Berdasarkan penetapan sel
Pasal 128
rencana b

a. tanah meliputi luas dan
sesuai dengan tata ruang w

b. bangun
banguna;

meliputi: je
serta sarana d

c. selain ah dan ban

barang,

Pengelola Barang  melakuy
dimaksud dalam Pasal 69
Milik Daerah yang akan
pengganti. |

Pasal |1

ayat (6), Pengelola
ang pengganti sepagai berikut:

ondisi barang dar

filik Daerah menjadi objek

29

agaimana dimaksud dalam
Barang menyusun rincian

lokasi yang peruntukannya
ilayah;

is, luas, dan konstruksi
| prasarana penunjang; atau

nan meliputi jumlah, jenis
spesifikasi barang.

kan penilaian sebagaimana

d:an Pasal 70 terhadap Barang

ditukarkan dan barang
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(3) Hasil Penilgian sebagaimana

(3)

(4)

(9)

(2)

disampaikar] Pengelola Baran

Pasal 1

Berdasarkan
dalam Pasal

mitra tukar menukar.

L%+

|
30

hasil penilaian
129 ayat (3), Wali

|
‘dimaksud pada ayat (2)
kepada Wali Kota.

sebagaimana dimaksud
Kota melakukan penetapan

Wali Kota menerbitkan keputiisan tukar menukar paling

sedikit memjuat:

a. mitra tukar menukar;

b. Barang

c. nilai wajar Barang Milik Da

ilik Daerah yang a

g¢rah yang akan dilepas yang
1

kan dilepas;

keputusan diterbitkan; dan

masih berlaku pada tangga

d. rincian rgncana barang pen

gganti.

Pengelola Barang mengajukaﬁn permohonan persetujuan

b

tukar menukar kepada Wali K

hta.

Dalam hal
DPRD, Wali

tukar menukay
Kota terlebih dahiglu mengajukan permohonan

memerlukan persetujuan

persetujuarn tukar menukar kepada DPRD.

Berdasarkan surat

sebagaiman

persetujuan
a dimaksud pad.llst

tukar menukar
ayat {3) dan ayat (4), Wali

Kota dan mitra tukar menuk
tukar menukar.

Setelah menandatangani
sebagaimana dimaksud ps

r menandatangani perjanjian

perjanjian tukar menukar

mitra tukar

a ayat (5),

menukar melaksanakan:
a. pekerjaan pembangunan/p
sesuai dengan perjanjian
menuk atas Barang
dan/atauw bangunan; atau

]

engadaan barang pengganti
ukar menukar, untuk tukar
Milik Daerahberupa tanah

. pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan

perjanjian tukar menuk
pengurusan dokumen a

r termasuk menyelesaikan
ministratif yang diperlukan,

tukar menukar atas Bar
tanah dan/atau bangun

Pasal |1
Wali Kota membentuk Tim
pelaksanaan pengadaan/ pe

berdasarkan laporan konsu
lapangan.

Sebelum dilakukan penyeral;
dilepas, [Pengelola Bar

g Milik Daerah berupa selain

31

bangunan barang pengganti
an pengawas dan penelitian

l'\%l‘ntuk melakukan monitoring

an Barang Milik Daerah yang
1g melakukan  penilaian

sebagaimana dimaksud d
terhadap kesesuaian barang
tertuang dalam perjanjian tu

Pasal 69 dan Pasal 70

L%aen%gganti sesuai dengan yang

menukar.
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2) Permohonan

(3)

Dalam hal
ayat (2] m
spesifikasi
perjanjian
berkewajibaj
tersebut.

=11

;i

1l

hasil penilaian s
unjukkan bahy
an/atau jumlah
tukar menukar,
melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai

|
I
bagaimana dimaksud pada
a terdapat ketidaksesuian

barang pengganti dengan
| mitra tukar menukar

s

L

Dalam hal
melengkapi/
ayat (3) tidak dapat dipenuh

berkewajiban untuk menye
dengan barang

Milik Daer
Umum Daerah.

Wali Kota 1
kelengkapat

nembentuk Tim

Terima untuk ditandatanga

 kewajiban mit
memperbaiki se

1 dokumen barajr
bukti kepemilikan, serta men

a tukar menukar untuk
agaimana dimaksud pada

maka mitra tukar menukar
L{JPrkam selisth nilai Barang
pengganti ke rekening Kas

|

Intuk melakukan penelitian
g pengganti, antara lain’
viapkan Berita Acara Serah

mitra tukarmenukar.
Pasal

Berdasarka
dimaksud
melakukan
Berita Acara Serah Terima.

Berdasarkan Berita Acara
dimaksud j
usulan pen
dari daftan
Pengelola B

penetapan

ghapusan Baran

arang mencatat
status pengguna

hada ayat (1), Pe

. barang Pengelol

oleh Pengelola Barang dan

182

N perjanjian Tukar Menukar sebagaimana
dalam Pasal 129
'serah terima bar:

ayat (5) Pengelola Barang
g, yang dituangkan dalam

erah Terima sebagaimana
gelola Barang mengajukan
Milik Daerah yang dilepas

kepada Wali Kota serta
an mengajukan permohonan
1 terhadap barang pengganti

sebagai Banang Milik Daerah

Pasal

Pelaksanaa;
didasarkan
dimaksud
mengajukai

dalam Pasal 12

n tukar menukaj
pada permohon

N permohonan sec

' sebagaimana din

133

rl Barang Milik Daerah yang
an dari pihak sebagaimana
7 huruf b, diawali dengan
ara tertulis kepada Wali Kota.

aksud pada ayat (1) disertai

data pendul

a. rincian pe

ung berupa:
runtukan;
sifikasi;

a teknis;

b. jenis/spes
c. lokasi/dat

d. perkiraan|nilai barang pen

J anti; dan

e. hal lain yang diperlukan.

Pelaksanaan tukar menukar

didasarkan
sebagaiman:

pada kebut
1 dimaksud dala

Barang Milik Daerah yang
Than Pengelola Barang
n Pasal 128 sampai dengan

1

Pasal 132
tukar menul

berlaku mutatis
kar Barang Milik

mutandis pada Pelaksanaan

Daerah yang didasarkan pada
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permohonan |dari pihak seba
Pasal 119 ayat (4).

tiga

Paragraf Ke

Cara Pelaksanaar,
Pada Penggun

Tata

a Barang

Pasal 134

arang mengaju
hwkar kepada W
gan disertai:

(1) Pengguna B
tukar men;
Barang, den

2!

gajmana dimaksud dalam

Tukar Menukar

an permohonan persetujuan
li Kota melalui Pengelola

a.

b.
menukar

dan

c.

(2)

sebagaim

diantaranya:

a. status

situasi termasuk lokasi
register, [nama barang,

penjelasal
surat pel

. Peraturar
penataan

.data adm

rincian re
Data admij

ﬁ /pertimbangan t
rnyataan atas p

1 kar menukar;
rlunya dilaksanakan tukar

ang ditandatang;

ni oleh Pengguna Barang;

1 daerah mengen
kota;
nistratif Barang

ncana kebutuhari

nistratif Barang
a  dimaksud

enggunaan dan

ada

al tata ruang wilayah atau

Milik Daerah yang dilepas;

barang pengganti,

Milik Daerah yang dilepas
ayvat (1) huruf d,

bukti kepemilikan, gambar
ah, luas, kode barang, kode
an nilai perolehan, untuk

Barang Milik Daerah berupa tanah;

barang,

nilai perplehan, dan nil
Daerah berupa bangunan

.tahun p

barang,
barang,
barang

bangunan.

(3) Rincian

sebagaimar

a. luas dan
ruang w
tanah;

b. jenis, lu

sarana d
Daerah 1

.tahun pembuatan, kode

rencana

as, dan rencana
lan prasarana pe
erupa bangunan;

onstruksi bangu

rolehan, kode IL
jumlah, nilai pe
dan bukti kepF
milik daerah beg

kebutul

arang, kode register, nama
, luas, status kepemilikan,
buku, untuk Barang Milik
an

arang, kode register, nama
plehan, nilai buku, kondisi
milikan kendaraan, untuk
upa selain tanah dan/atau

lan  barang pengganti

1a dimaksud pada|

lokasi yang perun
ilayah, untuk B

i]

ayat (1) huruf e, meliputi:
rukannya sesuai dengan tata

arang Milik Daerah berupa

konstruksi bangunan, serta
unjang, untuk Barang Milik

lan/atau

c. jumlah,
barang u
dan/atat

Pelaksanasg

intuk Barang Mili
1 bangunan.

n tukar menuka

jenis barang, koi

1disi barang dan spesifikasi
. Daerah berupa selain tanah

Barang Milik Daerah pada

Pengelola Barang sebagaima

a dimaksud dalam Pasal 127
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(5)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

sampai dengan  Pasal
mutatismutandis pada pe
Barang Milik Daerah pada Pe

y Berita Acara Se

Berdasarkazt
mengajukan
yang dilepas dari Daftar
Pengelola Barang serta Pen
mengajukan permohonan p
terhadap ba

Paragraf Ke

Perjanjian dan Berita Ag

Pasal 1

rang pengganti se

133 ayat (1) berlaku
ksanaan tukar menukar
pouna Barang.

|
th Terima, Pengguna Barang

.
<

usulan pengha}lmsan Barang Milik Daerah

Barang Pengguna kepada
yuna Barang mencatat dan
metapan status penggunaan
bagai Barang Milik Daerah.

gmpat

ara Serah Terima

5

[y

-
(&

Tukar mem.’lkar dituangkan d
Perjanjian sekurang-kurangn;
a. identitas jpihak;

b. jenis daninilai Barang Milil

lam perjanjian.

yva memuat:

-
L

1\

Daerah;

c. spesifikasi barang penggar

d. klausal bahwa dokumen ke
tal daerah;

diatas namakan pemerin
e. jangka waktu penyerahan
f. hak dan kewajiban para pi
g. ketentuai
h. sanksi; d‘
i. penyelesaian perselisihan,.

Perjanjian tukar menukar ditg

menukar dengan Wali Kota.

Pasal

Penyerahan Barang Milik D

dituangkan

'a Serah Terima
tandatangani ole
arang.

Penandatanganan Berita A
pada ayat
setelah tanggal penanda

Berita Acax
ayat (1) di
Pengelola B

n dalam hal terjadi

'dalam Berita Acaj
dimaksud dalam Pasal 132 ay

S

H

(2} dilakukan ps

ti;
bemilikan barang pengganti

bjek tukar menukar;
lak;
kahar;

andatangani oleh mitra tukar

36

erah dan barang pengganti
'a Serah Terima sebagaimana
at (1) .

ebagaimana dimaksud pada
mitra tukar menukar dan

ara sebagaimana dimaksud
ling lambat 1 (satu) bulan
nganan perjanjian tukar

menukar juntuk barang
digunakan| pada tanggal
ditandatangani.

engganti yang telah siap
perjanjian tukar menukar

Penandatanganan Berita A
pada ayatf?

tanggal p
untuk bara
tanggal per

enandatanganan
Ing pengganti yar
janjian tukar men

2) dilakukan palin

ara sebagaimana dimaksud
g lama 2 (dua) tahun setelah
peranjian tukar menukar
b belum siap digunakan pada

ukar ditandatangani.
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(5) Penandatanganan Berita Acarg
dalam hal mitga
s

dilakukan
memenuhi

Serah Terima hanya dapat

tukar menukar telah

seluruh ketentu

tercantum dalam perjanjian t

Pasal

Wali Kota berwenang membatalk

secara sepihak|
ditandatangani

dalam hal Beri

' sampai dengan |

dan seluruh klausul yang
kar menukar.

37

perjanjian Tukar Menukar
- Acara Serah Terima tidak
batas waktu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 136 ayat (§) dan ayat (4}.

(1) Hibah Barang
pertimbangan untuk kepentin

(2)

(1)

(2)

a. sosial;

b. budaya; |
c. keagamaan;
d. kemanusi

e

H

dimaksud
hubungan

daerah, hubungan antara

pemerintah

. pendidikan yang bersifat n¢
penyelené;garaan pemerin |
Penyelenggaraan pemerinj

laan;

pada ayat (1)
antara pemerin

daerah lainnya,

daerah dengan masyarakat)|

pelaksanaan kegiatan yang

tugas dan
daerah.

Barang Milik Daerah dapat
persyaratan:

a. bukan m
b. bukan m

orang baj
c. tidak dig|

fungsi pe
Segala bia]
hibah ditarn

 fungsi pemerin

Pasal

erupakan barang

erupakan barang
nyak; atau

Bagian Keli

Milik Dgerah

ma

dilakukan dengan

L/

yan:

komersial; dan
an daerah.

an daerah sebagaimana
uruf f adalah termasuk
pusat dan pemerintah
emerintah daerah dengan
ubungan antara pemerintah
embaga internasional, dan
enunjang penyelenggaraan
pusat atau pemerintah

39
dihibahkan jika memenuhi

rahasia negara;
yang menguasai hajat hidup

hnakan lagi dala

nyelenggaraan pe
va yang timbul
ggung sepenuhnya

I

penyelenggaraan tugas dan
nerintahan daerah.

dalam proses pelaksanaan
L oleh pihak penerima hibah.
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(1) Barang Mili
sebagaimana ketentuan yan

Pihak yang dap

a. lembaga sos

d. perorangan

Pasal 1

Daerah yang

hibah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksu

oleh Pengelola Barang.

at menerima hib
ial,
lembaga kemanusiaan,
bersifat non komersial b
anggaran ddsar/rumah tang
dari instansi teknis yang ko
bersangkutan adalah sebagai

+0

jhibahkan wajib digunakan
' ditetapkan dalam naskah

B,

£

d pada ayat (1) dilaksanakan

Pasal 1#11

l
lembaga bil:
atau

adalah:

laya, lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan yang
dasarkan akta pendirian,
n, atau pernyataan tertulis
ipeten bahwa lembaga yang
mbaga dimaksud;

. pemerintah pusat;

. pemerintah daerah lainnya;

atau masyarakat
dengan krite
ketentuan pg¢

ria masyarakat b
raturan perundazr

vang terkena bencana alam
srpenghasilan rendah sesuai
-undangan; atau

€
1

. pihak lain|
undangan.
Pasal
(1) Hibah dapa
a. tanah d

t berupa:

sesuai ketentt

jan peraturan perundang-

a2

in yang telah diserahkan

lan/atau  bangur
Vali Kota;
b. tanah dan/atau bangunarn

kepada W

yang berada pada Pengguna

rlnari.

Barang; dan
¢. selain ah dan/atau ban
Tanah dan

/atau bangunan
Barang sel

(2)

pagaimana dimak

yang berada pada Pengguna
sud pada ayat (1) huruf b

antara lain
pengadaan

1 tanah dan/ata
nya direncanaka

i bangunan yang dari awal

untuk dihibahkan sesuai

1itum dalam Doku
lik Daerah selait

yvang tercay
(3) Barang Mi
sebagaimar
a. Barang Milik Daerah sela

yang dar‘i awal pengadaan

1a dimaksud pada

men Pelaksanaan Anggaran.

) tanah dan/atau bangunan

ayat (1) huruf ¢ meliputi:
in tanah dan/atau bangunan
ya untuk dihibahkan; dan

b. Barang Milik Daerah sela;

yang lebih optimal apabila
Penetapan
sebagaimai
Kota.

na dimaksud pad

' Barang Milik Da
3

in tanah dan/atau bangunan
dihibahkan.

erah yang akan dihibahkan
ayat (1) dilakukan oleh Wali
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Pelaksanaan h

Paragraf
Tata Cara Hibah Bar
Pada Pengelol

Pasal

Pengelola Barang dilakukan ber

a. inisiatif Wali
b. permohonan
sebagaimana

(1)

(3)

(4)

()

(6)

Kota; atau

ibah Barang Milif

¢dua

ng Milik Daerah
|Barang .

43

Daerah yang berada pada
hsarkan:

dari pihak ya
'dimaksud dalam

Pelaksanaah hibah Barang
Barang yang didasarkan
sebagaiman

melakukan

Penelitian

|penelitian.

ebagaimana dim
a. penelitian data administra
b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif
ayat (2) huruf a dilakukan ur

Pasal 1
Milik Daerah pada Pengelola

a dimaksud Pasall
dengan pembentukan Tim

g dapat menerima Hibah

o

Pasal 141.
A4
pada inisiatif Wali Kota

dalam 143 huruf a, diawali
oleh Wali Kota untuk

csud pada ayat (1) meliputi:
f; dan

sebagaimana dimaksud pada
tuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilik:

n, gambar situasi termasuk

Iokasi tanah, luas, kode [barang, kode register, nama

barang, nilai perolehan,
Barang Milik Daerah beru

. tahun pgmbuatan, konstr
register, nama barang,
status kepemilikan untu
berupa bangunan;

. tahun perolehan,
kepemilikan, kode barang
nilai perolehan, nilai bli
Barang
bangunan; dan

d. data calon penerima hibah,
Dalam melakukan penelitian

penerima hibah sebagaima
huruf d, Tim dapat melaku
yang berwenang dan berko
data calon penerima hibah.

Penelitian fisik sebagaimana
b dilakukan dengan cara m
Daerah yang akan dlhlbahk
sebagaimana dimaksud pada

Hasil penelitian sebagaimana

spes1ﬁkasi /identitas teknis,

an peruntukan, untuk data
h tanah;

ikst, Iuas, kode barang, kode
nilai perolehan, nilai buku, dan

data Barang Milik Daerah

bukti
kode register, nama barang,
ku, dan jumlah untuk data

Milik Daerah be(upa selain tanah dan/atau

terhadap data calon
a dimaksud pada ayat (3)
klarifikasi kepada instansi
peten mengenai kesesuaian

imaksud pada ayat (2) huruf
ncocokan fisik Barang Milik
dengan data administratif
ayat (3).

dimaksud pada ayat (3), ayat

(4) dan ayat

(5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
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(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

Tim menyampaikan berita a

Wali Kota [untuk menetapki

menjadi objek hibah.

Dalam h
sebagaiman
dilaksanakan, Wali Kota
meminta surat pernyataan

berdasarkan

kepada calon penerima hibah

Pasal 1

Pengelola Barang mengajuk
hibah kepada Wali Kota.

Dalam hal

Kota  terlebih  dahulu

dimaksud pada ayat

Hora hasil penelitian kepada

hn barang — milik daerah

berita acara penelitian
(7) Hibah dapat
melalui Pengelola Barang
kesediaan menerima hibah

15

permohonan persetujuan

hibah memeriukan persetujuan DPRD, Wali

mengajukan  permohonan

persetujuan Hibah kepada DFRD.

Dalam hal
sebagaima.n]a dimaksud ayat
DPRD sebagaimana dimaks:
menetapkan keputusan pela
sedikit memuat:

a. penerima hibah;

b. objek hibah;

c. nilai perplehan dan nilai
dapat dilakukan penyusu
bangunaﬁ;
.nilai perplehan dan nilai
dapat dilakukan penyus
dan/atau bangunan; dan
. peruntukan hibah.

Pasal
Berdasarkan keputusan pelg

‘permohonan hib

1

disetujui oleh Wali Kota
ada (1) atau disetujui oleh
pada ayat (2), Wali Kota
sanaan hibah, yang paling

buku terhadap barang yang
tan, untuk tanah dan/atau

puku terhadap barang yang
tan, untuk selain tanah

46
ksanaan Hibah sebagaimana

dimaksud ¢alam Pasal 145 ayat (3), Wali Kota dan pihak

penerima hibah menandatan

ni naskah hibah.

Naskah hibah sebagaiman
memuat paling sedikit:

a. identitas|para pihak;

s

dimaksud pada ayat (1)

b. jenis dan nilai barang yan
c¢. tujuan dan peruntukan hi]
d. hak dan kewajiban para pi
e. klausul |beralihnya tan
kepada p
f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah
ayat (2), Pengelola Barang m

dilakukan hibah;

ah;

1ak;

ng jawab dan kewajiban

ihak penerima hibah; dan

ebagaimana dimaksud pada

alakukan serah terima barang

milik daerah kepada pener

ima hibah yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima.
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(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1) Pelaksanaan hibah Barang

Berdasarkam Berita Acara
dimaksud pada ayat (3), Pen
usulan penghapusan Baran

>

erah Terima sebagaimana
relola Barang mengajukan
Milik Daerah yang telah

dihibahkan.

Pasal

Pelaksanaan hibah Barang
barang yang didasarkan p
yang dapat

, . ]
menerima hibah s

47
}iﬂlk Daerah pada pengelola
(

a permohonan dari pihak
ebagaimana dimaksud Pasal

143 huruf| b, diawali dengéik} penyampaian permohonan

oleh pihak pemohon kepada

Permohonan sebagaimana
memuat: |
a. data pemohon;

b. alasan permohonan,;

c. peruntukan hibah;

d. jenis/spesifikasi/nama B
dimchonkan untuk dihib

e. jumlah/luas/volume Bar
mohonkan untuk dihibah

ali Kota.

dimaksud pada ayat (1)

arang Milik Daerah yang

kan;
ng Milik Daerah yang di

n

f. lokasi/data teknis; dan

menerima hibah.

g. surat peinyataan kesediaa

Pasal

Berdasarkan permohonan se
Pasal 147 |ayat (1), Wali K
melakukan| penelitian.
Tata cara [penelitian sampai
terima pada pelaksanaan h
inisiatif Wali Kota sebagaima

43

bagaimana dimaksud dalam
pta membentuk Tim untuk

dengan pelaksanaan serah
ibah yang didasarkan pada
a dimaksud dalam Pasal 144

sampai dengan Pasal 146
terhadap tata cara penelitian

berlaku mutatis mutandis
sampai dengan pelaksanaan

serah teritha pada pelaksaqaan hibah yang didasarkan

pada perm?honan pihak perﬁ

dalam Pasal

Dalam hal
melalui Pe
yang men
alasannya.|

permohonan hible
ngelola Barang m
ajukan permohol

Paragraf
Tata CaraJL Pelaksanaan Hibz
' Pada Penggu

ohon sebagaimana dimaksud

th tidak disetujui, Wali Kota
emberitahukan kepada pihak
nan hibah, disertai dengan

letiga
\h Barang Milik Daerah
a Barang

Pasal

Barang diawali dengan pem
SKPD oleh |Pengguna Barang

149
%Iilik Daerah pada Pengguna

entukan Tim Internal pada
ntuk melakukan penelitian.
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(2) Penelitian sebagaimana dima

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

?ud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitiar) data administrati
b. penelitian fisik.

Penelitian data administratif |
ayat (2) huruf a dilakukan unt

bukti kepemilika

[ dan

sebagaimana dimaksud pada
uk meneliti:
n, gambar situasi termasuk

It
ilai perolehan, cii
ilik Daerah berup:
]

ah, luas, kode

yarang, kode register, nama
an peruntukan, untuk data
1 tanah;

ama barang, nil

ksi, luas, kode barang, kode
i perolehan, nilai buku, dan

pemilikan untu
gunari;
. tahun perolehan, spesifi

data Barang Milik Daerah

rasi/identitas teknis, bukt

kepemilikan, kode barang
nilai perolehan, nilai buk
Barang Milik Daerah ber
bangunamn; dan
d. data calon penerima Hibah

Penelitian

huruf b dil
Milik Daerah yang akam,l
administratif sebagaimana di

kode register, nama barang,
u, dan jumlah untuk data
ipa selain tanah dan/atau

fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
akukan dengan cagra mencocokkan fisik Barang

dihibahkan dengan data
aksud pada ayat (3).

Hasil penel
ayat (4) d

selanjutnya disampaikan Tim|
berita acarp hasil penelitian

ayat (5), Pengguna Barang m
kepada Pengelola Barang ya

itian sebagaiman

dimaksud pada ayat (3) dan

tuangkan dalam

berita acara penelitian dan
kepada Pengguna Barang.

sebagaimana dimaksud pada
gngajukan permohonan hibah
g memuat:

a. data cal

n penerima hibah;
b. alasan untuk menghibahke

115

¢. data dann dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

d. peruntukan hibah;

e. tahun perolehan;

f. status dan bukti kepemilikan;

g. nilai perplehan;

h. jenis/spesifikasi Barang Milik Daerah  yang
dimohorlkan untuk dihibalkan; dan

i. lokasi. |

Penyampaian surat permohgnan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan

menerima hibah.
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milik daerah kepada penerirlna hibah yang dituangkan
dalam Berifla Acara Serah Tenima.

(8) Berdasark Berita Acara
dimaksud pada ayat (7), Pe
usulan penghapusan Baranpg
dihibahkan].

Serah Terima sebagaimana
ngguna Barang mengajukan
Milik Daerah yang telah

Pelaksanaan

dan/atau ban
yang dari awal
sebagaimana d

Pasal

1152

hibah Barang I\l/IiIik Daerah berupa tanah
punan dan selain| tanah dan/atau bangunan
pengadaanya dir{e ncanakan untuk dihibahkan
imaksud dalam Pjtsal 142 ayat (2) dan ayat (3)

huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal Pe

Bagian Kegnam

merintah Daerah

Paragraf Ifesatu
Prinsip Umum
| Pasal 153
(1) Penyertaan| modal pemerintah daerah atas Barang Milik
Daerah | dilakukan dalam rangka pendirian,

Milik Negara/Daerah atau

padan hukum lainnya yang

pengembarigan, dan peniniiatan kinerja Badan Usaha
1

dimiliki Negara sesuai d

ngan ketentuan peraturan

perundangrundangan.
(2) Penyerta | modal pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan

(3)

(4)

sebagai berikut:

a. Barang |[Milik Daerah y
sesuai dokumen peng
Badan

g dari awal pengadaannya
poaran  diperuntukkan bagi

saha Milik Negar'ﬂ/ Daerah atau badan hukum

lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan

optimal apabila dikelola oleh

'saha Milik Negard/Daerah atau badan hukum

gara baik yang sudah ada

maupurn vang akan dibentuk.

Peraturan Daerah.

modal pemerintrh daerah ditetapkan dengan

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang telah |disertakan dalam

badan hukum Ilainnya ya
kekayaan yang dipisahkan n
perundang-undangan.

daerah kepada Badan Usa.?a

penyertaan modal pemerintah
Milik Negara/Daerah atau
g dimiliki Negara menjadi
engikuti ketentuan peraturan
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Tata cara penelitian Barang
dihibahkan yang berada pada
dimaksud dalam Pasal
terhadap tata dara penelitian ata
oleh Pengguna
dimaksud dalam Pasal 149.

(1)
(2)

(3)

(S)

(6)

(7)

Pasal ]

144

Barang kepada P

Pasal
Pengelola Barang mengajuk
hibah kepagda Wali Kota.

Dalam hal|hibah memerlu
Kota terlebih dahulu

50
ilik Daerah yang akan

erlaku mutatis mutandis
- permohonan yang diajukan
ngelola Barang sebagaimana

Pngelola Barang sebagaimana

o1

n permohonan persetujuan

an persetujuan DPRD, Wali

mengajukan  permohonan

persetujuan hibah kepada DERD.

Apabila permohonan Hib
sebagaimana dimaksud pada
sebagaimarla dimaksud p3
menetapkan  pelaksanaan
kurangnya memuat:

a. penerima hibah,;

b. objek hibah;

c. nilai perolehan dan nilai
dapat dilakukan penyusuf
bangunan;
.nilai perplehan dan nilai ||
dapat dilakukan penyus;
dan/atay bangunan; dan

e. peruntukan hibah.

Apabila permohonan Hib
melalui Pengelola Barang 1
kepada Perigguna Barang ya

disetujui oleh Wali Kota
ayat (1) atau disetujui DPRD
ida ayat (2) Wali Kota
hibah, yang sekurang-

puku terhadap barang yang
ian, untuk tanah dan/atau

pbuku terhadap barang yang
ntan, untuk selain tanah

tidak disetujui, Wali Kota
lenerbitkan surat penolakan
ng mengajukan permohonan

tsanaan Hibah sebagaimana

disertai derigan alasannya.
Berdasar penetapan pelal
dimaksud pada ayat (3), P

penerima hibah menandatang

engelola Barang dan pihak
ni naskah hibah.

Naskah hii ah sebagaiman

dimaksud pada ayat (5)

memuat sekurang-kurangnya

a. identitas|para pihak;

b. jenis dan| nilai barang yan

c. tujuan dan peruntukan hi

d. hak dan
e. klausul {beralihnya tangg

kepada lelhak penerima hib

kewajiban para piH

f. penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah
ayat (5), Pengelola Barang m(l:

o

dilakukan hibah;

ah;

lak;

ung jawab dan kewajiban
hh; dan

gebagaimana dimaksud pada

Jakukan serah terima barang
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

di

modal pemerint
at berupa:

Penyertaan
Daerah dap

a. tanah dan/atau bangunan
Kota;

b. tanah dan/atau bangunan
c. selain tanah dan/atau ban

daerah atas Barang Milik

yang telah diserahkan Wali

pada Pengguna Barang; atau

aunan.

Penyertaan
daerah seba
oleh Pengel

modal pemerinta

n daerah atas barang milik

\gaimana dimaksu
la Barang setel

Kota, sesuaj batas kewenanga

| pada ayat (1) dilaksanakan
1 mendapat persetujuan Wali
nya.

Pasal 1

Penetapan [Barang Milik DaE
bangunan | yang akan |
pemerintaht daerah sebagair]n
154 ayat ([l) huruf a dilaku
batas kewenangannya.

Tanah danj/atau bangunan |y
Barang sebagaimana dimaks:
huruf b arltara lain tanah da
awal pengadaannya dirent
sebagai modal pemerintah ds
dalam  dokumen
Pelaksanaan Anggaran.

Barang Milik Daerah selain
yang berada pada Peng,
dimaksud dalam Pasal 154
meliputi:

penganggaran,

una. Barang
avat (1) huruf ¢ antara lain

35

rah berupa tanah dan/atau
isertakan sebagai modal
ana dimaksud dalam Pasal
kan oleh Wali Kota, sesuai

rang berada pada Pengguna
1d dalam Pasal 154 ayat (1)
n/atau bangunan yang sejak
anakan untuk disertakan
lerah sesuai yang tercantum
yaitu  Dokumen

tanah dan/atau bangunan
sebagaimana

a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang dari awal pengadaa_n.:[r
modal pemerintah daerah;’

rya untuk disertakan sebagai

b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan

yang lebih optimal untulk

disertakan sebagai modal

pemerintah daerah.
Pasal (156
Penyertaan modal pemerintph daerah  dilaksanakan
berdasarkan apalisa kelayakan investasi mengenai penyertaan

modal sesuai
undangan.

dengan ketentfian peraturan perundang-
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Tata Car

Atas Barang Milik Daerah

(1) Pengelola

Paragraf K

n Penyertaan Mo

Pasal 1
Barang melaksq

=
*

bdua

11 Pemeriqtah Daerah
al.da Pengelola Barang

Yi

nakan penilaian dengan

menugaskan:
a. Penilai se¢

(3) Wali Kota membentuk Tim

(9)

(6)

(1)

(2)

tanah dan/atau bangunan
penyertaan modal;
b. Tim yan
melibatkan Penilai sebagai
70, untuk selain tanah d
dijadikan
(2) Pengelola B

Wali Kota.

terhadap:
a.

b.data ad

atau nilai

. kesesuaian
daerah, sebagaimana dima

i elakukan kajia]m
penerimapenyertaan

(4) Tim

hasil analisis kelayakan
sesuai ke,

bagaimana dima

g ditetapkan o

g

]

sud dalam Pasal 69, untuk
yvang akan dijadikan objek

*h  Wali Kota dan dapat
ana dimaksud dalam Pasal

T

1/atau bangunan yang akan

objek penyertaan

modal.

arang menyamp

entuan peraturan

mmlstratlf dian

P

ode register, nam

laranya:
spesiﬁka<,1 /identitas 1:ekn1’sl
barang, k

ikan hasil penilaian kepada

untuk melakukan penelitian

investasi yang dilakukan
perundang-undangan;

tahun perolehan,
, bukti kepemilikan, kode
barang, dan nilai perolehan

buku; dan
tujuan peny

ertaan modal pemerintah

ssud dalam Pasal 153.

dan/atau SKPD terkaif

dokum
Apabila ber

pada ayat (

dilaksanaks

pemerintah

kesediaan menerima penye

en hasil kajian.

dasarkan hasil k
1), penyertaan meo
in, maka calon [j

daerah meny

yang berasdl dari barang miljl

Tim menyampaikan dokum?
dimaksud pada ayat (4) d

menerima

sebagaiman

Pengelola B

penyertaan

Dalam hal
memerlukan persetujuan DPR
mengajukan permohonan per

penyertaan m
a dimaksud pada|;

Pasal 1

arang mengajukd

bersama dengan calon
odal pemerintah daerah
., yang dituangkan dalam

jian sebagaimana dimaksud
Hal pemerintah daerah layak
penerima penyertaan modal
npaikan surat pernyataan

an modal pemerintah daerah

: daerah.

n hasil kajian sebagaimana
surat pernyataan kesediaan
pdal  pemerintah  daerah
hyat (5) kepada Wali Kota.

58

. permohonan persetujuan

modal pemerintah

penyertaan 1

daerah kepada Wali Kota.

nodal pemerintah daerah
D, Wali Kota terlebih dahulu

gsetujuan kepada DPRD.
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(3)

(4)

(3)

Berdasarlkan

(1)

Apabila permohonan tidak
sebagaimana dimaksud pada

disetujui oleh Wali Kota
ayat (1) atau tidak disetujui

oleh DPRD| sebagaimana di
Kota melalui Pengelola Barj
calon penerima penyertaan mgq

Apabila permohonan penyerta
atas Barang Milik Daer

sebagairnarj[a dimaksud pada}
DPRD sebggaimana dimaksp
menetapkan keputusan atas
akan disert.iakan sebagai pen)}(

Pengelola Barang menyiall]
Daerah temtang penyerta
dengan melibatkan SKPD terk

Rancangan! Peraturan Daeral.l
pemerintah| daerah sebagaj_ri
disampaikan kepada DPRD

1:aksud pada ayat (2), Wali
ang memberitahukan pada
pndal disertai dengan alasan.

an modal pemerintah daerah

disetujui oleh Wali Kota
ayat (1) atau disetujui oleh
d pada ayat (2), Wali Kota
Barang Milik Daerah yang
2rtaan modal.

pkan rancangan Peraturan
modal pemerintah daerah
ait.

1 tentang penyertaan modal
hna dimaksud pada ayat (5)
ntuk dilakukan pembahasan

bersama dan selanjutnya dx‘tetapkan sebagai Peraturan

Daerah tentang penyertaan m

Pasal 1

Berdasarkan Peraturan Daer
Pemerintah] Daerah sebagai
158 ayat (6), Pengelola Baran
modal pemerintah daerah $
Wali Kota| sebagaimana di
ayat (4).

Berdasarkan peraturan daerg

sebagaimana dimaksud padg

melakukan| serah terima dé¢

pdal.

b0

h tentang Penyertaan Modal
yana dimaksud dalam Pasal
g melaksanakan penyertaan
erpedoman pada keputusan

maksud dalam Pasal 158

th dan keputusan Wali Kota
ayat (1), Pengelola Barang
enigan penerima Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah y
Acara Serah Terima.

ng dituangkan dalam Berita

Pasal

sulan penghapus:
penyertaan modal

Paragraf

Tata Cara Penyertaan Mo
Atas Barang Milik Daerah

Pasal

d

1

1L60

‘Berita Acara Serah Terima
dimaksud dalam Pasal 159
mengajukan u
telah dijadikan

sebagaimana
yat (2], Pengelola Barang
1 Barang Milik Daerah yang
pemerintah daerah.

Ketiga

al Pemerintah Daerah

Pada Pengguna Barang

61

Penyertaan

modal pemerin

pengadaannya direncanaka

penyertaan
Barang mel
Wali Kota
berupa:

modal pemerint
alui Pengelola Ba
disertai pertimb

ah daerah yang dari awal
1 untuk dijadikan sebagai
ah daerah, maka Pengguna
nng mengajukan usul kepada
1gan dan kelengkapan data
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(3)

Berdasarkan Berita Acara Serg

mengajukan usulan pen,g,rhr:xlpusI

a. data adm

inistratif, antara 1

M

1. dokumen anggaran
perencanaannya;

2. nilai rgalisasi pelaksana

dan/atau .dokumen

n anggaran; dan

3. keputusan penetapan st

b.dokumen| hasil analisis k
penye modal
perundang-undangan.

Penyertaan| modal pemerin

untuk optimalisasi Barang

usul oleh
kepada Wal
data berupzﬁ:

a. data administratif,

SES

Pengguna Baran
i Kota disertai pe

antata

bz

itus penggunaan.
layakan investasi mengenai

1ai  ketentuan  peraturan

=t
-

ah daerah yang diarahkan

llik Daerah, maka pengajuan
r melalui Pengelola Barang
bangan dan kelengkapan

lain tahun perolehan,

spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode

barang, kode register, nam

barang, dan nilai perolehan

atau nilai buku;
b. dokumer]
penyerta
perundaz

an  modal
1g-undangarn.

Tata cara penyertaan modal
penilaian sampai dengan
disertakan [ sebagai penyerta

\ hasil analisa ke
sesuai  ketentuan

layakan investasi mengenai
peraturan

bemerintah daerah mengenai
rah terima barang yang
n modal pemerintah daerah

-

vang berada pada Penge
dimaksud |dalam Pasal 15’|7
berlaku mutatismutandis pa

serah terima barang yan

arang.

Pasal

modal pemerinta

lola Barang sebagaimana
sampai dengan Pasal 159
da penilaian sampai dengan
akan disertakan sebagai
fl daerah yang berada pada

|
&

162

h Terima Pengguna Barang
n Barang Milik Daerah yang

telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
BAET. X
PEMUSNAHAN
Pasal 163
Pemusnahan Barang Milik|Daerah dilakukan dalam
hal:
a.barang Milik Daerah tidak dapat digunakan,
tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat
dipindahta’.ngankan; atau
b.terdapat alasan lain sgsuai dengan ketentuan

peraturan perundang-und

angan.
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(1) Pemusnah

(2)

(3)

(4)

Pemusnahan

0p0op

Penghapusay

a.

b.

C.

(1)

(2)

(3)

. ditenggela

setelah m
Barang Mi

Pemusnal
setelah m
Barang M

Pelaksana
pada ayat
dilaporkai

Pemusnal
(1) dilaku
ketentuan

dibakar;
dihancurh
ditimbun;

cara lain
Perundan

prenghapu
dan/atauy

penghapusan dari Daftar
1san dari Daftarn

penghapt

Penghapy
dan/atau
sebagaim
dilakukan

dan/atau

Pasal
lan dilaksanalkse

I

l64
9]

oleh Pengguna Barang

1

endapat perset
lik Daerah padag

lan dilaksanakan oleh Pengelola Barang
endapat perseJIc
lik Daerah pada

|
an pemusnahar

.'1jua.n Wali Kota, untuk
Pengguna Barang.

1juan Wali Kota, untuk
Pengelola Barang.

. sebagaimana dimaksud

. (1) dituangkan

.dalam berita acara dan

1 kepada Wali

han sebagaim
|

1kan dengan
1 peraturan per

L]

an;
mkan; atau

sesuai deng
g-undangan.

BAB

Pasal

Pasal (1
dilakukan deng

PENGHAH}

san dari D
Daftar Barang

Pasal

|Ls;a_n dari Daf

Kuasa Penggur

Penghapusan dari D

sebagaim
dilakukan

tidak berada dalam peng’t

Penghapt
sebagaim

ana dimaksud
1 dalam hal Bs

1san dari Daft
ana dimaksud

K

i
Daftar Banang
ana dimaksud
1 dalam hal Ba:
tidak berada dalam peng

ota.

ha dimaksud pada ayat
ata cara sesuai dengan
hindang-undangan.

65

arn cara.

Aqn.  ketentuan Peraturan

X1
PUSAN

166

1 Barang Milik IDJaerah meliputi:

ftar Barang Pengguna
{uasa Pengguna;

Barang Pengelola;dan
Barang Milik Daerah.

f67

Barang Pengguna
Kuasa  Pengguna
dalam Pasal 63 huruf a,
rang Milik Daerah sudah
nasaan Pengguna Barang
a Barang.

ar

ftar Barang Pengelola
dalam Pasal 63 huruf b,
rang Milik Daerah sudah
1asaan Pengelola Barang.

ar Barang Milik Daerah
dalam Pasal 63 huruf c
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(1)

(2)

(1)

(3)

dilakukm
sebagaims

dalam hal
na dimaksud j

disebabkaLn karena:

terjadi penghapusan

ada ayat (1) dan ayat (2)

a. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;

b. putusan pengadilan [yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan; atau

e. sebab lain.

5 Pasal 168

Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengelola Barang, Pengguna

Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barang

disebabkan karena:

a. penyerghan Barang M,ﬁ‘.hk Daerah;

b. pengalihan status penggunaan Barang Milik
Daerali;

c. pemindahtanganan atgds Barang Milik Daerah;

d. putusgn pengadilan |yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya;

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. pemusnahan; atau

g. sebab [lain.

Sebab laih sebagaimanal|dimaksud pada ayat (1)

huruf g | merupakan sgbab-sebab yang secara

normal dipertimbangkan!|wajar menjadi penyebab

penghapusan, seperti, Pilang karena kecurian,

terbakar, [susut, menguajp, mencair, kadaluwarsa,

mati, dan

Penghapuy
167 ayat
Penggunal
keputus

setelah m
Penghapu
167 ayat
Pengelola
keputusaj
Dikecualil

persetujus
dimaksud

Daerah ya\

a. pengal

'sebagai akibat
san sebagaim
(1), untuk B
n penghapus

san sebagaima
(1), untuk B
. Barang dilaku

Tan dari

ng dihapuskan

lari keadaan kahar.

Pasal 169

a dimaksud dalam Pasal
rang Milik Daerah pada

Barang dilakukan dengan menerbitkan

oleh Pengelola Barang

endapat persetujuan Wali Kota.

a dimaksud dalam Pasal
rang Milik Daerah pada
ran dengan menerbitkan

1 penghapusan ¢pleh Wali Kota.

ketentuan mendapat

an penghapusan Wali Kota sebagaimana
pada ayat (1) a

dalah untuk Barang Milik
karena:

than status pen

rgunaan;

‘.‘
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(4) Wali Kot

(5) Pelaksana

(1} Objek Pe

(2) Objek Pembukuan, Inve

b. pemindahtanganan; at
c. pemusnahan.

persediaan kepada Penge
rngguna dan/ at

Daerah se¢
ayat (4) di

bagaimana d
laporkan kepa

BAB
PENATAUS

Bagian

Pasal |

mbukuan, Invefj
ilik Daerah melij

barang yang
APBD; dan

barang yang
lainnya yang sah, meli
1.barang yang dipero]]e
atau yang sejenisnyd
2.barang yang dipero
perjanjian/kontrak;
3.bara dipe1|'
ketentuan peraturarn
4.barang yang diperol
pengadilan yang tel:
hukum tetap; atau

Barang M

a. semual
beban

b. semua

S.barang yang diper
divestasi atas penys
Daerah.

Barang Milik Daerah seb.
ayat (1) diklasifikasikan 1"{

la Wali Kota.

Umuj

u

elegasikan persetujuan

Daerah berupa barang
ola Barang untuk Daftar
u Daftar Barang Kuasa

aksud pada ayat (1) dan

I
AHAAN

esatu
m

70

ntarisasi, dan Pelaporan
puti:
ibeli atau diperoleh atas

berasal dari perolehan
puti:

h dari hibah/sumbangan
s
leh sebagai pelaksanaan

pDleh sesuai dengan
perundang-undangan;

eh berdasarkan putusan
ih memperoleh kekuatan

bleh kembali dari hasil
srtaan modal Pemerintah

Eta_risasi, dan Pelaporan
gaimana dimaksud pada
1enjadi:

a. aset Lancar berupa persediaan;
b. aset Tetap, meliputi:

1. tanah;

2. peralatan dan mesin;

3. gedung dan bangunan;

4. jalan, irigasi, dan jaringan;

5. aset Tetap lainnya;|dan

6. kosztruksi dalam pengerjaan.
c. aset Lainnya, meliputi:

1. kemitraan dengan pihak ketiga;

2. aset tidak berwujud

; dan
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(1)

3. aset|/lain-lain.

Pembulk
Pasal 1°

Pembukuan, Inventarisa

Bagian Kedua

-ah dilakukan p

Hlan

1

i, dan Pelaporan Barang

Milik Dae da:
a. Kuasa Pengguna Barang;
b. Pen na Barang;dan

c. Pengelola Barang.

(2) Pelaksangan Pembukugn, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Mililk Daerah pada Kuasa
Pengguna, Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) (huruf a dilaksanakan oleh Pengurus
Barang Pembantu.

(3) Pelaksangan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporann Barang Milik| Daerah pada Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilaksanakan oleh Penglurus Barang Pengguna.

(4) Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporan Barang Milik| Daerah pada Pengelola
Barang se;bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dilaksanakan oleh Pemgurus Barang Pengelola
melalui Pegjabat Penatausghaan Barang.

(5) Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan
Pelaporann Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, ayat (3), dan ayat (4)
dapat dibantu oleh pembantu pengurus barang.

Bagian Ketiga
Inventarisasi
Pasal|[L72

Inventarisas] Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:

a. Pengguna ! barang untuk daftar barang pada
pengguna Barang; dan

b.Pengelola | barang wuntulk daftar barang pada
pengelola barang.

Pasal 1i¥3
(1) Objek inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi:
a. persediaan;
b. tanaht
c. peralatan dan mesin;
d. gedung dan bangunan;
e. jalan, jaringan dan irigasi;
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(2)

(2)

(1)

(2)

Pelaporan Ba

© 0o TP

. penggunaan;

f. aset tetap lainnya;
g. aset tidak berwujud;
h. konstruksi dalam pen
Objek inventarisasi
sebagaimana dimaksud

sampai |dengan huru
inventarisasi secara serenf

Inventarisasi secara

dimaksud| pada ayat (2)
dengan mempertimbangksd
tanggal, bulan, tahun
. lokasi;
. jumlah barang; dan/«

a.
b
C

j1:]'::1::11’1. .
Barang  Milik Daerah
pada ayat (1) huruf b

g dapat dilakukan
tak atau bertahap.

bertahap  sebagaimana
itetapkan oleh Wali Kota
n paling sedikit:
perolehan;

tau

d. pertimbangan objektif

Pasal

Pengguna| barang atau
melakukan inventarisasi
berada dalam penguasan;

a. Persediaan dan kons
dilaksanakan paling S
tahun;|dan

b.

ainnya

74

uasa pengguna barang
arang Milik Daerah yang
ya berupa:

ruksi dalam pengerjaan
rdikit sekali dalam1{satu)

n konstruksi dalam

Selain persediaan d
pengerjaan dilaksana

an paling sedikit sekali

dalam 5 (lima) tahun.

Dikecualikan dari k
dimaksud| pada ayat (1) h
yang akart diserahkan kep

ﬂ

Pasal

Pengelola |barang mel

Etentuan sebagaimana
hruf a berupa persediaan
ada masyarakat.

75

zan inventarisasi Barang

Milik Daerah yang berad
paling sedikit 1 (satu) kalj
1

a dalam penguasaannya

dalam 5 (lima) tahun.

Inventarisasi Barang Mi

dimaksud| pada ayat (1)
bangunan|.
Bagian Kj,
Pelapos
Pasal

perolehanl/penerimaan;

. pengeluar

penerimas

pemanfaat

11 internal Peng
an internal Pen
fan;

ik Daerah sebagaimana
berupa tanah dan/atau

empat
an
76

rang Milik Dae ﬁa_h terdiri dari:

runa Barang;
guna Barang;
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f. reklasifikgsi,
g. koreksi;
h. penyusutan atau amortisa:si;
i. persediaan;
j. pengamanan; dan
k. penghapusan.
Pasal 177
Ketentuan |mengenai Tata cara  pelaksanaan
Pembukuan,| Inventarisasi,||dan Pelaporan Barang

Milik Daeralh sebagaimana

169 sampai
ketentuan peraturan perund

PEMBINAAN, PENGENDAIL
Bagian Kesatu

(1)

dengan Pasal

dimaksud dalam Pasal
176 dilaksanakan sesuai

BABX

Pembis
Pasal
Wali Kota melakukan

Barang Milik Daerah Kk
dalam bentuk:

ang-undangan.

'd
X

A1
AN DAN PENGAWASAN

rlaan
178

pembinaan Pengelolaan
gpada Perangkat Daerah

a. bimbingan teknis;
b. pendidi
c. sosialis
d. bentuk] lainnya sesuai

kan dan pelatihl
asi kebijakan; d|

.

kebutuhan.

(2) Pembinaan sebagaimana| dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pgrangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi PRengelolaan Barang Milik
Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan danl Pengendalian
Pasal|[l79

Pengawasan| dan pengendalian Barang Milik Daerah

dilakukan oleh:

a. Pengguna! Barang melalui pemantauan dan

penertiban; dan/atau

b.Pengelola | Barang melalui pemantauan dani

nvestigasi.|
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(1)

(4)

(1}

(2)

Pengguna

Pasal

Barang melal
penertiban terhadap pe
pemindahtanganan,penat

°

kan pemantauan dan
ggunaan, pemanfaatan,
usahaan, pemeliharaan,

!
8
|
|

dan pengamanan Barang Milik Daerah yang

berada digdalam penguas
Pelaksana

nnya.

arl

pemantauan

dan penertiban

sebagaimana dimaksud 1[:iada ayat (1) untuk unit
kerja Perangkat Daerah

Pengguna

Pengguna
dapat n
Pemerints
lanjut 1
sebagaims

Penggunal

menindaklanjuti haSiJL
pada ayat (3) s

dimaksud
peraturari

Pengelola

investigasd
pemanfaatan,
Milik I‘)aerah,

pengguna

dengan

undangan.

Pemantauan
dimaksud pada ayat (1)

Pengelola
Pengawas

Barang.

Barang dan
1eminta

hasil pemant
ana dimaksud

Barang dan

 perundang-un

Pasal

i atas pel

Apargt
'h Daerah untut:: melakukan audit tindak

dilaksanakan oleh Kuasa

I}

{uasa Pengguna Barang
Pengawasan Intern

[uan dan penertiban

Kuasa Pengguna Barang

;Tada ayat (1) dan ayat (2).

audit sebagaimana
esuai dengan ketentuan
langan.

181

Barang melakukan pemantauan dan

it

ksanaan penggunaarn,

dan pe
an,

ketentuan

dan

dala.g |
P

pemindahtanganan Bar

investigasi

nindahtanganan Barang
rangka penertiban
anfaatan, dan
g Milik Daerah sesuai
eraturan perundang-

sebagaimana
(ﬁapat ditindaklanjuti oleh

Barang

dan pemindahtanganan

Hasil au

dit sebagaim

disampajﬁ_n

ditindakldnj

perundan

g-undangan.

kepada

demgan meminta
an Intern Pemelrr‘intah untuk melakukan
audit atas pelaksanaan p

Aparat

enggunaan, pemanfaatan,
arang Milik Daerah.

ang dimaksud pada ayat (2)

engelola Barang untuk

uti sesuai dengan ketentuan peraturan
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(1)

(3)

BARANG M

Rumah Negadara merupakan
diperuntukan sebagai temps
sarana pembinaan serta

tugas pejabat dan/atau
Daerah.

| Pasal
(1) Wali Kota menetapka

Barang Mili
Layanan
Daerah
menyelen;
Umum Daerah yang bers

Pengelolaan Barang Mi
dimaksud pada ayat (1)
peraturan perundang-un
Milik Daerah.

Dalam hal barang i
dimanfaatkan se
menyelenggarakan keg1
sesuai dengan tugas da
Umum Daerah, dila
ketentuan peraturan
mengenai Badan Layanau

BAB
ILIK DAERAH B

Pasal

golongan rumah negara.

NG MILIK DAERAH

| YANG MENGGUNAKAN
KEUANGAN

MUM DAERAH

g digunakan oleh Badan
merupakan kekayaan

dipisahkan untuk
atan Badan  Layanan
gkutan.

Daerah sebagaimana
nempedomani ketentuan
angan mengenai Barang

g dikelola dan/atau
enuhnya untuk
tan pelayanan umum
fungsi Badan Layanan
sanakan berdasarkan

perundang-undangan
Umum Daerah.

ERUPA RUMAH NEGARA

.83

arang Milik Daerah yang
tinggal atau hunian dan
menunjang pelaksanaan
ASN pada Pemerintah

.84

n  status penggunaan

(2) Rumah Negara sebagalnl ana dimaksud pada ayat

(3) Penetapan

(1) dibagi
a. rumah
b. rumah

c. rumah

kedalam 3 (tiga)

negara golongan

Negara golongarn
status

pel
pada ayat

an.  penetapan Ta
oleh Pengguna E

dimaksud
pemohon
diajukan

Negara golongan

) golongan, yaitu:
I

II;dan

| 111,

ngegunaan  sebagaimana
(1) didasarkan pada
status penggunaan yang
Barang.
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(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal

Rumah negara golongan

85

| sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 184 ayat (:i‘| huruf a, adalah rumah

Negara ipergunakan

bagi pemegang jabatan

tertentu jdan karena |sifat jabatannya harus

bertempat

penghuniannya terbatas

tinggal dirumah tersebut serta hak

selama pejabat yang

bersangkiyitan masih memegang jabatan tertentu

tersebut.

Rumah Negara golongan

1I sebagaimana dimaksud

dalam papgal 184 ayat (2'] huruf b, adalah rumah
Negara yang mempunyai bubungan yang tidak
dapat dipisahkan dari sugtu Perangkat Daerah dan

hanya disediakan untuk
Pemerintdah Daerah.

Termasuk dalam rumah

didiami oleh ASN pada

megara golongan II adalah

rumah Negara yang berada dalam satu kawasan

dengan Perangkat Daeral
susun dan mess/asramal

Rumah Negara golongan |l
dalam Pasal 184 ayat (2
Negara yang tidak teﬂj
golongan {[I yang dapat dij

Pasal

Barang Milik Daerah be
dapat digunakan sebag

1

r atau Unit Kerja, rumah
Pemerintah Daerah.

Il sebagaimana dimaksud
) huruf ¢, adalah rumah
masuk golongan [ dan
ual kepada penghuninya.

186

npa rumah Negara hanya
i tempat tinggal pejabat

atau Pegawai Negeri Sipill

bersangkutan yang
Penghunian.
Pengguna; Barang

penggunaan Barang Mill

wajib

Pemerintah Daerah yang
memililki Surat Izin

mengoptimalkan
lk Daerah berupa rumah

negara Gplongan I dan r
dalam me‘nunjang pelakss

Penggunda Barang rum

rumah Negara golonga{:‘

barang milik daerah be
tidak digunakan kepada

Pasal

Surat Izin Penghunian
dalam Pdsal 186 ayat |
golongan [ ditandatangan

umah Negara golongan II
aan tugas dan fungsi.

Negara golongan 1 dan
II wajib menyerahkan

upa rumah Negara yang
Wali Kota.

1 87

sebagaimana dimaksud
1) untuk rumah Negara
Pengelola Barang.

Surat Izin Penghunian
dalam Pasal 186 ayat {{
golongan| II
Pengguna Barang.

dan golongan

sebagaimana dimaksud
1) untuk rumah Negara
III ditandatangani
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(1) Suami dan istri yang
Aparatur

Pasal

Sipil Negara |
yvang bersangkutan, hamnj

rumah negara.

(2) Pengecualian terhadap
dimaksud pada ayat (1}
apabila suami dan istm
bertempaul: tinggal di daer;

|

=

-

Pasal

Ketentuan mengenai taj
dan pengendd]
ah Negara dilak

rundang-undar

pengawasan
berupa Rum:
peraturan ps

C

\

1
| BAB

INFORMASI BA

),

SISTEM

Pasal
Bar

(1) Sistem Informasi

Fa
pemindahtanganan, peng I"c“lpusan,
ian Barang Milik Daerah
sanakan sesuai ketentuan
gan.

188

Jn‘.‘lasing—xﬁasing berstatus
Hada. Pemerintah Daerah

va dapat menghuni satu

ketentuan sebagaimana
hanya dapat diberikan
tersebut bertugas dan

1h yang berlainan.

189

cara  penggunaan,

penatausahaan,

(VI
IIQANG MILIK DAERAH

Lll90

2

Milik Daerah paling

sedikit mu¢

a. PErencs

emuat:

inaan kebutuh

b. pengad;
C. penggu;
d. pemanf
e. pengamanan;

aan;
naan;

aatan;

f. pemeliharaan;
g. penilai"

>

h. pemindahtanganan;

o

n dan penganggaran;

i. pemusnahan;
j- penghapusan;dan
k. pelaksanaan pembukhan, inventarisasi, dan
pelapornan Barang Milikj Daerah.
(2) Sistem informasi sebag.'au1 ana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.
(3) Penyelenggaraan sistem| informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)
Penatausahaan Barang.

Lt

lilaksanakan oleh Pejabat
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(1)

(2)

(3)

(2)

(4) Penyeleng
Daerah
berpedom

o

]

menyelenggarakan urus

negeri.

PEMBERIAN INSENTIRE

Pejabat atau
Barang Milik
Daerah dapa

Pengurus
rutinnya dap

Ketentuan le
dan tunjanga

Koordinasi ¢

paraan Sistem

I -y
nformasi Barang Milik

an pada

BABX

Pasal

Daerah yang

arang dalaunt
at diberikan tu

bih lanjut me
n diatur dengarj

BAB
KOORDI
Pasal

lalamn Pengelole

ebagaimana df
Pel
in  pemerintahan dalam

1

pegawai yang 1

aksud | pada ayat (1)

"iaturan  Menteri yang

VII
DAN TUNJANGAN

(91

elaksanakan Pengelolaan
renghasilkan penerimaan

t diberikan insentif.

melaksanakan
jangan.

tugas

cenai pemberian insentif
| Peraturan Wali Kota.

VIIL
NASI

192

n Barang Milik Daerah

dilakukan

Daerah.

Koordinasi
dilakukan

pemerintaha;
Daerah.

untuk

ebagaimana cIl
leh SKPD v
dibidang P

optimallisasi
pengelolaannya dalam m

penggunaan dan

¢nunjang pembangunan

imaksud pada ayat (1)
ng membidangi wurusan
ngelolaan Barang Milik

Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya berkoordinasi denpgan SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
BAB XIX
PENDANAAN
Pasal|{l93
Pendanaan | Pengelolaan |{Barang Milik Daerah

bersumber dari:
a. APBD; dan/atau
b. Sumber lain yang sah dan

tidak mengikat.
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Setiap .
penyalahgunaan atau pe€
arang Milik Da
seshiali dengan ketentuan

Pengelolaan
tuntutan  g:
peraturan pe

(1)

(2)

(2)

Pengurus
Pembantu,

ketentuan s
(6), Pasal 15
sanksi

BAB
GANTI |

Pasal

kerugian

ti rugi

BAB

Pasal

Setiap orang atau bad
ketentuan sebagaimana
(1), Pasal| 41 ayat (1), P
ayat (5), Pasal 59 ayat

Daeral

rundang—undaﬂg

SANKSI ADM]]

X

|
vt |

b

Al

1

akibat kelalaian,
anggaran hokum atas
erah diselesaikan melalui

an.

(X1
NISTRATIF

.95

hukum yang melanggar
{iatur dalam Pasal 3 ayat
sal 45 ayat (2), Pasal 51
1), Pasal 65 ayat (1), dan
ran sanksi administratif.

Pasal 186 ayat (3) dikenal
\

Sanksi administratif seb

ayat (1) berupa:

a. teg.;u.rr:mI lisan;
b.teguran tertulis;

c. denda; dan/atau

d. pembatfalan perjanjian.
Ketentuan mengenai
administratif sebagaiman

1gaimana dimaksud pada

]

pengenaan sanksi
dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuail
perundang;—undangan.

Pasal

Barang Penge
Pengguna B
cbagaimana di
ayat (5), dan P
suai dengan

Sey

perundang-undangan.

Ketentuan m
a. format

b.format pen

KETENTUAl\f
Pasal
lengenai:

perencanaan Kk

Daerah;
1ggunaan Baran

k

-

BAB X

=

£

ketentuan peraturan

196

pola, Pengurus Barang
irang yang melanggar
tur dalam Pasal 14 ayat
sal 16 ayat (4) dikenakan
ketentuan peraturan

[ X11
LAIN-LAIN

‘197
butuhan Barang Milik

y Milik Daerah;
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c.format lapdran hasil penel
Milik Daerah;
d. format pquhapusan Bar

eformat surat persetujuar
entuan peratur

dengan ke

BAB

Pasal
Pemanfaatanl Barang Mi

l
KETENTUAN

jtian pemeliharaan Barang

ng Milik Daerah;dan
dilaksanakan sesuai
perundang-undangan.

98
ik Daerah yang telah

dilaksanakan sebelum berlzkunya Peraturan Daerah

ini, masih tetap berlaku se
perjanjian.

KETENTU.
!

uai dengan jangka waktu

BAB XIXIV

PENUTUP

Pasal|[l99

(1} Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

|
semua |[Peraturan Pe

merupakan peraturan p
Daerah Kota Bau-Bau
tentang | Pengelolaan

nndang-Undangan yang
laksanaan dari Peraturan
‘Nomor 4 Tahun 2009
Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah KOt‘L Bau-Bau Tahun 2009
Nomor ﬁ), dinyatakan| masih tetap berlaku
=

sepanjang tidak bertent
dengan | peraturan y
Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturat: pelaksanaan

ngan atau belum diganti
ng baru berdasarkan

dari Peraturan Daerah ini

harus ditetapkan palinﬁ; lama 6 (enam bulan)
terhitung sejak peraturarn daerah ini diundangkan.

| Pasal|200

Pada saat |Peraturan Dagrah ini mulai berlaku

Peraturan Daerah Nomor
Pengelolaan | Barang Milik

4 Tahun 2009 tentang

—~4

Daerah (Lembaran Daerah

Kota Baubau Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kota B

dan dinyatakan tidak berlal]

aubau Nomor 4), dicabut
1.
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Pasal Zl’|01
Peraturan Daerah ini mulg Ei berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap | orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan|| Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Baubau ‘

Ditetapr:'an di Baubau
pada ta}nggal, 5 Mei 2023
WALI KOTA BAUBAU,

AODE lHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 5 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

SIT?L(&%AR

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR . 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR (1/13/2023).
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PERATU

PENJELASAN
ATAS

TENTANG

N DAERAH KOT;

NOl\lI

A BAUBAU

OR TAHUN 2023

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

. UMUM

Salah satu hal pen
dalam pemberian layane
prasarana. Dalam kontek

ting yang perlu
,n publik adala
‘s penyelenggar

mendapatkan perhatian
h dukungan sarana dan
an pemerintahan daerah,

sarana dan prasarana | tersebut dala
Daerah. Xetersediaan
strategis dalam  menc
pemerintahan guna m
akhirnya Ilayanan  pu
kesejahteraan masyaral
tertuang dalam Alinea IV

Pemerintah Kota Baubau berupa;
Barang Milik Daerah melalui Peratur
2009 tentang Pengelolaan Barang
peraturan daerah ini sudah tid sesuai lagi dengan
perkembangan tata kelola Barang Milik Daerah. Akibat adanya
perubahan terhadap tata kelola Barang Milik Daerah tersebut,
perintah untuk melakukan pengaturan | prkait Pengelolaan Barang
Milik Daerah  sebagajmana diamanatkan oleh Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun|2020 dan ditindaklanjuti
dengan Peraturan Menteri Dalam Neg i Nomor 19 Tahun 2016
perlu diatur melalui Peraturan Daerah.

m bentuk Barang Milik
Barang Milik |[Daerah memiliki peran
lukung penyelenggaraan kewenangan
emberikan 1ayiéman publik dan pada
1blik  tersebut| dapat meningkatkan
cat sebagaimaf-a tujuan negara yang
Pembukaan UUD 1945,

ra melakukan penataan
Daerah Nomor 4 Tahun
: ik Daerah. Keberadaan

Oleh karena itu, untuk mengupa;
Milik Daerah yang aik seka.lig;l.ls| sebagai upaya untuk
melaksanakan peratur perundang-undangan yang ada, maka
diperlukan kebijakan hukum di Kota ]Baubau berupa Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

akan tata kelola Barang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
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Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
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Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.
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Pasal 182 ,

Cukup jelas. |
Pasal 183 '

Cukup jelas.
Pasal 184

Cukup jelas.
Pasal 185

Cukup jelas.
Pasal 186

Cukup jelas.
Pasal 187

Cukup jelas.
Pasal 188

Cukup jelas.
Pasal 189

Cukup jelas.
Pasal 190

Cukup jelas.
Pasal 191

Cukup jelas.
Pasal 192

Cukup jelas.
Pasal 193

Cukup jelas.
Pasal 194

Cukup jelas.
Pasal 195

Cukup jelas.
Pasal 196

Cukup jelas.
Pasal 197

Cukup jelas.
Pasal 198

Cukup jelas.
Pasal 199

Cukup jelas.
Pasal 200

Cukup jelas.
Pasal 201

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 1
101




Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.
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Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

‘Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.
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Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.
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Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

97



Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.
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Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.
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Peraturan 1

Agar setiap|

pengundang
penempatan
Baubau

Diundangkan di Baub

pada tanggal, 5 Mei 2(
Pj. SEKRETARIS DAERA]}

LEMBARAN DAERAH KO

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BAU

TENGGARA NOMOR (1/13 /21

SI’IMU@WAR
\ .

au
D23

)23).

baerah ini mul
diundangkamn.
orang menget
an  Peraturan
nya dalam L

TA BAUBAU TA]

Pasal

PO 1

A1 berlallcu pada tanggal

nhuinya, memerintahkan

Daerah ini dengan
embaran Daerah Kota

Ditetapkan di Baubau

pada t l
WALI K

AODE A

nggal, 5 Mei 2023
OTA BAUBAU,

HMAD MONIANSE

1UN 2023 NOMOR . { .

BAU PROVINSI SULAWES!
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Peraturan T

.

diundangk

Agar setiap
pengundang

penempatant

Baubau

Diundangkan di Baub
pada tanggal, 5 Mei 2¢
Pj. SEKRETARIS DAERA}

SIT{'I MUN#AR

LEMBARAN DAERAH KO

NOREG PERATURAN DAE}]
TENGGARA NOMOR (1/13/2¢

RAH KOTA BAl
023).

Pasal

baerah ini mul

ar

Peratur:
va amll

dalam

WALI

|

AODE A

au
023
1,

TA BAUBAU TALl

J

201

orang mengeif.

pi berlaku pada tanggal

hhuinya, memerintahkan
Daerah ini dengan

Jembaran Daerah Kota

Ditetaplkan di Baubau
pada teL

ngegal, 5 Mei 2023
(OTA BAUBAU,

HMAD MONIANSE

JUN 2023 NOMOR .1 .

iBAU PROVINSI SULAWESI
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Peraturan Daerah ini muls
diundangkan.

Agar setiap

pengundangan
penempatannya

Baubau

Diundangkan di Baub

pada tanggal, 5 Mei 2(
Pj. SEKRETARIS DAERAL

72 /]

SITITI MUNAWAR|

LEMBARAN DAERAH KO,

NOREG PERATURAN DAE}
TENGGARA NOMOR (1/13/2(

A

Pasal

orang mengets
Peraturan
dalam L

}

Ditetap

201

|
ﬁ:i berlaku pada tanggal

ihuinya, memerintahkan
Daerah ini dengan
embaran Daerah Kota

ran di Baubau

pada tat
WALI K

au
D23

TA BAUBAU TA

RAH KOTA BAL
)23).

J

hegal, 5 Mei 2023
OTA BAUBAU,

MAD MONIANSE

ﬁUN 2023 NOMOR .1.

BAU PROVINSI SULAWESI
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